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ABSTRAK

Nama : Dayu Medioa
Program Studi : Hukum Fkonomi
Jndul : Analisis Yuridis Periindungan Koasumen Atas ikfan

Tanif Jasa Telekomonikasi Selnler di Indoresia

Tesis mm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarnif jasa telekomunikasi
seluier di Indonesia. Latar belakang tesis im adalah maraknya peran tkian tanf
jasa clckomunikasi scluler di Indoncsia. Langkah awalnya adalah dengan mclihat
poraturan parundang-undangan yang terkait dengan ikian tanf jasa tefckomumkasi
seluler. Dan pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk
iklan tanf jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat dan
hentuk-bentuk  tklan  yang merugikan konsumen. Atzs iklar tanf jasa
wickomunikasi  scluler yang maugikan masyarakat dapai  dimintakan
pertangrungjawaban  Atas  iklan tanf jasa telekomumikasi seluler vang
diinformasilan kcpada masyarakat dilakukan pengawasan ofich pomcrintah,
masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penclitian ini adalah
penelitan yunidis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penclitian meyarankan
agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang
perikianan, Kemudian diperlukan pthok yang bertangoung jawab atas iklan tarif
jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Sefain itn juga diperfokan perbaikan
kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan umuk melindungi Losumen atas iklan
tanif jasa telekomumkasi seluler di Indonesia, vang kemudian juga dibemtengi
oleh self regidation yang cfektif,

Kata Kunci:
Perindungan Konsumen, 1kian, Tarif Jasa Telekomunikasi Seiuler
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ABSTRACT

Name : Dayu Mcdina
Study Program : Hukum Ekonomi
Title : Jundical Analitic Consumer Protection From Advertisement

Telecommunication Celuller Taritf In Indonesia

This theses discusses about consumer protection from advertisement
telecommunication celuller tariff in Indonesia. The back ground of this theses isa
wars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to work this
theses is see all of the law about advertisement of telecommunication celubler
tariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when the
advertisement telccommunication celuller tariff makes consumer 1ooscs. Because
consumer get looses from advenisement telecommunication celuller tanff
consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,
independent consumery protection bodies can control that advertisement
telecommunication celuller 1arff. This theses suggest to make advertisement act,
and needed 10 clearence liability for the advertisement telecommunication celuller
tarfT in Indonesia. So we need a good working from consumer protection bodies,
and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation).

Key words:

Counsumer protection, advertisement, telecommunication celutter tartfl
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya gerakan “konsumerisme” dan segala permasalahannya
kepermukaan masih relatif baru. Kepopulcran dan paham konsumerisme ini baru
muial mendapat perhatian dunia bisnis maupun birokrasi sejak Presiden Amerika
Senkat, J. F. Kennedy pada tahun 1962 mengukuhkan adanya hak-hak
konsumen.' Pengukuhan ini timbul atas desakan konsumen di Amcrika pada
tahun 1930-an yang sudah mulai mempertanyakan adanya ketidakadilan dalam
memperoleh pelayanan, baik jasa pelayanan yang disediakan oleh industri
maupun pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Konsumen mulai
mempermasalahkan adanya ketidaksesuaian harga dengan mutu barang atau jasa
serta keselamatan penggunaannya. Pemasaran barang dan jasa secara bebas dan
canggth di negara liberal telah menimbulkan mekanisme defentif di kalangan
konsumen dan mulai terdapat ketidakpercayaan akan informasi sepihak yang
disampaikan para produsen.’ Keadaan tersebut menimbulkan pemikiran terhadap
perlindungan konsumen.

Namun sejarah menunjukkan bahwa sebenamya perlindungan konsumen
sudah ada sejak dahulu. Plato telah mengkonstatic bahwa para penjual bahan
(makanan) jika menentukan harga, menyamaratakan saja harga itu tanpa
memperttimbangkan mutu bahan yang baik dan yang tidak baik * Keadaan tersebut
merupakan gambaran kebutnhan konsumen untuk dilindungi atau dapat dikatakan
perlindungan konsumen yang masth tradisional.

'Empat hak-hak konsumen yang disampaikan oleh J. F. Kennedy yaitu: s right fo safe
products, the right 1o be informed abowt products, the right to definite choices in selecting
products, the right 1o be beard regarding consumer interests. Hak-hak tersebut disampaikan pada
‘pidatonya di depan kongres ‘pada~tanggal 15 Maret 1962. (Inosentius Samsul, Perlindsargan
Hukum: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Fakulas Hukum Universitas
Indonesia, 2004), hal. 7;

2Yusuf Shofie, Editor, Percakapan temang Pendidikan Konmswmen dan Kurikulum
Fakultas Hukum, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) USAID ), hal. 33;

*Badan Pembinaan Hukom Nasional Departemen Kehakiman. Simposium Aspek-Aspek
Hukwm Masalah Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Binacipta, 1986), hal. 36;

1
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D1 Inggns, gerakan perlindungan konsumen didasarkan pada kebutuhan
para saudagar atau para pedagang. Dimana asumsi dani pengaturan yang dibuat
didasarkan pada derajat yang sama terhadap kekuatan ekonomi antara para pthak.
Dan asumsi itu terjadi karena saat itu secara umum pedagang peduli dan berhati-
bati dan berusaha dengan fuir dan sangat memperhatikan pembeli. Namun
keadaan masyamkat saat itu masih seperti masyarakat pedesaan (rural
communitie).”

Scmentara du, Amerika Scrikat dalam perakan awal perlindungan
konswnen diandai oleh tujuan dan filosofi bahwa pengaturan dimaksodkan uniuk
membertikan bantuan atau perlindungan terhadap konsumen yang berpeashasilan
rendah (Jow-income consumer), memperbaiki cara distribusi dan kualitas barang
dan jasa, meningkatkan jumlah persediaan barang dan jasa di pasar, meningkatkan
persaingan antara produsen.’

Di Indonesia pembangunan dan perkembangan perckonomian diberbagai
sektor, terutama ¢ bidang perdagangan dan permdustrian menghasilkan variasi
produk barang dan‘atau jasa yang dapat dikonsymsi, Kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi dan telckomunikasi, seda informatika juga tunnt
mendukung perluasan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-
batas wilayah suatu negara.

Keadan tersebut juga didorong oleh pembangunan pastonal vang bertijuan
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil
dalam era demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila dan undang-umdang
dasar 1945. Sclanjutnya pembangunan perckonomian nasional pada cra
globalisasi harus dapat mendukung twumbuhnya dunia usaha, schingea mampu
menghasilkan keanekaragaman barang dan/ataun jasa yang memiliki kandunean
teknologi yang dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat bamyak atan jasa

“ohn Goldrine, Laurence W Mzher, and Jill Mckeough, Convomer Profecsion Law,
(Austrafia: The Federal Press, 1995), hal. 1,

“Inostrzins Samsol, Perfixdmgoer Kosrstomen: Kemmnghinan Pereropey Tomsgwrg Jowab
Afwslok, (Jakarta Fakulias Hukum Univessitas Indonesia, 2004), hal. 6;

Universitas Indonesia
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yang diperolch dan perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada
nmsyamkm_'S

Selain dengan berkembangnya perckonomian dan tujuan pembangunan
nasional, globalisasi juga menjadi pendorong kemajuan di bidang teknologt dan
informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ini akan mendorong
perkembangan bidang perdagangan dan perindustnan. Sehingga kegiatan usaha
baik itn perdagangan maupun perindustrian tidak lagi terbatas didalam negeni saja.
Dengan perkembangan tersebut tidak hanya menguntungkan pelaku usaha atau
produsen, tapi juga menguntungkan bagi negara dan konsumen.

Keuntungan yang diperoleh oleh konsumen adalah tersedianya barang
dan/atau jasa yang dibutuhkan. Selain itu konsumen juga dapat memilih barang
dan/atan jasa yang tersedia, karena tidak hanya ditawarkan dengan satu merek
yang diproduksi satu perusahaan saja. Dan konsumen juga dapat menikmati
barang dan/atau jasa yang tidak hanya tersedia di dalam negeri, tapi juga barang
dan/atau jasa yang berasal dari luar negeni.

Dengan adanya persaingan, maka perusahaan akan mempromosikan
barang yang diproduksinya agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Perusahan
yang sukses menyadari pestingnya konsumen dan memiliki pendekatan yang
canggih serta data ninci yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi
organisasi dan pemasaran.’ Pemasaran tersebut tidak hanya dengan merawarkan
barang dan/atau jasa secara langsung kepada konsumen, tetapi saat ini pemasaran
vang lebih mudah dan efeknf dapat dilaknkan melalui media masa, baik media
elektronik maupun media cetak atau yang saat ini kita sebut dengan iklan

Dengan strategi pemasaran lewat iklan, maka pengusaha tidak hanya
menawarkan produknya tetapi juga telah mengubah atau membentuk paradigma
konsumen. Sehingga peranan iklan sangat besar.

“Badan Pembinaan Hukum Nasional , Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Tentang
Perlinekernzan Hukum Dolam E-Coemerce Tahun 2000, (Jakara: BPHN, 2000), bal. 1.

7). Paul Peter dan Jexxy C. Olson, Consumer. Behavior: Perilaku Ronsumen don Strategi
Pemrsaran, Jitid 1 Edisi 4, (Jakarta: Edangga), hal. 4;
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Berbicara tentang tklan atan persaingan iklan sangat menank  untuk
melihat persaingan iklan tanf yang terjadi dibidang industni telekomunikasi. Hal
ini discbabkan karena industn telekomunikasi merupakan sektor strategis dengan
magnitude bisnis luar biasa. Pertumbuhan pasar di sektor tersebul progresif, haik
dan ragam iayanan, jumlah penyedia jasa, dan pengguna jasa. Dan diantara jenis
Jasa relekomunikasi yang tersedia pertumbuhan pangsa pasar telepon seluler yang
terus bergerak nmaik dari tahun 2004 hingga 2006 beranjak dan angka 74.51%
hinggz 81,15%. Sampai dengan 2006, Pelaku usaha pada industri telckomumikasi
selular adalab Tetkomsel menguasai pasar sebanyak 55,79%, Indosai scbanyak
26,18%, Exceikomindo (XL) sebanyak 14,93%, Mobile-8 (Fren) sebanyak 2,86%,
Sampoema Telekomunikasi Indonesia sebanyak 0,21%. dan Natrindo Telepon
Selular (NTS) scbanyak 0,02% %

Deogan berkembang pesatnya bidang telekomunikasi selufer tersebut,
pengusaha harus melakukan upaya agar dapat bersaing, salah satu caranya deagan
menavangkan ikian di media cetzk dan media elektronik dengzn menjanjikan
lavanan yang berkualitas dan murah. Schingga saat ini bisa kita libat berbagai
macam iklan tanf murah bagi pengguna jasa sclular. Karena pada prinsipaya,
masyzrakat membuatuhkan tanf seluler yang murah.

Dengan adanva iklan wnf mursh scluler tersebut, menanik banvak
konsumen vntuk menggunakan produk yang ditawarkan. Meningkatnya jumiah
pengeuna jasa telckomunikast scluler tidak dibarengi dengan peningkatan kialitas
dan ketersediaan jaringan Sehingra banyak keluhan dan masyarakat, misalnya
jaringan yang putus-pRius, conection yang Gba-tiba putns, dan lamn-lain. Kelohan
masyarakat tersebut mencerminkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh
operztor seluler termasuk kesalahan yang mungkin dilatarbelakangi dari ikian tanf
vang diluncurkan oleh pengusaha tersebut.

Selain itw tindakan atau usasha yang dilakukan olch operator seluler
tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa koasumen hanyalah sebatas objek uatuk
mencan kenntungan, bukan sebagal mitca usaha. Dalam hal inil karena konsumen

¥ “Tanf Murah, Bisnis Meriah, "Kwan Tempo (14 April 2063);
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tidak mempunyai posisi yang seimbang dengan pelaku usaha Ketidakseimbangan
int terjadi karena pihak pelaku usaha mempunyai informasi dan teknologi,
sementara itu konsumen sangat terbatas akan informasi dan tcknologi tersebut.
Sebagaimana vang dikemukakan .oleh A. Z. Nasution bahwa kedudukan
konsumen dan sudut sosial-ckonomi/ kevangan, hukum dan peradilan serta daya
tawar (bargaining power), masih sangat-sangat lemah ’

Selaip itn yang menjadi permasalaban apakah perang iklan tanf jasa
seluler yang terjadi pada bidang telekomunikasi selular ini adalah perang yang
schat. Bukan perang yang diwarmai dengan intrik. Dircktur lembaga advokasi dan
perimdungan konsumen, Farid Wajdi menyatakan, semua operator tefepon selular
itu, mengklaim bertarif termurah, namun strategi merebut pangsa pasar seperti itu
mengakibatkan persaingan pemasaran yang kurang schat dan cenderung menipu
konsumen.'

Banyak informasi yang tidak disampaikan kepada konsumen agar
konsumen tertarik dengan iklan yang dibuat dan ada unsur pembohongan publik
yang dilakukan olch operator scluler di indonesia. Salah satu contoh pelanggaran
iklan yang dilakukan oleh operator seluler adalah dengan mencantumkan klansula
“syarat dan ketentuan berlaku™ dalam iklan-iklan yang ditayangkan, namun syarat
dan ketentuan berlaku tersebut tidak dijelaskan dan ditulis sekecil mungkin agar
tidak teriihat jelas.

Perang iklan tarf selular tersebut memang berdampak positif uniuk
perusahaan schular, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kualitas yang baik.
Keadaan tersebut juga menjadi keluhan masyarakat, karena ketika menggunakan
produk seluler terscbut temyata sangat sulit untuk menghubungi pengguna
lainnya, karena jaringannya sibuk, atau kualitas svara tidak baik, dan keluhan-
keluhan terhadap kualitas lainnya.

A Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatau Pengantar, (Yakata: Diadic
Media, 2002), hal. xii.;

“idan  Taf  Pomsel  Murmh  Menyesatian” 31 Maret 2008
<hitp ffponsel sayanginanda comVsearch/pedlindungantkonsumen>;
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Berdasarkan data hasil jejak pendapat Information and (Commaoication
Tecnodugy (ICT) Warch terhadap 4.888 responden pengakses DetikNet, 42 37%
menitas perang iklan tanf seluler tenndikasi membodohi publik. Sementara
30,43% responden menyebuikan iklan cukup memberikan sugesti bagy mereka
dalam memiith kartu seluler. Ironisnya sebanyak 4562% aau mayoritas
responden mengakn perang iklan tanif justru menuronkan kalitas lavanan
operator.”

Fenomenn iklan tanif murah yang ditayanpkan terseba, sanpat kontras
dengan kepuiusan Komisi Persaingan Usaha yang dalam putusan ierkait dengan
Temasek, meminta penurunan tanf seluier, karena tarif seluler di Indonesia lebih
mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Keputosan Komisi
Persaingan Usaha tersebut untuk menunmkan tanf seluler di Indonesia karena
lebeth mahal, juga dikuatkan dengan hasil penclusuran perusahean hnancial JP
Morgan dua thun vang lalu, vang menempatkan tanf seluler Indonesia sebagai
yang wymahal kedua di Asia Pasifik.”

Banyaknya keluban dari masyarakat pengguna selular atas iklan tanf murah
yang duayangkan, pemerintah seharusnya mempunyai kepentingan yang <angat
besar umtnk menindaklanjoti masalah tersebut, karema memyongknt dengan
kesejahieraan rakyat. Untuk ifo pemerintah harus meneniukan sikapnva dengan
membenkan periindungan kepada pengguna jasa seluler di indopesia terkaint
dengan masalah iklan tanf dan tarif itu sendini.

B. Romusaz Masalzh
Dari latar belakang masaizh di atas, maka penclitian ini difokuskan pada

permasalahan schagai berikut:
a. Bagaimanakah pengaturan tentang iklan tanf jasa seluler di Indomesia?

M peysepsi Konsumem atas [klan  Operator Sclule”31 Marar 2008,
<hetp//reum detikinet comarchivefindex pbnft-18722 html>;
"2 Kovan Tempo, vp. i,
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b. Bagaimanakah bentuk-bentuk iklan tarif jasa seluler yang merugikan
konsumen?
c. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap penerapan tarif oleh operator
seluler dan siapakah yang melakukan pengawasan pelaksanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penclitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Unfuk mengetahui pengaturan tentang tanif seluler di Indonesia.
b. Untuk mengetahws bagaimana bentuk-bentuk iklan tarif jasa seluler yang
merugrikan konsumen.
c. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap penerapan tanf seluler di

Indoncesia dan mengetahui pihak-pihak mana saja yang melakukan pengawasan
terhadap penerapan tarnif tersebut.

Kegunaan dan penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat dan
kegunaan yang tidak hanya bersifat teoritis tapi juga praktis. Kegunaan teontis
dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan
ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya

Maniaat praktis yang diambil dani penelitian ini adalah untuk mendapatkan

gambaran vang jelas mengenai perlindungan konsumen terthadap iklan tanf seluler
di Indonesia.

D. Landasan Teori dan Konsepsional

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah memprmyai isi
vang bersifat umum dan normatif. Umum karena diperlakukan bagi setiap orang,

dan normatif karena menenmtukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
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dilakukan, serta mencntukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada
kaidah-kaidah tersebut

Untuk mewyudkan tyjuannya, maka pengkajian bukum tdak dapat
dilepaskan dan bidang ilmu yang lain. Salah satu pendekalan atau kajian yang
teiah muiai dikembangkan adalah kajian terhadap hukum khususnya peraturan
perondang-undangan dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi.

Perkembangan yang kuat mengenai teori ekonomi yang dapal mengkaji
hukem ataw peraturan perundang-undangan, yaitu kajian yang disebut political
economic of faw. Pendekatan teon ini adalah berdasarkan konsep ekonomi makro
dengan varabel-variabelnya, yaitu kepentingan para pelaku ekonomi dalam hal
mi konsumen, pelaku usaha, birokrasi atau pemerintah, dan kepentingan publik **
Pemenniah dijadikan sebagai vaniabel, karena pemerintah memiliki peranan yang
besar dalam menentukan amah suatu bangsa. Dalam Yidang perdindumgan
Kkonsumen, peran serta pemeriniah sangat dibutuhkan karena dengan adanmya
persaingan, maka dibutuhkan pihak yang mengawasi dan menciptakan persaingan
tersebut menjadi persaingan yvang schat.

Dalam perlindungan konsumen, tcon ckonomi tentang hukum pasar yang
dikemukakan oleh Adam Smith sangat penting. Teon ini menyatakzn, Pertama,
babwa individu masing-masing vang didorong oleh kepentingannya sendin vang
meneniukan pekerjaan termasuk produk-produk yang diperiukan oleh masyarakat.
Kedua, harga yang termasuk harga tinggi menunut Adam Smith ditentukan olch
pasar ity sendini, sehingga tidak perlu ada peraturan yang meoctapkan harga
produk tertentu. Kefiga, produsen akan menghasilkan scjumlah barang seperti
yvang dibutuhkan konsumen.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, paham ekonomi kiastk yang dipelopori
olech Adam Smith tersebut mengagungkan /aissez faire (persaingan bebas). Antara
paham ekopomi klasik dan persaingan bebas saling mendukung, dan berakar pada

PSusamti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Korsumen Ditingou dari Hukum
Acara Seria Kerdala Implementasinya, (Jakana: Kencana Prenada Media Group, 2008)_hal 51

Mpidir Bariadi Estiko dan Novianto M Heodro, Editor, Reformersi Hubsre Nervioreal,
Pakana: Schratanial Jendral DPR Rl Pusal Pengkajian dan Pelayanan laformasi, 2008), hal 197;
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paham hukum alam Kedua paham tersebut melihat individu mengetahui
kepentingan mereka yang paling haik dan cara mencapainya, discbabkan karena
manusia sebagai individu mempergunakan akalnya. Menurut hukum alam
mdividu-individu  diberi  kebebasan untuk  menetapkan langkah-Jangkahnya,
dengan sekuat akal dan temaganya, untuk mencapai kesejahtcraan yang optimal.
Berhasilnya individu mencapai kesejahteraan maka masyarakat yang merupakan
kumpulan dan individu-individu tersebut akan menjadi -sejahtera pula Olch
karena itu untuk mencapai kescjahtcraannya individu harus mempunyai
kebebasan bersaing dan negara tidak boleh ikut campur tangan **

Teori Adam Smith tersebut melahirkan dua teori besar dalam perfindungan
konsumen, yaitu teori perlindungan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi
pemenintah (umregulated market place) dan teori pertindungan dengan intervensi
wrhadap pasar (governmert regulated market place)'®. Perdindungan konsumen
oleh mekanisme pasar tanpa ada atoran pemerintah atau negara dikenal dalam dua
teon, yaitu teont pasar bebas (free aarket theory) dan teon kedaulatan konsumen
{ consumer sovereignty theory).

Unregulated marker place dijiwai oleh prinsip laissez faire yang
menpunjung . tnggr kebebasan berusaha dan kekuatan pasar atas peraturan
perundang-undangsn scbagai alat untuk mengawasi kegiatan ¢konomi. Dalam
strukiur pasar yang demikian, kedudukan dan peran konsumen sangatlah kit atan
berkuasa (sovereign), schingea melahirkan teont kedaulatan konsumen (consumer
sovereignfy theory). Mepourt teoss ini, kedudukan konsnmenlah yang mengatur
m_u

Sedangkan teori perlindungan dengan intervensi terhadap pasar
(government regulated market place) memberikan kewenangan pemerintah untuk

“* Ahsmadi Mivu dan Sutarman Yedo, Hukww Perlindugan Korswmen, (Jakarta: PT. Rzja
Grafindo Persada, 2004), hal. 190-191;

“nosemins Samsul, op.oif, hal. 26,

Cibi:
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ikut campur atau melakukan intervensi pada pasar. Hal ini didasarkan pada
argumentasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu: ™
a Dalam masyarakat modem, produsen menawarkan berbagpai jenis produk baru

hasi) kemajuan ickbnologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi
secara masal.

b. Hasil produksi dengan cara masal dan tekhnologi canggih, potensial bagi
munculnya risiko produk cacat yang dapat mengakibaikan kerugian konsumen.
Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidsk memenuhi
standar dan bahkan berbahaya.

c. Hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tdak
setmbang.

d. Persangan yang sempurma dalam prakicknya jarang tegjadi

Ketika suatn bangsa memasuki tahapan negara kesejahtersan, tomteian
werhadap intervensi pemerintah melaini pembentukan tmkom yang melindangt
pihak lemah sangatiah kuat *® Selain itu pada era pasar bebas saat ini menciptakan
Ialy lintas hubungan produsen dengan konsumen menjadi scmakin dekat dan
scnakin terbulka, campur tangan megara, kerjasama antar negara, &en kajaszma
intcrnasional sangat dibutuhkan. Fal terscbut ditwjukan untuk mengatur pola
bnbuncan produsen, konsumen, dan sistem perlindungan konsumen.

Di Indoncsia polemik tenfang perdu tidaknya intervensi pemenintsh di
bidang perdindongan konsumen jnea sangat dirasakan Besdasarkan priasip
pembanpunon yang antara kain menyatakan bahwa pembangunan dilaksorakan
besrsama oleh pemenntah dan karena itu menjadi tanggung jawab bessama pula,

** tbéd, val 30,

"Erun Rajagpkenk, “Peaan Hokum di Tndonesia. Menjaga Persatuan, Memulihikan
Eknon dan Memperbess Kescjalteraan Sastal ™ Pakio Yaug Dicwspozbare Deles Ravgher Déies
Newalis Dan Petingasan Tatun Lamas Universitas Indonesia;
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maka mclalat pengaturan dan pengendalian olch pemenntah, tujuan pembangunan
nasional dapat dicapai dengan baik
Untuk lebith jelasnya intervensi pemenntah dalam hal perfindungan
konsumen terhadap pengguna jasa selular tertuang dalam:
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pedindungan Konsumen;
b. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
¢. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan;
d. Peraturan Penundang-Undangan lainnya

Terkait dengan iklan sebagai sebuah infonmasi signal theory menyatakan
babwa informasi yang disampaikan kepada konsumen itu seperti sinyal, ketika
mformasi yang disampaikan ilu banyak maka sinyalnya makin kual, scmemana ity
yika informasi itu ditutup-tutupt oleh péngusaha maka sinyalnya akan semakin
sedikit. Dengan semakin banyak informasi yang disampaikan oleh operator
seluler, diangeap sebagai jaminan produk yang dijual oieh pelaku wsaha dan
sebalikmya. Pada dasamva teori ini menyatakan bahwa:

"Ihis theory postulates txnt consumers regard the exters of warranty
coverage, consumers -will believe that the manufacturer has  little
confidence in the product’s qualily. As a result, successful marketing of a
product requires that the major terms of warranty meet industry norms ™.’
Berdasirkan teoni duatas dapat dilthat bahwa iklan yang ditayangkin &
media massa oleh operator seiudar merupakan sebuah informasi yang dapat
dianggap schagai suatu sinyal bagi konsumen. Dengan penayangan iklan tanf
selular di Indoncsia yang sangat banvak dan scnng ditavangkan, apakah mampu

-™ Fanns Sidabalok, Hukum Perfindumyxm Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2006), hal 23;
Pyyilliam C Whaford, "Commwent on A Theory of the Comsumer Prodact Waranty”
dalem Hukume Perlindueszom Koreozeeen [, ddnmpulkan oleh Inosentes Samsul, (Qakerts: Prooram
Magisier Pascasarjana Fakutias Hutum Universiias Indonesia), hat. 134;
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membenkan informas: tentang suatu produk secam jelas dan tepat schinggn tdak
merugikan konsumen.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai besbagai istikah yang
digunakan dalam penclitian ini, definisi operasional dari berbagai istilah yang
digunakan sebagail benkut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adamya
kepastian hukum untuk memberi perdindungan kepada konsumen 2

Konsumen adzalah sctiap orang pecmakai barang dan‘atsu jasz yang tersedia
dalare masyarakat, baik bagi kepentingan dia sendin, keluarga, orang lain,
maupem makhiuk hidup lain dan tdak untuk diperdagangkan.™

Pengertian konsumen dalam bidang jasa telekomunikasi adalah mefiput
pelangean, pemakai, dan pengyuna.

Pelorgran adalah perseorangan, badan hukum, instamsi pemerintah yang
meaggonakan jaringan telekomunitasi dan atau jasa ielekombnikasi berdasarkan
konrak 2

Pemakai adalah perscorangan, badan hukum, instansi pemerintah vang
menggunakan janngan telckomunikasi dan atau jasa telekomumkasi yang tidak
berdesarkan kontrak. ™

Penpguna adatah pelangean dan pemakai

Pelakn usafa adaiah setiap orang perorangan atanpm bedan usaha baik
vang berbenmiuk badan hukum maupun bukan badan hukum vang didinkan dan
berkedndukan atan melakukan kegiatan dalam wilayah hokom negara repoblik
Indonesia, batk  sendin maupun  bersama-sama melalin perjanjian
menyelenpparakan kegiatan usaha dajam berbagai bidang ekopomi >’

Cndonesia, Undang-Undang Textang Perdindungan Konsumen, Ul No 8 Tabmn 1999,
LN No. 42 Tatuan 1999, TLN No. 3821 , Pasal 1 angka 1, [selanjutoya disebt demwan Indooesia

(2)); -

D1bid, Pasal  angha 2, o

Hindonssia. Undang-{ndang Tentany Telckomunikasi, U No. 36 Tafun 1999, Pasal |
aneka 9, [selamuinya disehut dengzn Indonesia (b))

2 Ibid, Pasal 1 arsoka 10;

il Pacal | anoka 11;

Trbid Pasal 1 angka3;
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Pelaku wusaha bidang  telekomunikasi adalah  penyelenggara
telekomunikasi. Penyelenggana telkckomunikasi terdiri atas perseorangan, koperasi,
badan useha mihik daerah, badan ussha milik negara, badan usaha swasta, instansi
pemeriniah, dan instansi pertahanan keamanan negara®

Penyelenggaraan  telckommikasi  adalah  kegiman peayediaan dan
pelavanan  telekomunikasi  sehingga  memungkinkan  tersclenggaranya
telekomunikasi.”

Jusa zdalah setiap layanan yang berbentuk pekerjzan atau prestast yang
disediakan bag masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

Jasa komunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk mememuhi
kebutohan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ™

FPromaosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan'atas jasa untuk menenk minat beli konsumen teshadap barang
dan/atau jasa vang akan dan sedang diperdagangkan ™

Telekomumikasi” adalah setiap pemancaran, pengiriman infosmasi melalu
medium apapum >

Siaran iklan adalah siaran informast yang bersifat komersial daa layanan
masyarakat tentang tersedianya jasa, borang, dan gagasan  yamg  dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga
penviaran yang bersangkutan >

[bick, Basal | angka 8,

Zlbid, Pasat { angkal?;

*bid_ Pasal | angka 5;

T'bick Pasal | angka 7,

Ry5id Pasal T angka 6;

“Hakik: terminologi telekommnikasi adalah “komunikasi jarak jmnb~. Kowanikasi
sendini bersumber dari babkasa latin "commraonis™ yang berarti "sama”. Jika kita berkomumikass i
berarti kita mengadakan "kesamaan™. Cad § Hovland, scorang sarjana Amarika, mengemokakan
bl cormrmrmration 15 the process By witice an individuals (the corsmymentor) frorrsesins stwemli
fsmalfy verbal symboly 1o modify the beiuvior of other individuals {cossmricateees) ™ Tevdapat
dafam Judberiksywan, Peagantar Hularm Telekomuuikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005 bl S,

3 Indonesia (b), op. cit., Pasal | anoka |;

** Ibid, Pasal 1 angka 5;
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Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melaln
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan,
dan/ztay mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan *

{klan adalah usaha denpan cara apa pun untuk menmgkatkan penjualan,
baik secara langsung atau pun tidak langsung *’

Iklan menyesatkan adalah iklan yang ingin mengesankan “keampuhan™
suatu barang dengan cara mendemontrasikannya secara berlebihan, akan tetaps
pada kenyataannya barang dan‘atau jasa yang diiklankan tersebut tidak memilika
“keampubhan™ apapun sehingea dapat menyebabkan kerugian bay konsumen yang
menggunakan barang dan/atau jasa vang diiklankan tersebut ™

Periklanan merupakan usaha jasa yang di satu pilek menghubungkan
produsen barang dan jasa dengan konsumen, dan di lain pibak menshubunpkan
pencetus gagasan dengan penerima gagasan.””

lkian tarif jusa seluler yang dimaksud dalam tesis ini adaizh tklzn yang
ditavangkan di media massa (baik media clcktronik maupun media cetak)
menyangkut dengan tanf seluler yang discriai dengan informasi lam yang
disampaikan oleh operator seluler kepada masyarakat.

E. Mctode Penelitian
1. Jenis Pepelitian

Penclitian ini adalab penelitian yuridis nomnatif, yaitu meiode penelijtian
yvang mengacu kepada norma-nerma hukum yang terdapat di delam peratran

™ Jhidl, Pasal 1 angka 6;

7 Degomemen Kesehatan, Perxtoran Menteri Kesehatan Nowmor 329 Talm 1976 textany
Produksi dan Percdaran akanan, Pasal © angka 13;

= A Z Nasution, Kovesereen dan Hukum,Cet 1, (Jakarta: Pustaks Siner Harzpen, 1995),
hal 96,

MUndame Undane Nomor 21 Tabyn 1982 tentans Ketentiean —Xetentuen Polade Pers,
Penjclasan Pasel 1 angka 2 alinea 3;
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perundang-undangan, kontrak, putusan pengadilan dan pendapal para ahh
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dimana
penpetahuan dan afau teon tentang objek sudah ada kemudian dipakai untuk
memberikan gambaran temang objek penelitian secara Jebih lenghap.”

Sedangkan dipandang dan sudut bentuknya, pencliian im termasuk
penelitian preskriptif.! Penclitian ini ditujukan untuk mendapat saran mengenai
apa yang harus dilakukan untuk dapat melindungi konsumen jasa telekomunikasi.
Berdasarkan  sudut  pencrapannya, penelitian ini termasuk  penelitian yang
berfokuskan masalah.

2. Data yang Digunakan

Schagat penelitian sormatif, penelitian ini menttikberatkan pada studi
kepastakaan yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder digolongkan
menjadi bahan hukum, yang meliputi:*

a. Bahan bukum primer vaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat
kepada masyarakat dalam hal i adalah peraturan perundang-undangan yang
berizku dan berkzitan dengan perlindungan konsumen, sepest Undang-
Umdang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 36 Tahun i999 tentang Telekomunikasi, Undane-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemenintah Nomor 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menten
Pedtmbungan Nomor 20 Tahom 2001 tentang Penyelengparman Jaringan
Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan WNomor 23  teatang
Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jfasa
Telekommikasi, serta peraturan perundangan hainnya.

- Soerjono Soekanto, Perganiar Peaclitian Hukum, (Jakarta: UL Press, 1586), bt 10;

A Ibid.

‘:Soczjum Secekanto dan Sei Memedji, Penvlition Hukum Noewif, Cet 6, (Jakesres: Ul
Press, 2601), hal 52;
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b. Bahan hukum sckunder yaitu bahan-bahan yang menjetaskan bahan hukum
pamer seperti buku-buky, jumal, makalah-makalah, media masa, intemet dan
data-data lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

¢. Bahan hukum iessier yailu bahan yang memberikan pelunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan imkum sckunder. Bahan
ini didapat dani kamus bukum dan ensiklopedia.

|2

. Cara Pengumputan Data

Dalam mengumpuikan data yang digunakan uniuk menyusun peanclitian
ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan-tulisan yang
bethubungan dengan topik yang dibahas yaitu perlindungan kensumen pengguna
jasa selular atas iklan wrif murak di Indonesia yang terdapat dalam perztwsan
perundkang-undangan, buku, surat kabar, majalah, makalah hasil seminar, kamus,
dan ensiklopedi. Data-data yang diperofeh kemudian diojah melaiw anafisis dan
konstruksi data dengan maksud membenkan gambaran vang komprehensif
mengenai toma pernelitian

4. Meiode Analisis Data

Analisis vang digunakan dalam penelitian tni adalah secara kuvalitatif Hal
ini digunakan untuk memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Sebingga
mexdzpatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalzm penelitian.

F. Sistematika Pennlisan

BARBI : Pendahnluan, Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalsh,
Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penclitian, Landasen Teort dan
Konsepsional, Metode Penclitian, Dan Sistematika Peaulisan.

BABII : Dalam Bab Ini Akan Dibahas Dan Dianalisas Mengenai Pengaturan
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BAB TN

BABIV

BABYV
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Iklan Tanf Sclular D1 Indonesia

- Dalam Bab Ini Akan Dibahas Dan Dianalisa Tentang Peslindungan

Konsumen Penpguna Jasa Telekomunikasi Seluler atas IXlan Tanf
Murah di Indonesia seria Bentuk-Bentuk 1Xlan Tanf Jasa Seluler
yang Menyesatkan.

- Bab Ini Akan Membahas Tentang Bentuk Pengawasan Atas lklan

Tanf Sellar Di Indonesia Dan Pihak-Pthak Yang Melakukan

Pengawasan.

- Bemisi Tentang Kesimpalan Dan Saran, Yang Mevupakan Bab

Penutup.
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BAB 11
PENGATURAN IKLAN TARIF SELULER DI INDONESIA

A. 1klan Sebagai Mcdia Informasi

Pentklanan merupskan media informasi sangst penting delam rapgka
peomosi ataw pemasaran suatu peoduk. Media ini malahan dipandang sclagai
sarapa terpenting dari sejumiah media pemasaran vang dikenal dalam
perdagangan. Dengan demikian. penklanan sangat erat sekal) habunganmya
dengan dania usaha, karema modia iklan merupakan jembatan penting antara
pelaku usaba dan konsumen

Dalam Rancangan Akademik Undang-Undang Perdindungan Konsumen
vang dikeluarkan oleh Depariemen Perdagangan dan Penndustrian dengan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dinvatakan bahwa rklan merupakan upava
sepihak dan pengnsaha uniuk menggambarkan barang secara visnal afav z2ndio
dengan fokms pencajolan pada Lelebihan barang dengen maksad emuk memikat
para pembaca, pendengar atau pemcihatinva 't Dari peagertian tersebut dapat
drithar bahwa tkian merupakan salah satu cara unfuk mengmformastkan siatu
produk barang dan jasa dalam kematan bisnis.

Menungt A. 7. Nasution, bentuk informasi berkaitan dengan pengenalan
produk | dapa dibedakan atas empat bentuk:*

a L[abeVetket pada produk;

b Kegiatan peningkaian penjualan dengan menggunakan pamplet, brosurt, ieaflet,
sciebaran, dsb;

¢ Kegiatan hubwngan kemasyamkatan melalui upacam pengguatingan pila,
pelepasan  produk ekspor perdana, penpadean peoyerahan  badiah dan
Suabangan:

-~

® N. H. T. Stahaan, Hxioun Komsamen: Perlindwirgan Korssamen don Tongenany Jirwab
Prochek, Qakssta: Parga Rei, 2003), hal. 126;
“Fakultzs ffokum Universitas Indopesia dengan Depastemen  Poindmstrian  dan
Pad:gmggn, Nersteoly Abcokerneik §mbonged fomkenyy tenteury Perlindmen Kenysusry by) 66
A Z. Nasuthon, op. cit.. bal. 49;

18
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¢ Panklanan stau cara-cam lain yang memperkenalkan produk pada koosumen,
mcmpenahankan, dan meningkatkannya.

Dalam Tata Cara don Tata Krama Pernklaman menvatakan bahwa
periklanan merupakan suatu sarana pemasaran dan sarana  pencrangan yang
memegang peranan peating dalam pembangunan

Dalam Undang-Undang Penyiaran dikatakan bahwa iklan adalah informasi
yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang,
dan gagasan yang dapat dimantaatkan olch khalayak dengan atau tanpa imbalan
kepada kembaga penyiaran yang bersangkutan.

Darnt pengeniian yang dinyatakan diatas dapat disimpulkan batwa klan
merupakan suatu sarana untuk aenyampaikan informasi oleh pelaku usaha kepada
konsumen.

Dalam pandangan tradisional informasi hanvalah sessatn yang didapatkan
oleh konsumen jika dia membutuhkannya®’, bukan menjadi keharusan bagi pefaku
usaha yntuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutubkan oleh konsumnen.
Kemudian pandangan ilu mengalami perubahan seiring Jdengan berubalima
pandangan jeissez-faire mennju government regulwed marier piace. Schinesa
pelako usaka haros memberikan informasi vang penting bagi konsomen tanpa
pedu diminta oleh konsumen seperti informasi fentang kualitas, kandungan
prodek. bhargn, dan lain-lain sesuan dengan pengaturan yaog ditetzplan oleh
pemerniniah.

Dengan demikian, maka ikian sebagal suatu sarama mmformas barus
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. dan informasi tersebut
harus juur dan bertanggung jawab, karena konsumen membauhkan klan wmuk

mengetahui produk yang akan & konsumsinya. Schingpa hakikas iklan adalah

*Datam bagian pendalalivan Tata Cara dan Tata Kama Perikfanan diayaakan efwa
& daliem pembaneunan yang dilsksandun bangsa Tadonesia Sebawsi sarana pencrangen dan
peonessren perildaron merupalen begise dar kebidupan media kooweeiboesi yame vies! begi

¥ inporrmation s mroditionally been viewed o somedhing siich conaewers cuwer had or
keod rot, anad if they rot kave it, the only sclution was (somchow) to give o them{ Howand Boudes,
Richord Crovwell, dm Steven C Selop, “The Efficient Regulation of Consumer Information™
dabem: Hadoxg Perlindarsgw Konvonen £, Skumpulkan oleh lnosesins Samesl, (Raku=ts, Program
Magsstor Pascasarjama Fakuiias Hulum Indonesia), hal. 197;
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scbagai janji dan samua pibak yang mengumumbkannya dan mercka bertanggung
jawab atas settap akibat hukumnya.

Dan merupakan hak konsumen uniunk mendapatkan informasa yang boemar.
Jika iklan memuat informasi yang tidak benar, maka pertwatan stu memenuhi
kriteria kejabatan yang  lazim disebut fundamental nusrepresentation. Bemuk
kejahaian tessbeut ditandai adanya pemakalan percakapan yang jelas-jelas salah
dan panyataan yang menyesatkan (mislead). Sclam 1w yang juga harus
diperietikan adalah informasi yang dibenkan kepada masyarakat terscbut juga
hanus dibenikan secara sama kepada konsumen (tidak disknminatf).

Berdasarkan signal theory, leoni yang mengibaratkar babwa infonmast
vang disampaikaa kepada konsumen ifu seperti sinval, kefika informasi vang
disampaikan itu banyak maka sinyalnya makin kuat, sementara ftu jika informass
e ditutup-tutupi olch pengusaha maka sinvalnya akan semakm sedikit Dengan
banykanya infosmasi yang disampaikan kepada konsumen, dianggap schagai
jaminan behwa produk yang diinformasikan tersebut adelab produk sang
berkualitas dan layak untuk digunakan oieh konsumen.

Jika kna kaitkan dengan ikian wani seluler yang disampaikan kepada
masyarakat dengan intensitas iklan vang sangat sering dimunculkan di media
massa dapat dijadikan jaminan oleh masyarakal bahwa informasi yang
dissmpaitkan dalam iklan tersebut benar, berkualitas dan perusshazn terscbut
adalah perusahaan yang layak karena bisa menyampaikan iklan dalam berbagai
media massa dengan miensitas yang senng.

{kian tanf seluler disampaikan kepada masvarakat dengan tingkat simyval
yang tinggi, karera sering ditayangkan dalam meda massa, baik media cetak
maupun wedia clekronik. Namum yang perlu dilihet juga, apakah iklan tenf
setuler vang memipakan informasi bagi masyarakat dapat menjamin terpenuhinya
hak-hak konsumen pengguna jasa sciuler.

B. Pengatnran Bimis Jasa Telekomunnikasi Selnler di Indonesia
Bidang telekomunikasi adaish svato bidang yang besifat tidak terbatas,

walappun setiap negara dinyatakan memilikt kedauiatan untok mengatur sendin
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telckomunikasinya, tctapi untuk hal-hal teknis dan prinsipprinsip wWpum
pemaniaatan telekomunikasi meagacu kepada [nternational Telecomamaticotion
Regadation scbagai umbrella rules.™® Dan hukum telckommmikasi mcrupakan
hukam yang bersifat transnasional® menimbulkan keteskaitan erat antara akum
rasional  dengan  sistem  huknm  internasional yang mengatur  teetang
telekomumnikasi.

Pengaturan yanpg terkait dengan teickomumkas: socara mternassional,
tentunya akan mempengaruhi pengaturan telekomunikasi nasional. Karena negara
kita merupakan bagian dari dunia infernasional, dengan ditandatangani suatu
komvenst menimbulkan ketundukan pada konvensi tersebut. Misalaya szja pada
tangpal | Januani 1998, traktat General Agreement on Trade in Services (GATS)
tersebut didokumentasikan  dalam suatu naskah bermama Jadwal Komitmen
Tentang Telekomumikasi Dasar (Schedule of Commitments on RBasic
Telecamunications) dan ditetapkan  dalam Keputusan Menteri  Perhubungan
Nomor : KM. 72 Tabun 1999 tentanpg Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang
Telekomunikasi Indonesia, vang isinya antara lain:

a. Jasa weickomunikasi ietap sambungan langsuns jarak  javh @asional
disclenggarakan secara eksklusif oleh PT. Telkom sampai dengan talan 2005;

b. Jasa telekomunikasi telap sambunsan Internasional diselenggarakan secara
diopoli oleh PT. Indosat dan PT. Satehndo sampat dengan tehun 2004;

¢. Jasa telekomunikasi ictap sambungzan lokal diselengzarakan secara ehsklusif
olch PT. Telkom sampar dengan tahun 2010;

d. Jasa telekomunikasi bergerak selular diselengearakan secara kompeutif olch
penyelenggara yang sahamnya dapat dimuliki investor asing sampat 35%.

Ceiak biru kebijakan pemenntah di bidang telekomunikasi iersebut
menimbuikan dampak bagt perkembangan telekomunikasi di indonesia, sehingza

Fhadbariksewan, Pengorsar Hubum Telebomunibrd, (akerts PT. Raja Gesfindo
Persada, 2005), hal: 99,

"istilah yang digunakan oleh Philip C Jessup, yang menyatshan bairea ketextautan
o telckonumilaa tidak hanva karoma konvergenst atau betertautan antara Sistem Huwdarm
Intcromsional dan Hularm Nastonal saneat crat, terapt dad sistem operasonal daa keakpeastk
obpek yang dipersoatkie telah weniadakar batas antar aegara (fureebosrsksy). Ibid bal 16

Universitas Indonesia
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH Ul, 2008



22

akap memunculkan regulasicgulasi yang mewujudkan isi dan ketentuan yang
ditsangkan dalam cetak biru tersebut.

Pcsainya perkembangan teknologi telckomumkasi berbanding  lunus
dengan industri telekomunikasi scluler dalam dua dekade terakhir, baik di Negasa
majo manpun di Negara berkembang® Di Indoncsia, perkembangan industri
telckamunikasi seluler juga sangai pesat Kcadaan tessebut ditunjukkan dengan
semakin meningkatnya jumiah pengguna jasa telekomumkasi scluler di Indonesia
dan tahun ke tahun terus bergerak naik dani tahun 2004 hingea 2006 beranjak dani
angka 74,51% hingga 81,15% pada tahun 2006_ '

Pesalaya perkembangan tersebut, membutuhkar pengzturan dalam
kerangka bisnis jasa telekomunikasi seluler sehingga bisnis jasa tckekomunikasi
seluler berjalan dengan baik dan juga dapat melindungi berbagai kepentingan
yang terkait.  Pengaturan tentang bisnis jasa telekomumikasi scluler berada dalam
lingkup telekomunikasi. Di Indonesia bidang telekomunikasi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. lahimya
undang-undang tersebul dilaiarbelakangi oleh globalisasi dan perkembangan
teknoiogi komumikasi yang sangat pesat yang menimbulkan perubahan vang
mendasar dalam penyvelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomumikasi
Perubahan yang mendasar dalam peanyelenggaraan dan cara pandang terthadap
telekomunikasi tersebut tentumya perlu disikapi dengan penatazn dan pengaturan
kembali pengaturan telekomunikasi nasional. Selain itu karena telekomemikasi
mempunyai arti yang strategis bagi bangsa, dalam kerangka memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemenintah, mendukung
ferciplanya {ujuan pemerataan pembangungan dan hasiHuadloya, seta wetuk
meningkatkan hubungan antar bangsa.

Kemudian pemeriniah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan Telekomunikasi, yang mempakan peratnran
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

PSepti Merina, “Tips Memilih Provider Telepon Seuler™ Majalah Korrwaen (Edisi
O XXXIVI2008),

'pada 1ahun 2003 penggnnma tckepon selvler schanyak 18 495251, kemudian 2004
schamyak 30.336.607, tabun 2005 schamyak 46.959972, talmn 200663.303.015 (Data Dojen
Postef)
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I. Pemgaturan dalam Cetak Bim Kebijakan Pemerintah datam Bidaug
Telckomunikasi

Kemrusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikass Nomor 72 Tahun
1999 rentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telckomunikasi Indonesia
meiupakan arah pengembangan telekomunikasi di Indobesia  yang  wajib
dipunakan sebagal pedoman dalam menetapakan pengaturan dan penyelenpgaraan
telckomunikast nasional.

Pengaturan Menteri tersebut  ditetapkan dalam rangka reformasi
telekomumkas: Indonesia, yang meliputi restrukturisesi keranpka hukum dan
industri dan liberalisasi lingkungan usaha di bidang telekomunikasi.

Laar belakang dnetapkannya Cetak Biru Kebijakan Pemenntah iemang
Telekomunikasi tersebut adalah karcna telekomunikasi mempunyai dimensi
global meskipun bobot 1anggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal
int disebabkar oleh sifat telekomunikasi itu sendirt yanz inkerer dengan
Jjangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedangkan wujud dan
bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh linskunzan dan kebijakan
nasional secara makvo. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh perubahan lingkungan
ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telckomunikasi dan informatika yang
berlangysuny sangat dinamis telah mendorong lahimya lingkunean welekomumikas
yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku yang pada akhimva
menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seiurvh dunia
Woujud perobahan dan realita baru itu adalah:

a. Beralihmya fungsi telekomunikasi dani utilitas menjadi komoditi perdagangan;

b. Bargesemmya  fungsi  pemerintab dani memiliki, membangun  dan
menvelenggarakan  telckomunikasi ke menentukan  kebsjakan, mengatur,
mengawasi dan mengendalikamya;

¢. Peningkatan peran swasta schagai investor prasarana dan pemyelengeara jasa
telekomunikasi;

d. Transformasi struktur pasar telekomunikasi dan monopoli kepada persaingan,
dan;
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¢. Diakuinva sccara umum bahwa di era informasi, telkckosnunikasi besparan
scbagai salah satu faktor peating dan strategis dalam menunjang dan
meningkatkan daya saing ckonomi suatu bangsa.

Tujuzn pemernintah untuk melaksanakan reformass telekomunmikasi, aetara
lain-

a. Meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi
Indonesia menghadapi globalisass yang sccara konkret diwujudkan dalam
kesepakatan WTO, APEC, dan AFTA untuk menciptakan perdagangan dania
yang bebas;

b. Melaksanakan liberalisasi  telekomunikasi  indonesia  sesuai  dengan
kecenderungan global yang meningkatkan struktur monopoli dan beralih ke
tatanan yang mendasar persaingan;

¢. Meningkatkan ftransparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi)
schingen investor mempunyai kepastian dalam membuat reacana pepanaman
mwxialnya;

d. Memfasilitasi terciptanya kesempartan kerja baru diselurub swilayah Indoeesia;

¢. Membuka peluang penvelenggara telekomunikasi nasional untuk mengcalang
kerjasama dalam skala globalisast; dan

£ Membuka febih banyak kesempatan berusaha, termasuk bag usahm
kecil,menengah, dan koperasi.

Reformasi dibidang telekomunikasi yang diwnjudkan melaloi komponen-
komponcn yang ditctapkan olech pemcnntah melalui Cetak Biru Kebijakan
Pemcrintah tentang Telekomumikasi tersebut ditujukan untuk mengembatikan
kepercavaan kepada pemerintah dan menstabilkan ekonomi akibat kisis ckonomi
yang terjadi dv Indonesia.

Sclain dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengembalikan kepercayaan
kepada pemerintah dan menstabilkan ckonomi akibat kasis, reformasi dibidang
telckomunikasi  jugp  dilatarbelakangt  oleh  perkembangan  kesepakaian
infermasional Sebagai negara yang menandatangani World Trude Organization
(WTO) Adgreement on Basic Teleconnmication, Indonesia tarut meliberalisasi
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industsi telekomunikasi. World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic
Teleconnmication terscbut meliberalisasikan pasar jasa tekckomunikas: dasar,
schineya merubah hubungan telekomunikasi dunia dant bilateral menjadi
multilateral. Karena tclekomunikasi masuk dalam liegkop jasa, maka jasa
telckomunikasi diatur dalam Trakrar Internasional General Agreement on Trade
and Services (GATS) ikut mewujudkan liberalisasi perdagangan jasa termasuk
jasa telekomunikasi >
Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi, mengandung
tiga aspek pokok pembaharuan:
a. Mcncipiakan persaingan yang schat, schingga bentuk moaopoli  yang
menghambai harus dihapuskan
b. Membuka peluang yang besar bagi semua pihak, baik pengusaha besar ztau
pun kecil, dan juga untuk Koperasi ikut berpartisipasi dalam penvelenggaraan
jarinvan dan jasa telekomunikast;
¢. Meogkhususkan peran pemcrintah scbagai pembuat kebijakan, pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan telekomunakast.

Pada prinsipnya dalam Cetak Biru Kebijakan Pemenntah tentang
Telekomumkasi, mengingnkan perubahan dalam bidang  telekomunikasi.
Schingga dalam cctak biru terscbut mengkomparasikasikan bijakan dalam bidang
telekomunikasi yang berlaku saat itu, dan idcainya dimasa mendatang. Adapun
perbandingan seperti pada tabel dibawah ini:

Kompoara Keadaas Saaz Ita (Schelnm | Keadaaa Mama Akaa Dataes
1999)
Peraturas Perundangan
a Undans-Und UndepsVadonz  Nomwor 3 | Undang-Uedeng teateag
Talum 1989 tentang | Teleknowrmkasi Baru
Telek dasi
b. Kaicponi Penyelenpgara | Penyelenggana teledkomunikasi | Penyelengeara jarmgan
Tebekonmmkass dasar dan pon dasar telekommmkasy dan
penyelenegara Rsa

Judhariksawan, op. cit, kal. §72;
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tckkoansaikass

¢ Reunks: Pengnsaha
Swasta
Peayelonoozoa

Badan kin harus bekerjasama
scngan  Badan  Pemeriniah
dalam menyelenggarakan
telckommikasi dasar

Kewajiban kapsama dastars
ponyelenggara Goadal an

a. Bentuk Kerjasama

Patungan. KSO, dan KM

Didasian atas pertimbangan

| b. Perveartam Investas)

Pada umunmya mencapa

Akan memngkat botakap

L2ic  yaoz  bekerjasama

Asipy 35% sdnnyg dengan  kepemilikan
snas: msiomal dan kopasi
Strukitur Indastri
Tdkomunikasi
Jasa Telekomwss Tetap
a Pencicngezara Badan Peaerintah dan Badan | Disclengmwahan oikb usaba

sozstz, BUMN, BUMD, d2a

& Peayelenegara

Badan Pemcriniah  yany
bokerjasama  deagan  badan
Lain

dengan Badan Pemerintah koperag
b. Penyclergzaraan Monopeli  atau Duopoli | Kompetiif
l sampai wakiu tertemu
Jasa Telckomunikasi Dasar [
Bergerak

Disciensyarakan  olch waba
swasia, BUMN, BUMD, dan
koperss

bekegasama dengan Badan
Pemexiotah

b. Penvelensgaraan Kompetitif Kompetini
Jasa Telekomsnikasi Non | Badan Lainnya yang | Pesan vsaha meneoeah dan
Dasar menyelenpearakan tanpa | kecil dslxm sktihvites

peayclenggaraan  seoakin
menigeint

Tard Jasa Telekomuuikasi

Duictapian Pemerintah

Boorizman pada %kRaya dan
mekanicme

Tabel 2 I. Perhandingen Kebijakan Telekownaikad™

* Sumber Dasi Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Tebekomunikasi
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Dengan  demikian, Cetak  Biru  Kebijakain Pomenintah  sostang
Telekomunikasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan koasumen
jasa ckkomunikasi dalam hal kmalitas, pelayanan, harga, dan memungkinkan
konsamen untuk memilih. Karena dengan terlindunginya hak-hak konsumen,
maka akan menciptakan pasar yang lebth aktif dan dapet dipercaya oleh
masyarakal Keadaan terschutpun akan menciplakan keuntungan hagi pelaku
usaha dan juga pemenntah. Namun untuk mewujudkan itu semua tidak dapat
dilepaskan dan persaingan schat yang harus diciptakan oleh pelaku usaha dan
pemernintah  sebagai  pengambil kebijakan, dan pengawas dalam bidang
telekomunikast.

2. Pemgaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tabun 1999 tentang
Telekomunikasi

Dalam Undapg-Undang Nemor 36 Tahun 1999 tentznp Telekomunikasi,
bisnis jasa telekomunikasi dilakukan oleh penyelenppara telekomunikasi™
vangdilaksanakan berdasarkan asas manfaat”, adil dan memata™, kepestian
hukum®’, keamanan®, kemitraan™, eika™, dan kepercayaan pada diri sendin™.

“Benfiacarkan Pasal 1 Huruf d Undang Undang Nousw 36 Tainm 1999 semang
Tokckoamnikasi, Peayclenggara Tolkkommunikasi adalah porscorzogan, koposasi, Badazs Ussha
Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan wsaha swasta, instans
pememﬂalu dam mstansy pertahenan keamanon negara;

>>Acrs mankesr berarti bohwa pembanounsn telekoomnikasi kiwrarsnys pemyelensmsrsan
telekomuaikasi akan iebih berdaya zuaa dan Derhasil puna Delk sebagai (nfrastnlaur
pembengunen sarana penyelenggarazn pemenntahen sarama peadidikzn, sarzoa perbusbumean,
maupun sebaszai komaditas ekonomi yang dapat Tebih menmgkatkan Lesgahterasn masvarakat
labar barin, (Terdapat dalszen;dasaanlZlhﬂangUndmgNomﬁTahm 1999 teorzag
Palinduncas Kossamen),

“Ases adi} dan meraia adaizh bahwa penyclengganaan 1cddkomunikes memibarikan
kesempatan dan perfakvan yang sama kepada semwa pihak yang memesnuby syzmat do Basil-
hasilnya dm'lcmmh oleh masyarakat secara adil dan mesata. Thid,;

*TAsxs kepastizn fukom booti bebmz  pembangumom sodckommmitesd Shmarsmya
pendaregaaan iddomunkas bous ddaswkan kepada poatwan poyundang-undangary yang
penyclenesana todckomunikasi, manpun kepeda penggmna telckomunikass. Jhad

\gr\szs keamanan dimzksudbza  agar peoyckeagparas tofckommocikasi  sclalu
mampuimﬁm fak1or keamanan dalam perencanaan. 1bid.;

P asas kemitraan menvandone makma bahwa  penyelenovanum tedekomumnikad hanrs

dapat meogembangkan kim yang harmoanis, timbal balik, dan smengt dalam peayelenggazan
1Sekomunikas. /bid ;
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Tujuan disclenggarakannya telekomunikasi adalab untuk mendukung
persatvan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kescjahieraan dan kemakmpran
rakyal seccara adil dan merata, mendukung kchidupan ckomomi dan kegiatan
peerintahan, serta meningkatkan bubungan antar bangsa dengan pertimbangan
bahwa pemyelenggara  telekomunikasi mempunyal amti yang strategs bagi
kehidupan berbangsa dan bernepara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan bahwa bidang-bidang kehidupan yang menguasar hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara. Karenma bidang telckomunikasi merupakan bidang
yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka diperivkan
peagaturan yang melindungt hajat hidup masyarakat indonesiz, n2men juza tidak
melupakan perkembangan globalisasi ekonomi yang tegadi Untuk itw, dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi rersebut
menvatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaanmya
dilaknkan olch pemerintah ©

Pembinaan telckomunikas: diarahkan untck meamekaikan
penyelengyaraan Ickckomunikasi vang meliputi penctapan kenjakan, peagaturan,
pengawasan, dan pengendalian. Dalam penetapan kebijakan, pengatoran,
pengawasan, dan pengendalian di bidang felekommikasi dilakukan socara
menyelurub dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang
berkembang dalam masyarakat scrta perkembangan global.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Telckomunikasi, dinvatakan bahwa
penyelengparaan telekomumkasi  meliputi  penyelengearman  jaringan
telckomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelengearaan
telekomumikasi khusus. Dalam penyelenggamaan telekomumkasi tersebnt dapat
dilakskan olch pemyclenggana tclckomunikasi yang dapat ditakukan olch badan
hukum yang didinkan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koparasi,
perscorangan, instansi pemenntah, dan badan hukum solain penvelenggara

jaringan telekomunikasi dan atau penyvelenggara jasa telekomunikass.

“acs erika dimaksudian 2exc dalam penyelengeanom toickomwimkaa  sememiasy
dilandasi okeh semangat profesionalisme, kejejuran, kesusilaan, dan ketorbohaan, fBid ;

“'Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan deptan memanfratkan secara
maksisnal potensi sumber daya nasional secara efisicn sesta pengnasaan tekmologd tefickoomumitasi,
sehingga dapal meningkatkan kemandirian dan mengnrang) ketergantungan schagay st bangsa
dalam menphadap: persaingan gicbal. JBEd,

“indonesia (a), op. cit., Pasal 4 ayat (1);
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Bisnis jasa tclckomunikasi seluler tidak akan dapat dikepaskan dan
kegiatan penyelenggaraan jaringan teleckomunikasi dan juga peayelengparaan jasa
telckomunmkasi Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang  Telckomumkasi,
penvelengeara janngan telekomunikasi  dapat  menyelenggarakan  jasa
relckomunikas: dan penyelenggara jasa telekomunikasi dapet menyewa jatimgan
ielekomunikasi milik penyelenggara janingan iclekomunikasi. Dalam bisnis jasa
elekomumias: seluler di tanah air, penyelenggara jasa telekomunikas biasa juga
discbut dengan operator seluler. Operator scluler di Indonesia saat ini ada 11
opcrator, vaitu; Telkom (Flexi), Telkomsel (Simpati, Halo, As), Indosat {Indasat,
Matnx, IM3), Excelcomindo (XL), Hutchison (3), Sinar Mas Telcom, Sampoema
Telecommunication, Bakrie Telecom, Mobile-8 (Fren), Smart Telecoa: (Samari)
dan Natrindo Telepon Seluler (Axis).

Dalam bismis jasa telckomunikasi terdapat beberapa pasal yang dapat
diidentfikast  sehagai ketentuan umum yang bedaku bagi selurub  jenis
penyelengran telekomunikasi. Ketentnan tersebut adalah sebagai berikar =
4. Larangan prakick monopoli

Dalam Pasal 10 dinvatakan bahwa dalam penyelengzgarzan telekomunikasi
dilarang melakukan kegiatan vang dapat mengakibatkan tegadinva praktek
menopelt  dan  persaingan  wszha  tidak  sehat  diantzra  penyelenggara
telckomumikasi.
b. Hak dan kewajiban penyelenggara dan masvarakat.
Dalam Pasal 12-23 dinyatakan babwa hak dan kewajiben peoyelenggara dan
masyvarakal diantara berkaitan dengan pembanguman, pengoperasian dan
pemeliharaan  fasilitas  telekomumkasi yang melintasi tzmah negara dan
bangunan milik perscoranzan Melihat dan koatcks maieri, aturan ini Icbth
cendenung dityjukan kepada sistem telekomunikasi yvang mengpunakan kabel.
¢. Pepomoran.
Penomoran telekomunikasi terkart erat dengan call sign dan diatur dalam Pasal
23 dan Pasal 24. Dinyatskan bahwa dalam penyelenggarssn jeringan
telekomunikast daa jasa telekomunikasi ditetapkan dam digunakan sistem
peaomoran yaang ditetapkna oleh menferi. Permintaan penomoran oleh

“* rodharik sawan, op.cit., hal 182;
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Penvelenggara janngan tclckomunikasi berskewajiban untuk memgamin
tersedianya interkoneksi®. Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jasingan
tclckomunikasi dibenikan atas dasar permintaan dan penvelengeara jarinean
telekomunikast lainnya, dan difaksanakan tanpa diskriminasy.

Sementara ity penyelenggaraan jasa telekomumkas adalah kegiatan
penyediaan  dan alau pelayanan jasa ielekomunikasi yang  memungkinkan
terselengegaranya telekomunikasi. Kegiatan penyelenggaraan jasa tebekomunikasi
tersebut juga dapat dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, camon
usaha terseltent harus saling terpisah dan wajib mendapatkan izin dari memted
terkast.

Penyelenggaraan jasa telekomumikasi (exdini afas penmyelenggaraan jasa
telepom dasar, penyefenggaraan jasa nilai tambabh teleponi, dan penyelenggaraan
Jasa multimedia. Dalam menjalankan usaha perusahaan jasa tefekomunikasi wajib
senyediakan fasilitas telekomumikasi untuk menjamin kialitas pelayaman jasa
iclckomunikasi yang baik dan memperlakukan pengpuna jasa (elekoummikasi
lanpa diskriminasi. Sclain itu penyelenggura jasa telekomunikasi juga wajib untuk
mencatat atau merekam secara rinci pemekaian jasa telekomunikast yang
digunakan oleh pengguna telekomunikasi dan wajib memberikan catatan/rekaman
tersebut jika diminta oleh pengauma.

Sclain  kewapiban yang discbutkan diatas, ponyclenggara  jarimgan
telckomumikast dan penyclengygara jasa telekomunikast juga wajib mengadakan
pelayanan universal®. Kewajiban tersebut ditujukan agar selwruh witayah
Indonesia tersentub oleh telekomunikasi, sehingga tidak terjadi diskriminasi untuk
daerab-dazrah di Indonesia

“Incorhoncksi adalah ketohubangan antar jaringan telkomanibasi dari tefehomunihasi
vang berbeda;
"ﬁ(ﬂzp‘ban pclayaman umivessal adalab kewajiban  yamg dibetunkan  kepada
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan a1au jasa 1cdckomunikasi untuk memenehi aksesibWias
mm&mmmmsmmtmmwmmmmdm
ataw jasa tebekomunikasa
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C. Pengaturia Tanf Jasa Seluler di Indouesia

Dalam bisms jasa telckomunikasi scluler, masalah tanf mcrupakan
masalah krusial yang harus diatur oleh pemerintah, agar iklim berusaba dalam
bidang terscbut baik, kepentingan pemerintah dan komsomen juga tidek

cesampingkan.  Scbagaimana Kketentuan diatas, pengatwan  tanf  jasa
telekomumiasi seluler juga diatur dalam Cetak Biru Kebijakan Pemenntah Dalam
Bidang Telckomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 temtang
Telekomimikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Talum 2000 temtang
Peayelengoaraan Telekomunikasi walaupun pengaturannya hamya bersifat wmum.
Selan itu ketentuan ientang tanfjasa telckomunikasi seluler juga diatur datam
Kepatusan Menteni Komukasi dan Informatika Nomor 9 Tahum 2008 tentane Tata
Cara Penctapan Tanf Jasa Telckomunikasi Yang Disalwrkan Melalm Jarmgan
Beroerak Selular.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentanp Telekomunikas™
didasaskan aias Peraiuran Pemerintah. Pada wakiu ilu paneriniah menemiukan
maksimum beberapa komponen w@anif: seperti: pasang baru, sewa tuianzn, dan
biava aktifasi Untuk biaya pemakaian jasa telekomunikasi tetap ditectokan anf
aktualnya, yang kemudian diubah vntuk menjadi tanf maksimom.

Khesus jasa telepon bergerak, pemenintah tidak terlzle kot campez atau
memonopoli bidang tersebul. Keadaan itu dapai dilihat Jan keientuan vang
membenikan  kebebasan  penyelenggara  telekomumkasi  bergerak  wmmuk
menentukan pembangunan untuk ekspansi jaringan telepon bergerak seluler,
begitu  juga  masalah  pendamaan pembangunan  infradnuktur  jarmgan
wlekomunikast berperak seluler. Namun seper telekomunikas: tetap, masalah
tanif jasa telekominikasi scluler tetap ditentukan nilai maksimomnya oleh
pemenintah

Dalam Cetak Biru Kcbijakan Pemcrintah tentang  Teickomunikasi,
diharapkan masalah tanif jasa telekomunikasi bergerak atavpun tidak bergerak
ditentukan oleh mekanisme pasar dan berorientast paca biayz. Keadazn torscbut
tentunya seiring dengan hiberalisast dan perasaingan bebas yang dilakuboan dalam

* Untany-Undang Tolckomunikas sebetum diboriakukansya Unduop - ndang Nowmer 36
Taln §999;
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bidang telckomunikasi. Selain itu, dalam Cetak Biru Kebijjakan Pemanintah
tentang Telekomunikasi terscbut, menginginkan terwujodaya  perindungan
terhadap konsumen atas kerugian yvang mungkin didentanya akibal kelakaian
peayelengear jasa telekomunikass

Ketentuan tentang tarif dalam Undang-Undang Telckomuonikas: dsator
dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Untuk ketentuan tanf penvelenggaraan jaringan
dan‘atau jasa telekomunikasi drtentukan bahwa susunan tanf diatur dalam
Peraturan Pemenntah. Besaran tenf penyclenggaraan janingan tcdckomumikasi
danfatau  jasa telekomumikasi ditetapkan oleh penyelcogpara  janingan
telekomunikasi dan’atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang
ditetapkaa oleh peoenntah.

Berdasarkan penjefasan Pasal 27 Undang-Undang Telekomumkasi
susunan tanf janingan dan‘atau jasa telckomunikasi melipuh struktar dan jemis
tasif ditctapkan oleh pemerintah. Berdasarkan struktur dan jems tersebut,
penyelenggara janopan telekomunikasi dan/atau jasa  telekomumikasi  dapat
menelapkan besaran tanif. Struktur iarif terdin alas biava pasang baru (aktivasd),
biaya beriangeanan bulanan, bizva penggunaan, dan biaya jasa tambehan
(feature). Sementara itu untuk jenis tadf yang diberlakukan texdini dari, tanf polsa
lokal, 1anf pulsa SLJJ, dan air time untuk jasa sambungan telepon bergerak.

Dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undzng Telekomunikas dinyzsakan
bahwa formula vang ditetapkan olch pemerintah merupakan pola pechitunzan
untuk menetapkan besaran tanf. Formula tanf terdin atas tanf awaj dan fonmula
tanf perubahan. Dalam menetapkan formula tanf awal, vang harus diperhatikan
adalah komponen biaya, sedangkan untuk menctapkan formula besaran tanf
persbaban  memperhatikan  faktor  inflasi, kemampuan - masyarakm,  dan
kesinambongan pembangunan telekomunikasi

Ketentuan tentang tarif telekomumias tersebut dilandasi oleh kebijakan
pokok untuk menjadikan tanf telekomunikasi yang berorientasi biaya Dimana
pemerintah menentukan susunan tanf jasa tclckomumkasi dengan memperbatikan
basts biaya dan mekanisme pasar. Ketentuan tentang tasif telekomunikas terscbut
ditujubcan untuk melindungi kepentingan konsumen agar mendapathan kuabitas
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pelavanan yang baik, harga yang harus dibayar, dan menciprakan piliban-pslihan
bag1 konsumen

Dan ketentuan diatas juga dapat diihat bahwa, sckalipun pemernniah
menerapkan liberalisasi dan koasep persaingan pemerintah masth mengatur
tentang tanf yang harus diberlakukan oleh penyelenggara telckomunikasi
Schingga kepentingan masyarakai luas terhadap telekomunkas masih dapat
dipenuht dengan harga yany wajar.

Kebijakan tentang tanf diatas juga berlaku terhadap penyelenggaraan jasa
telekomunikasi seluler, namun dalam jasa telekomunikasi seluler dikenakan jugpa
biaya air time.

Pengaturan tentang tanf dalam Undang-Undang Nomeor 36 Talma [999
tentang  Telekomunikasi rersebut  kemudian dilaksanakan dengan Peranran
Pemenintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan  Jasa
Telekomunikasi. Ketentuan tentang tarif penyelenggaraan telekomunikasi diatur
dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 peraturan pemenntah tersebut

Pasal 34 peraturan pemeriniah tersebul  menyaizkan balmwa tanf
penyeicnggaraan telekomunikas: terdin atas tani penyelemsgarzan jannean
telekomunikasi dan tarif pemvelenggaraan jasa telekomumikasi sedanckan
susunan tanf penyelenggaraan telekomunikasi terdin alas jenis dan strukter tanf
Kemudian dalam Pasal 35 ayat (3), menyatakan bahwa jenis torif penyelenggaraan
jasa telekomunikasi vang disalurkan melalui janingan bergerak werdin atas tanf air
tome, vanif jeiajah, dan tanif jasa mufomedia.

Sementara itu stuktur tanf penyelenggaraan jasa tefekomumkasi terdin
atas biaya aktivasi, biaya berlangeanan bulanan, biaya peneunaan, dan baaya
fasilitas tambahan Dalam Pasal 37 peraturan pemenntah tersebut dimvztakan
bahwa tanf penvelenggaraan jasa telekomunikasi didasarkan pada formola yang
ditetzpkan oleh pemenntah melalut keputusan menten. Adapon peretzpan
formula perhitungan tanif adalah berdasarkan biaya

Meski belum mendetail, namun Peraturan Pemenntah Nomeor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggarazn  Telekomuntkast juga memusmat  pengzturan
nngenai Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi, sebaga berikut
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a. Sctap penyelenggara janingan tclekomunikasi dan atau penyclenpgara jasa
refckomunikast berkewajiban untuk membayar Biaya Hak Penyclengparaan
Telekomunikasi

b. Apabila penyelenggaraan jaringan atan penyelenggam jasa tekekomunikasi
tidak atau terlambat membayar, maka skan dikenakan sankst sesual dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku®™ Sanksi  yang
drmaksud adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undanpan
dibidang Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Telckomunikasi.*’

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tabua 2001 jo.
Keputusan Menteri Pethubungan Nomor 29 Tahun 2004 snenpuraikan jeans tanf
penvelenggaraan jaringan telekomunikasi atas.”

a. Tanf Sewa jaringan:
Adalah tanif atas pengpunaan jaringan vang digunakan olech pilak pemyewa
ataw pemakai jarinean;

b. Biaya Interkoneksi:
Adalah anl yang dibavar oleh 1 penvelenggara jaringan ielekomunikasi
kepada penvelenggara jaringan telekomunikasi iain vamg atas esshanya
menyvediakan akses dan menvalurkan trafik telekomunikasi

Sedangkan mengenai  stuktur  tarif  penyelenggaraan jarimean
telekomunikasi terdin atas:”
a. Biaya akses;
b. Biava pemakaian:

¢. Biaya koninbusi pelayanan umom.

Besaran tanf jaringana hkkomunikasi ditctapkan olch pemzlengsam
jaringan telekomunikasi dengan mengacu kepada formula wanf janingan

*7 Indonesia, Peraturan Peanesinizh Tentang Penyelenguaraan Telckomumnikasi, Peratturan
Pemevintah Nomor 52 Tabun 2000, Pasad 32 Ayat (1)

™ [bidd, Pasal 33;

“* fbid, Penjelasan Pasal 33;

B Departemen  Patubungan, Keputusan Menteri  Pofuobungan Teotang
Penyelenggaraan Jaringan Telckomonikasi, Kepmen Pesiobungan No. 21 Tahun 200)_ Pasel 8]
Ay (3},

7 Ibad, Pasal 81 Ayat (2),
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telekomunikasi yang ditctapkan okch Menteri Komunikasi dan Informatika ™
Penyelengzaraan jaringan telckomunikasi berkewajiban omtuk  metapockan
rencana penctapan atau perubahan besaran tanf janngan telckomunikasi dalam
waktu 30 han kerja sebelum diberlakukan dengan melengkapi perincian mengenai
cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menctapkan beseran
dan atau perubahan besaran tarif dimaksud, untuk sclanjuinya Dircktorat Jendral
Pos dan Telekomumikasi melakukan evaluasi terhadap laporan rencama besaran
tanf dan atau perubahan besaran tanf dengan memperhatikae formula tanf yang
ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Apabila evaluasi terscbut
diperoleh hasil tidak sesuai dengan perhitungan formula @l yang ditetapkan oleh
Menien Komunikasi dan Informatika, maka rencana penciapan ataw perubalan
ranif tidak diberfakukan.”
Melalu Keputusan Menten Komunikasi dan Informanka Nomor 21 Tahun
2001 jo. Keputusan Menten Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2004
diwrazkan jenis tanf penyelengpaman jasa telekomunikasi sebepai bestkut
a. Jemis lanf penyelenggaraan jasa iclekomunikasi yang disalwkan meclalui
jaringan we1ap texdin atas:”
o jemis tanf jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak
Jauh (SL1]), sambungan langsing internasional (SL1);

o jcais tanf jasa nilai tambah telcponi;

o jenis tarif jasa muitimedia.
b. Jemis tanf penvelenggaraan jasa telekomunikasi vang disalwkan melalw

jarinean beroerak terdini atas:™

» jcnis tanf air-time;
adalah tanif penggunaan jasa teickomunikasi melalw jaringan bergerak per
satuan waktu.

e jenis tarif jelajah;

adalah tari{ yang dibebankan kepada pelanggan yang mengpunakan jarmgan
teickomunikasi bergerak diluar lempat asal pelanggan tercatat.

Komumikasi dan Infocmatika Nomor 30 Talun 2004, Pasal 77 Ayae (1);
™ Jhid, Pasal 77 Ayat (2)
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e jenis tanf jasa multimedia.

Sedangkan mengenai struktur tanf penyclenggaraan jasa telckomumkas:
melipnti sebagai berikut:
a. Braya aktivasi;
Yang dimaksud dengan biava aktivasi adalah biaya untuk mengakiifkan akses
vang dibayarkan oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada [enyelengpara
Jasa telekomunikasi.
b. Biaya berlangganan bulanan
¢. Biaya pengguncan
d Biava fasilitas tambahan

Besaran tanf teleponi dasar dnetapkan oleh penyeienzpara jasa teieponi
dasar dengan mengacu kepada formula tanf jasa teleponi dasar yang ditetapkan
oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.” Besaran tanil jasa nilai
tambeh tcleponi dan bessran warif jasa teleponi untuk melaporkan remczna
pereiapan aiau perubahan besaran tanf jasa teleponi dasar dalam wakitu 50 bar
kerja  sebefum  diberfakukan  dengan  dilengkapi  perincian mensenar  cam
perhitungan dan data besaran tanf tersebut. vang selanjutmva Direktorat Jendral
Pos dan Telekomumnikasi melakukan evalwasi dengan memperbatikan formula tant
yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ™ Apabita
evatoasi tersebut diperoleh hasil fidsk sesual dengan perhiipagan formola tanf
vang ditetapkan oleh Keputusan Menten Komunikasi dan informanka Nomor,
maka rencana penctapan atau perubahan besaran tanf tidak diberlakukan

Dalam Peraturan Menten Komumkasi dan  Informatika Nomor
08 Per’M Kominfo 022006, dijabarkan pula mengenas jenis biaya interkomeksi
vang dapat terdin dan:

a. Biaya onginasi, terdint dari fokai, jarak jauh, intemasional bergerak sefuler,
atau bergerak satelit”
b. Biaya transit, terdiri dari biaya transit lokal, atan biaya transit jarak janh *

™ [hid, Pasal T8;

"Deputemen Komunikasi dan Infornatika,  Peraturan Meateri Komwmikasi dan
Inforrmatika Tentang Interkonekst, Penmen Kominfo No. 68/Pect/M Komunfo 0272606, Pasal 79,

™ I8iA Pasal St

P ihid, Pasal 30;
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c. Biava terminasi, terdin dan Jokal, jarak jauh, intamasiona, borgerak scluler
atau bergerak satelit™

Perhitungan biaya intcrkoncksi dimaksud mengacu kepada ketemtuan
metode pengalokasian biaya dan laporan finansial kepada regulator serta buku
parluan dan perangkat lunzk formula perhitungan biaya intarkoncks yang akan
ditetapkan dengan Keputusan Direkiorat Jendral Pos dan Telekomunikasi®
Besaran biaya interkoneksi hasil perhitungan tersebut meruvpakan biaya
interkoncksi penyelenggaraan telekomunikast dan dapat discsumikan dengan milai
ckonomis. Nilai ckonomis ini merupakan biaya interkoncks yang discsnatkan
denpan kapasitas permintan dan jaminan trafik yang dikomitmenkan oleh
penyelenggara telekomunikasi yang meminta layanan inteskoneksi. Tala cama
penetzpan nilai ekonomis tersebut harus dicantumkan dalam Dokumen Penawzran
Fterkoncksi. .

Biaya inteskoneksi dibebankan oleh penyelenggarsa fujuan pansseilan
kepada penvelenpgara asal panggilan yang mempunyai tamggung jawab atas
panggilan interkonehsi. Apabila tanggung jawab interhonekss Jimiliki oleh
penyeilengeara wyjuan atau penyelenggara jasa telekomunmikasi, maka braya
interkoneksi dibebankan olch penvelenggara asal pada penvelengeara fujuan
Tangsung jawab alas pongsilan interkoneksi meliputi tangoung jawab atas
kualitas pelavanan, proses billing tanf pungut, penagihan pada pomgmma, dan
pruiang (ak icviagth

Dalam Keputusan Menteri Komukasi dan Informatka Nomor 9 Tabun
2008 tentang Tata Cara Penctapan Tanf Jasa Telekomunikass Yang Disalukan
Melalui Jaringan Bergerak Selular, dinyatakan bahwa jenis tanf peryelenvosman
jasa telekomumikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak setular dapt werdin
dan™

¥ fhid, Pasal 11;

¥ 15id Pasal 12;

“Depatenen  Komuoikasi dan  informatica, Keputicsan Memteri  Koemdesd  dan
Infocamatda Teatang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telckomumikasi. Kepmen Koaumafo No. 9
Tabua 2008, Pasal 13;

S thid Prsal 14;

*hid, Pasa) 2 Ayat ());
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a. Tarif jasa wleponi dasar; ™

b. Tarif jeiajah,* dan atau;

c. Tarif jasa multimedia ¥

Sedangkan struktur tanf terdin dan biaya aktivasi, biaya berlangganan bulanan,
biaya penggunaan, dan biaya fasilitas tambahan.

Dan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturaan tanf jasa
teickomunikas: seluler saat mi penghitungannya didasarkan oleh formula yang
ditctapkan oleh pemenntah. Adapun formula yang ditctapkan olch pemesintah
tersebut merupakan susunan tadf yang akan diterapkan oleh operator seluler.
Susunan tanf tersebut terdin atas struktur tanf dan juga jenis tarif.

Berdasarkan — penjelasan diatas, dapat  dilihat  bahwa  pemeriniah
mengintervenss bidang relekomunikasi di Indonesia, dalam hal imi termasuk
mencntukan tnf seluler. Walaupun telah terjadi perubahan dari menentnkan
harga maksimum menjadi didasarkan atas formula yang besaramnya dapat
ditentukan oleh pelaku usaha berdasarkan biaya dan keuntungzn yang ingin
diperoleh.

intervenst pemerintah erhadap bidang telekomunikast seluier khusasnya
dalam hal tanf didasarkan atas pertimbangan bahwa bidang telkomunikasi
merupakan bidang yang sangat strategis, menguasai hajat hidup orang banyak,
menyengkut keamanan dan pertzhanan negara, dan kepentingzn pemerintab entuk
mewuyjudkan persainzan usaha yang sehat.

Konsep fPohtical Economic of Law yang menggunakan pendeicstan
ekonomi makro dan vanabel-vanabelnya, vaitu kepentingan pelaku usaha,
konsumen, pemerintaty, dan juga masyarakat. Pemenntah menjadi penting, kavena
pemerintah yang menentukan politk hukum ckonomi negama mi, begite juga

S Tarif Jacz Teleponi Daser adalak tarif atas pemggunazn jasa tekeponi dasay (Pasa) 2 Ayat
{2) Kepulusan Menterd Komukas dan Infanmatika Nomor 9 Tahun 2068 tentog Tata Cara
Perctagen Vand Jasa Yebekomunikasy Yang Disalurken Melatui Jaringan Beswerak Sedular);

™ Farif Jelajah merupakan tarif yang dibebankan kepada pengsmma yang mengemmekan
jarngan bergerak diluar tempal asal pelanggan tersdnt tercatal (Pasal 2 Aya (3), Keputuwsan
Menreri Komukasi dan Iefirmatiks Nomor 9 Tahum 2006 tentang Tata Cava Peaerapan Taxf Jasa
Telckounmikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bagerak Selular);

"'Tanf rwltimedia adalab tadif atas pengeunaan multimedia (Pasal 2 232t (4), Dalam
pasal 2 ayat (23 Keputusan Mentert Komukag dan Infoamatika Nomor ¢ Talzin 2006 teatzmg Tata
Cara Penctapan Tanf Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Janinwan Bergerak Sehalar);
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apa saja yang ada di pasaran. Untuk menyampaikan informas terscbag digunalan
ikian, baitk meialui media cetak maupun media elektronik, iklan bagy pelako asaba
adalah media yang sangat dibutuhkan uotuk mcemasarkan produknya dan
menaikkan jomlah penjualan. Dengan kata lain iklan mempakan vsaha wmtuk
memancing dan membangkitkan minat (animo) konsumen, urtnk membeli predok
barang atau jasa yang ditklankan.

ikian hanya dipandang scbagai alat yang digunakan pelaku usaba agar
mendapat keuntungan yang besar karcna masyarakat sudah mengenal dan
mengetabin produk yang mercka tawarkan, schingga masyarakat banyak vang
meaggunakan produknya. Namun seharusnya iklar juga dipendang sebagzi alat
infonnasi vang tidak saja menguntungkan produsen, fetapi juea tidak
membahayakan konsumen.

Tidak bisa dipungkin bahwa iklan merupakan kontrak sosial pelaku usaha
dengan komsumen dan pelaku usaha dengan calon konsumen. Ketika masyarakat
sudah membeli produk atau layanan jasa berdasarkan 1Xlan, kontrak sudah teradi.
Maka mestinya pengusaha tidak hanyva mencari keunlungan, 1ap juga wajib
membenkan edukasi lewat ikian™ Uniuk iwlah maka setiap aspek ikian barus
diperhatikan.

Menurut Howard Beales, dkk setidaknya ada empat hal yang hanes diatur
dalam suatu regulasi yang efisicn, berkenaan dengan pentingnya informasi bag
konsumen yvang mengikal secara hukum bagi pelaku usaha vang ierlibatl dalam
memproduksi suaru ikian;”

a. Constumer Information in the Law
Bahwa informasi bagi konsumen sckaligus memadi kewagiban bagi produsen,
yang dilindungt secara hukum. Informast penting yang harus dikemokzkan
okch produsen ftersebut menyangkut tentang harva, kwahitas’mutu, efek
samping, dan hai-hai lam yang periu dikctahw konsumen sebagai bahan
rujukan ketika konsumen bemiat bendak membeli produk barang atau jasa.

Y-YLKI ngatian Operator Soal Tkfan™, Korarr Tempo (8 Apil 2008);
*Tasdfik H Simatupang. op.cit, hal 10-12;
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b. Enformarion Markers and Market Failures
Yartu suata informasi pasar yang mengiklankan suatu produk barang dan jasa
secara berlebihan, sehingga konsumen mendapatkan informass yang salah
¢ Iformatzon Remedies
Pengendalian informasi dapal diklasifikasikan pada 3 (tiga) kalcgon wnum,
vartu:
e Removing restrains on information
Yaitu suate wsaha-usaha untuk melakukan pemantavan  sekaligus
pengendalian secara terus-mencrus terhadap informasi-informeasi produk
barang dan jasa yang diterima konsumen.
» Correcting misleading information
Yaitu spatu usaha-usaha untuk mengklasifikasikan cloim (gugatan) vang
memang dischabkan kesalahan don perilaku buruk dari prodosen Atau
justri bukan karena kesalahan produsen, melainkan lebib disehablan
kesalahan perusahaan perikianan, baik yang disengzja maupun odek
disengaja
o Enmcouraging addiiona! information
Yaitu kecenderungan produsen membenkan informast secara berlebihan
vang tidak sesuar dengan kondisi dan karaktenstik produk vang sebanarmya.
d FPohcy Imphcation
Yaitu suatu kondisi dimana hak-hak konsumen, khususnya untuk mendapaikan
informast yang benar dan seatu produk barang dan rasa akan senokin
terdunsi
Dengan  demikian,  informasi-informast  yang  diperivkan  Konsumxen
sekaliges vang harus disampaikan produsen adalah menyanskut tentang harga
(price), jumlah (guantitv), mutu (guality), cara penggunaan, efek samping dan
keterangan-keterangan lainnya yang dapat membantu  konsumen  dalam
memutuskan wituk membeli ataw Gdak suattu produk barang dan jasa. Sckakigus
informasi-informasi tersebut juga membante produsen untuk menctapkan batuk
atau standar produk yang ditawarkan kepada konsumen.
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Meniwut Phil Astrid S Susanto, tujuan langsung dan pariklaxan (melalw
ikian), adalah: !
a. menank perhatian untuk barang atau jasa yang dijual (capfure atteraiony,
b. mempertahankan perhatian yang telah ada (hold attention);
¢. memakal atan menggunakan perhatian yang telah ada petpk menggerakkan
calon konsumen untuk berundak (make usefid lastmg unpression).

Dan tujuan 1klan yang dikemukakan oleh ahli terscbut, maka disimpulkan
bahwa tujuan iklan adalah memberikan informasi tentang adanya suatu produk
kemasyarakat agar masyarakat dapat mengkonsumsinya.

Selanjutava. berbicara tentang iklan, maka akan ada pihak-pihak yang
teritbat dalam kegiatan usaha periklanan, yaitu:

a Perusahan penklanan (advertising), yaita perusahaan yang menjual jasa
periklanan bagi nroduk barang atau jasa.

b. Media penklanan, yaitu setiap media komunikasi massa, baik berupa media
cetak (Surat Kabar, Majalah, Tabloit) maupun media elekizonik {Televisi dan
Rad10), lermasuk juga media ivar reangan seperti pamilet a1an spanduk.

c. Pemasang iklan (periklanan). vaitu setiap badan hukum (permsahaan) dan
perorangan yang mengiklankan svatu produk barang alau jasa.

d. Konsumen, yaitu setiap pemakat iklan dan pentkmat produk bereng atze jasa
yang ditklankan.

¢. Pemenntah sefaku pengawas berjalannya aturan mam (rude of 1he gwne) yang
baik dan ielas dengan bisnis penklanan.

Pengaturan tentang iklan & Indonesia secara khusus belum adz, begitu
juga halnya dengan pengaturan ikian tanif seluler. Meskipun demikian, beberapa
undang-undang mengatur pentkianan didalamnya, sepert Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahum 1999
tentang Pedindungan Konsumen. Selamn fu pengaturan penklanan juga diatur

"Phil Asind S Susamo, Kowwmikasi Dolom Teori dom Produek, Cey 11, (Bandong
Biacipaa, 1977), kal. 201;
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dalam Tata Krama dan Tata Cara Penklanan Indoncesia (TKTCPI). Pengatiran
tentang ikian tersebut juga beriaku untuk ikian tanf jasa seluker di Indoncsia.

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Takon 2002 {(cmtang

Penyizran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lebih menckankan ikian meiaiw

media siaran baik itu siaran televisi maupun siaran radio. Dalam pasal | angka (6),

menyatakan bahwa promosi adalah kegiatan pengenalan dan atau peayebariuasan

informast barang dan’atau jasa uatuk menarik minat beli konsumen terhadap
barang danatau jasa vang akan dan sedang diperdagangkan.
Dalam Pasai 1 angka (5) Undang-Undang Penyiaran, menyatakan bahwa

Suaran iklan adalah swaran informasi yang bersifai komersial dan layaman

masyarakat tentang lersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat

dmanfaatkan oleh khalayak dengan ateu wnpa imbalan kepeda lembega
penyiaran vang bersangkuian.
Sementara i siaran ikian dibagi atas dua, vaiu:

a. Siaran tklan niaga adalsh siaran iklan komersial vang disiarkan melatui
penyiaran  radio  alaw  televist  dengan tujuan  memperkemalkan,
memasyzrakatkan, dan/atas mempromosikan barang atzu jasa kepada kkalayak
sasaran unfuk mempengaruln Konsumen agar menggunakan posduk vang
ditawarkan.

b. Siaran iklan layanan masvarakat adalah siaran iklan monkomersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau felevisi dengan tujusan memperkenatkan,
memasyarakatkan, dan/atay mempromosikan  gagasan, cita-cita,  anjuran,
davatau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat unfok  mempengirohi
khalayak azar berbuat dawatan bertingkah laku sesuail dengan pesan ikian
terschut.

Dani ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa siaman iklan menugakan
bagian dan penyiaran yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahon

Pladomesia, Undang-Undang Tentang Peayiaran, UU No. 32 Talum 2002, Pasal 1 aogka
6 {sclanjuinya disebut dengan Indonesia (c)];
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2002 terscbut. Schingga substansi siaran iklan yang ditayangkan barus sesuai
dengan ketentvan undang-undang terscbut.

Berdasarkan Pasal 35 tentang isi siaran menyatakan bahwa is1 szaran hanus
sesual dengan asas, tujuan, fungs, dan arah siaran sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyiaran
disclenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian
hukum, keamanan, keberagaman, kemnitraan, ctika, kemandinan, kebebasan, dan
tangpung jawab.

Dalam Pasal 3 penyiaran  diselenggarakan denpan  tyjuan  untuk
memperkukub integrasi nasional, ierbinanya watak dan jai din bangsa yang
betiman dan benakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajokan
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masvarakat yang mandin,
demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4 mengatur tentang fungsi penyiaran yang tertuang dalem ayat (1)
dan {2}, vani menvatakan bahwa:

(1) Penylaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempumvai fimgesi sebagai
media mformasi. pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran
Juga mempunya: {ungsi ekonomi dan kebudayaan.

Semeniara 1w dalam Pasal 5 mengalur tenlang arah penyiaran, balwa
penyiaran diarahkan untuk:

a menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga <an meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jan dind

bangsa;

meningkatkan kuafitas susnber daya manusia;

. menjaga dan mempereral persatuan dan kesatuan bangsa:

meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nastonal;

memyalurkan pendapatl umum serta mendorong peran aktf masyarakal dafam

pembangonan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

m o a6
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g mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan vang schat di
bidang penyiaran;

h. mendorong peningkatan kemampuan perckonomian rakyat, mewujudkan
pemenntaan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisast;

L memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

j. memajukan kebudayaan nasional.

Lebih lanjut isi siaran diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu:

a Ist siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hibvran, dan manteat
uttuk pembeniukan intclekiualiias, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa,
menjaga persanuan dan kesatuan, serta mengamalkan nifai-nilai agama dan
budava Indonesia.

b. Isi siaran dari jasa penyviaran televisi, yang disclenggarakan oleh Lembaga
Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekuyang-
kurangnya 60% (enam pulub per seratus) maia acara vang berasal dar Jdalam
negen.

c. Isi siaran wajib memberikan pedindungan dan pemberdayaan kepada khalavak
khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada
wakte yang tepat, dan lembazz penyiarzn wajib mencantumkan danatau
menyebuikan klastfikasi khalavak sesuai dengan isi siaran.

d. isi siaran wajib dijaga nemaitasnya dan tidak bokh mengutamakan
kepentingan golongan tertentu.

¢. Isi staran dilarang :

» bersifat fitnah, menghasat, menvesatkan dan/atan bohong,

e menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gun2an narkotika
dan obat terlarang: atau

o mempertentangkan suky, agama, ras, dan antargolongan.

f. Isi siaran dilarang mcemperolokkan, merendahkan, mclkecchkan dan'stau
mengabatkan nilai-nilai agama, martabat manusia indonesia, atau merusak
hebungan imternasional.
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Kemudian dalam Pasal 46 diatur tentang siaran iklan secara kebib kbusus.

Pasal tersebut meayatakan bahwa:

(1) Siaran iklan terdin atas siamn iklan niaga don siaan iklan layaman
masyarakat.

(2) Siaran Klan wajib menaat asas, twjuan, fungsi, dan amh penyi2ran
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran ikian maga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pnbads
dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan‘atau merendahkan
martabat agama lain, ideologt lain, pribadi lain, atau kelompok Lein;

b. promosi minuman keras aiau sejenisnva dan bahan atam zat adiksif;

¢. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilas-rala
agama; dan/atau

e eksploitas: anak di bawah umur 18 (d2lapan belas) mhun.

(%) Materi siaran 1klan vang disiarkan melalui Jembaga penviaan wajib
memenuhl persyaratan vang dikeivarkan oieh KPI.

(5) Siaran iklan niaga vang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga
penyiaran.

(6) Siaran klan niaga yang distarkan pada mata acara siaran untuk amk-amak
wajibh mengikuii standar siaran wntuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran ikizn layznan
masyarakat.

(8) Wakiy siaran iklan niaga wntuk Lembaga Penyiaran Swasta paling bamyak
20%% (dia puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Peayuaran Publik
paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran

(9) Waktu siaran ikian layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta
paling sedikit 10% (sepuluh per scratus) dan siaran iklan niaga. scdangkan
untuk Lembaga Penylaran Pubhik paling scdikit 30% (tiga puluh per seratus)
dart siaran iklannya

(J0)Waktu siaran [embaga penviaran difarang dibeh oleh siapa pun untuk
kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran ikian.
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(1 3)Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeni.

Dengan  deomkian, maka sctiap pelakn usaha vang mengiklankan
produkaya harus beritikad baik, artinya mengenai isi, mutu, asal, ukuran, sifat,
komposisi maupun keaslian prodok yang ditawarkan harus scsuai dengan yang
diiklanikan kepada konsumen.

2. Peagaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahan 1999 tcufang

Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tesiang Perlindungan
Konsumen mengegunakan kaia promosi yang diidentikkan dengan iklan. Daiam
Pasal 1 angka (6) discbutkan bahwa promosi adalah kegiatan pengenalan atau
penyebaran informasi suatn barang dan/alau jasa untuk meparik minat beli
koosumen terhadap barang dan’atau jasa yang akar dan sedanz diperdeganskan
Pasal tersebut mengidentikkan promosi dengan iklan vaitu kegiatan pengenalan
atau penyebaran informasi suans barang dan‘atau jasa untuk menank minar beli
konsumen. Keadaan tersebut senng kali ditafsirkan oleh pelaku usaha menadi
semacam alat, dengan menghalalkan muatan informasi apa saja, semata-mata
untuk menpprurah konsumen membeli,

Uniuk mencegah dijadixannya iklan hanva scbagai alal untuk menank
konsumen oleh pelaku usaha, maka dalam Pasal 9 duatur temdang larangan basi
pelaku usaha. Pasal 9 tersebut menvatakan Pelaku usaha dilarang meaawarkan,
mempromosikan, mengiklankan spatu barang dan/atau jasa secara tidak bemar,
dan'atau scolah-clah:

a. barang tersebut telah memenuli dan/atau memilikd potongan harpa, harpa
khusus, standar mutu terientu, gaya atau model tertenty, karaktensok rerenty,
sejarah atan guna tertentu:

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. barany danfatau jasa terscbut telah mendapatkan dan/atan memitiki sponsor,
persetujuan, perlengkapan terdentu, keuntungan terientu, cini-cin kega, atav
akseson tertentu;
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d barang dan/atasu jasa terscbut dibuat olch perusahaan yang mempunyai
sponsor, persctujuan, atau afihasi;

barang dan‘atau jasa tersebut tudak tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dan barang tertentiy;

barang tersebut berasal dan daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan‘atau jasa fain;
menggunakan kata-kata vang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan leogkap;

MR omop

‘,-u

Lk menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (i) dilzrang
melakukan penawaran. promosi, dan pengiklanan barang dan'atau jasa tersebut
Kemudian dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menaswzrkan
barang dan'atau jasa yang dityjukan wntuk diperdaganpkan dilarang menawarkan,
mempromosiian, mengiklankan, alau membual pemyaiaan yang lidak benas aiau
menvesatkan mengenai:

a. harga atau tanif suatau barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan‘atau jasa;

¢. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan’atau
Jasa,

d. tawaran potongan harga atau hadiah menank yang ditawarkan;

¢. bahaya penggunaan barang dan’‘atau jasa.

Pengaturan tentang iklan juga terdapat dalam Pasal 12 tentang iklan yang
menawarkan, mempromosikan produk dengan tanf khusus, dalam waktu dan
jumiah tertentv, Pasal 13 tentang ikian produk barang dan jasa dengan
memberikan janji pembcerian souvenir atau badiah secara gratis, tetapi ketika
produk dibeli, janji tersebut tidak dipenuhi dengan dalih persedian sudzh habis,
Pasal 14 vang berkenaan dengan jangi iklan dalam undian yang tidak diumumlan
secara patul melalui media yang diketahuwi konsumen secara fuas dan Pasal |5
tentang penawaran barang secara paksa, batk secara fisskk maupun psikis sesta
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Pasal 16 tentang produk melalus pesanan yang tidak sesuas dengan kescpakatan
semula atau atau wakiu penginman pesanan seperti yang dijanjikan.
Scecara khusus perbuatan vang dilarang bagi pelaku wsaha diator dalam

Pasal 17 ayat (1) dengan memproduksi iklan yang dapat:

a mengelabui konsumen kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang
dan’atau tanf jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b. mengelabul jaminaniparansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliny, salah, atau tidak tepat mengenar barang
dan/atau jasa;,

d udak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengekspioiiasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persewjuan yang bersangkutan;

f. melanggar ctika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penklanan.

Pengaturan temang tanggung jawab pelaku usaha dan keteniuan ieniang
ikian dalam Undang-Undang Perindungan Keonsumen sangat erai kanannva
dengan penjagaan atas hak-hak vang dimiliki oleh konsumen vang terteang dalam
Pasal 4 hurof (¢), yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas infonmasi yang
benar, jelas, dan pgur mengenat kondist dan jaminan barang dan'atau jasa. Selain
ifu juiza terkait dengan tanggung jawab yang harus diemban olch pelaku usaha

Kemudian dafam Pasai 20 Undang-Undang Perimdungan Konswnen juga
mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha perklanan. Dimana pasal tersebut
mengatur tanggung jawab pelaku usaha perniklanan atas iklan yang diproduksi dan
segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan terscbut Schingpa pelaku wsaha
perikianan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. Pengaturan dalam Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia
(TKTCPD)

Para sponsor dan penyusun Kode Etik Penklanan Indonesia memilih
istilah sendin yang mereka sebut sebagai Tata Krama dan Tata Cara Penkiznan
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Indoncsia (TKTCP?). Sccara umum Tata Krama dimaksudkan untuk menjaga citra
bisais perikianan di mata masyarakat, sedangkan Tata Cara Penklanan bertujean
untuk menjaga persaingan antar pengusaha penklanan agar begalan dengan wajar
dan mencegah terjadinya persaingan curang dalam penyelenggaraan bisnis
penklanan. Jads tink beratnya adalah agar terdapat praktek usaha periklanan yang
wajar dan sehai.

Meskipun  TKTCPI bukan merupakan produk undang-undang yang
mengikat secara luas (publik) tetapi sebagai <elf regulation bags para anggotamya,
kode etk im memiliki arti yang penting dalam rangka memberikan kejelasan
aturan main (rule of the game). Sekaligus untuk menjaga tindakan den perilaku
anggoianya agar (ctap menjunjung ctika dalam berusaha. Schingpa persaingan
bisnis unfuk mendapatkan keuntungan yang scbesar-besamya melalui perikianan
tidak menimbulkan penyesatan informasi, yang pada akhimya sangat merugikan
konsumen.

Dalam Tata Krama dan Tata Cara Indonesia dinyatakan bahswa perikianan
bukan hanya scbagai sarana pemasaran bagi pelaku usaha, namun juga sabagai
sarana pencrangan memegang peranan penting di dalam pembangunan yang
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana penerangan dan pemasaran.
penklanan merupakan bagian dan kehidupan media komunikasi yang vital bagi
pengembangan dunia usaha, serta harus berfungzdi menunjang pembangunan

Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) menyebuikan
bahwa asas-asas umum penkianan barus memuat, antara fain:

a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku;

s Jujur, vaitu iklan tidak bolch menycsatkan, antar lain dengan membcerikan
keterangan yang tidak benar, mengelabui, dan membenkan janji yvang
berlebihan.

e Bertangeung jawab dimana iklan tidak boleh menyalahgunakan
Lepercayaan dan merugikan masyarakat.

e Tidak bertentangan dengan hukum, bahwa ikian harus mematuhi undang-
undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
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fsi ikian adalah pemyataan dan janji mengemai produk dapat

dipertanggungjawabkan kebemarannya,

Kesaksian  konsumen harus  dilengkapt  dengan  pemayataan  tetulis

berdasarkan pengalaman yang scbhenamya. Nama dan alamat pemben

kesaksian harus dinyatakan dengan jelas dan scbenamya.

Pencantuman harga, yaitu bilamana harga suatu produk dicantumkan dalam

iklan, maka harga harus jelas schingga konsumen mengetahui barang apa

yang akan diperoleh dengan harga tersebut.

Perbandingan harga, yaitu bila dilakukan suatu perbandingan harga atas 1

(satu) produk dengan produk lainnya, maka dasar pesbandingan tersebut

harus sama dan jelas.

Pemakaian kata “cuma-cuma™ atau sejenisnya, yaitu kata “cuma-cuma” atau

sejenisnya dak boleh dicantumkan dalam iklan, bila temyata konsumen

harus membayar sejumiah uang di luar biaya pengiriman yang sebepamya.

Bila biava penginman ini akan dibebankan kepada konsumen, maka harus

dicantwnkan dengan jelas.

Janji pengembalian uang, yaite bile svatu iklan menjanjikan pengambealian

uang ganti rugl (warrangy?) antuk pembelian suatu produk yang temvata

mengecewakan konsumen, maka:

- syarat-syarat pengembalian uang tersebut harns jelas dan lenskap
dicantumkan, antara lain  batas-batas  resiko  iklan,  jenisdenis
kerusakankekurangan yang dijamin, don jangka waktn bedakieya
pengembaian uang

- Pengikian wajib mengembalikan vang konsumen sesual dengan syarat-
svarat vang tercantum.

Janji jaminan mutu atau garapsi, apabila suatu iklan menjamin mutu sxatu

peoduk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Rasa takuttakhyul, bahiwa ikfan tidak boleh mempennainkan rasa takut dan

kepercayaan orang terhadap takhyul tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkaa,

Kekerasan, bahwa iklan tidak boleh merangsang atan membenarkan

tindakan-tindakan kekerasan.
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e Keselamatan, bahwa iklan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
ndak boleh menampilkan adegan berbahaya atau membenarkan pengabaian
segi-segi keselamatan terutama vang tidak ada hubungannva denegan produk
yang ditklankan.

o Pcirlindungan hak-hak pribadi, bahwa iklan tidak bolch mcnampilkan atau
melibatkan seseorang tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Ketentuaa ini
tidak berfaku untuk penampiian massal atau schagai latar belakang di mana
dapat dianggap merugikan.

o Anzk-amak, bahwa dalam iklan yamg ditujukan atau yang mungkin
wmelibatkan anak-anak tidak boleh menampilkan dalam benfuk apa pun hal-
hal yang dianggap dapat menggangen atau merusak jasmani dan rohani
mereka, mengambil manfaat atas kemudahpercayaan, kekurangan
pengalaman, atau kepolosan hati mereka.

» Istilah ilmiah dan statistik, vaitu iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-
wstilah iimiah dan statistik uniuk menciptakan kesan yang berlebihan

e Ketidakadaan produk, vaitu iklan hanya boleh dipasang bila telah ada
Eepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan di pasar.

b. klan ndak boleh menyinggung perasaan dan merendabkan martabat negara,
bangsa, agama, adat budaya, hukum, dan golongan;

e Tidak bolch menymnggung agama’kepercayaan, vaitu iklan tidak boleh
werendahkan dan/atay mencemooh agama/kepercayaan.

- Iklan hares berselera batk dan pantas.
- iklan harus menggunakan bahasa yang baik dan istilah yang tepat.

e Tam susila, adat, dan budaya, yaitu iklan tidak boleh melanggar noma-
norma tata susila, adat, dan budava bangsa.

e Sukuy dan golongan, yaitw iklan tidak boleh menyiaggung amau
mempertentangkan suku’golongan.

¢ Pahlawan‘/monumen, yartu Pahlawan dan monumen udak boleh dipakai
untuk iklan secara tidak layak.

¢. Yklan hams dijiwai olch asas persaingan vang schat.
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e Peuggunaan kala-kala yang Dberlebihan, yaitu iklan udak boleh
mengsunakan kata-kata “ter”, “paling”, “nomor satu”, dan sejemsnya tanpa
menjelaskan dalam bidang apa keunggulan itu.

s Perbandingan langsung, yarnu iklan yang baik tidak boleh mengadakan
pcibandingan  langsung dengan produk-produk saingannva.  Apabila
perbandingan semacam ini diperiukan, maka dasar perbandingan harus sama
dan jelas. Konsumen tidak discsatkan oleh perfindungan tersebut.

* Merendahkan, yaitu iklan tidak boleh secara langsung atau tidak langsung
merendahkan produk-produk lain.

e Peniruan, yaitu iklan udak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa
sehingga menimbulkan penyesatan. Hal ini merupakan merek dagang. fogo,
komposisi huruf dan gambar, slogan, positioning, cara penampilan, dan

Jingle.

Terkait dengan tata cara periklanan, sesuai dengan yang diatur dalam Tata
Krama dan Tata Cara Periklanan mengatur tentang hubungan antara unsur-unsur
yang berkepentingan dalam periklanan. Dengan diatumya tafa cara pernklanan
tersebut delam suatu bentuk selfreguation, maka aken memuedehlan ek
mchiliat siapa yang bertanggung jawab atas suatu Kesalahan Dalam taiz cama
terscbut  diatur hubungan antara perusahaan perikianan dengan konsumen,
pengiklan. pemenintah, dan dengan media. Selain itu dalam Bab IV Tata Krama
dan Tata Cara Periklanan juga dibentuk suaty Komisi Tata Krama Periklanan
Indonesia yang berfungsi unfok menampung masalah-masalah yang timbul dalam
pelaksanaan iata krama perikianan dan memberikan saran mengenai peneiapan
Tata Krama Penklanan.

E. Pengaturan Perlindungan Konsumen atas Iklan Tarif Jasa Seluler

Semakin besarmnya pasar industni telekomunikasi sdduler di Indonesia
memmbuikan persaingan yang ketat amtar operator selaler umnk menank
konsumen. Persaingan terscbut tentunya akan disikapr okeh operator scluler
dengan berusaha unfuk menarik minat masyarakat agar menggunakan prodoknya
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Salah satu cara vang digunakan untuk mcnarik minat masyarakat adalah dengan
mengikiankan produk jasa operator seluler pada media massa yang tersedia atau
yang biasa kita scbut dengan iklan

IKlan tanf jasa seluler tidak ditemukan dalam satu undang-undang kbasus
vang mengature tentang iklan tanf  jasa scluler. Maka untuk mengatahui
bagaimana pengaturan iklan tarif jasa seluler di Indonesia akan mengacu pada dua
undang-undang pokok yaitu pengaturan bidang telckomunikasi, penyiaran,
perlindungan konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiadaan satu persturan perundang-undangan yang mengatur tentang
iklan tanf jasa seluler tersebut tefjadi karena bisnis jasa seluler akan terkait
deagan pengaturan teatang bisnis jasa seluler itu sendiri dan terkait dengan iklan
jasa seluler yang disampaikan kepada masyarakat serta terkait dengan
perlindungan konsumen, schingga memang akan banyak terkait dengan undang-
undang lainnya.

Dalam Updang-Undang Perlindungan Xonsumen terdapat hak-bak
konsionen aias iklan tanif seluler pada dasarnya sama dengan hak-hak Ronsumen
atas promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang diatur dalam pesai 4 ool
(c) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas.
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan‘atau jasa Karena iklan
merupakan informasi yang disampaikan oleh pelaku uszha kepada konsumen,
dalam hal ini operator seluler menginformasikan kepaia pengyuna  jasa
telekomunikasi seluler, maka pengguna jasa telekomumnikast sejuler berhak atas
iklan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa tersebut

Namum, pengguna jasa telekomumikasi seluler selaks konswmen tidak
hamya dilindungi haknya awas informasi yang benar, jelas, dan jujur saja, camun
juga akan terkait dengan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang
Pedindungzan Konsumen seperti hak untuk mendapatkan advokast, pedindungan,
dan upava penvelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk
mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau
dilayanmi sccara benar dan jujir serta tidak  diskriminatif, das hak untuk

mendapatkan  kompensasi, ganti rugl, dan/atau penggantian apabila barang
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dan‘atau jasa vang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak schagaimana
mesturya.

Hak terscbut sangat terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan‘atau jasa, karena
ketika informasi yang dibenkan olch operator scluler melalui iklan tersebut ndak
benar, udak jelas, dan/atau tidak jujur, maka akan menimbulkan pertanyaan dan
juga kerugian bagi konsumen schingga konsumen berhak untuk didengar pendapat
dan keluhannya terhadap jasa vang discdiakan oleh operator scluler, kemudian
Jika ternya akhimya terdapat sengketa antara konsumen dengan operator seluler,
maka konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
pcayelesaian senghketa perlindungan konsumen vang patut karena kedudukan
konsumen tidak seimbang dengan operator selufer. Dalam pelayanannya, operator
schuler jus harus memperlakukan konsumen sccara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif, ketika seorang konsumen bertanya tentang iklan yang disampaikan
oleh openator seluler maka operator seluler harus menyampakan dengan berar,
Jujur, dan tidak diskriminaiif, begitu juga jika konsumen melaporkan kerugian
yang telah dideritanya atas ikian vang disampaikan oleh operator seluler, maka
operator scluler tetap berkewajiban untuk melayani konsumen secara benar. jujur,
dan tidak disketminatif.

fklan selamn dijjadikan schagpi sarana informas: produk yang dnawarkan
olch operaior seluler juga dapat dijadikan sebagai sarana uniuk membenikan hak
konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, sehingga iklan yang
disampaikan kepada konsumen haruslah iklan yang benar, jelas, dan jujor dan
operator.

Iklan tanf jasa seluler yang disampaikan pada masyarakat juga barus
sesual dengan keientuan dalam Tata Cara dan Tata Krama Periklanan. Dimana
iklan tarif jasa seluler harus menaati asas-asas umum penklanan yaitu ikian yang
disampaikan pada masyarakat haruslah ikaln yang jujur, bertanggung jawab, dan
tdak bertentangan dengan hukum yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang
Penyizran dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), iklan tidak bolch
menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat,
dan goiongan, dan ikian harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.
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Dalam hal iklan jasa scluler harus menaati asas iklan harus jujur,
bertanggung jawab, dan tidak bertentang dengan hukum senada dengan ketentoan
dalam Undang-Undang Pcrlindungan Konsumen, namun ditambahkan dengan
asas klan harus bertanggung jawab dalam Tata Krama dan Tata Cara Penklaman.
Asas tersebut ditujukan agar iklan yang disampaikan kepada masyarakat bukanlah
ixlan vang menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat Dalam hal
1klan jasa teickomunikasi seluler, asas bertanggung jawab terscbut juga harus
dijunjung tinggi oleh operator seluler.
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BAB 1
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN TARIF JASA
TELEKOMUNIKASI SELULER YANG MERUGIKAN

A. Sejarah Gerakan Perlinduagaa Konsumen

Revolusi Industri di Inggns vang dimulai pada abad I8, kiranya dapat
dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat vang
semula merupakan masyarakat agrans menjadi masyarakat industri. Beskembang
Gan semakin majunya icknologi kemudian mendorong pula peaingkaizn volwne
produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga merubah hubumscan amara
penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan
Jasa yang digunakan untuk memennhi kebutnhan hidup manusia semakin lama
semakin “canguih”, sehingoa timbul kesenjangan terhadap kebenaran informast
dan dava tanghkap konsumen. Kondisi tersebut menempaikan kotsumen dalam
posisi yang femah.

Sejarah perlindungan konsumen sejalan dengan scjarah perkembangan
perekonomian dunia. Perkembangan tersebut memunculkan varietas-varietas bary,
berbagar matam dan jugn dengan jumlah yang besar. Karena perkembangan
fersebui, maka pelaku usaha melakukan perubahan konsep pemasaran. Gughion
dan Lowry memandang hukum pedindungan konsumen (consumer protection
law) sebagai sebuah fenomena modem yang khas pada abad ke 20. Wamun
sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu
sendiri dimulai lebih awal.™

Munculnya ide tentang perfindungan konsumen adalah dan negara-negara
barar. Hal tersebut dilatar belakang oleh perubahan konsep pemasaran yang sudah

*fufrina Rizzl, ~Mengakomodasikan Masalzh Perlindungan Terhadap Konsnmen Datam
Kuriknlum Pepdidikan Tinggl Hukum Indonesia, ” Szl Hikwon dan Pembargonan (No. 1-3
Takue XXVHI Jamari-funi 1998), el 140,

*abdal Halim Barkstulah, Hulum Perlmhmgan Konsamer: Kajion Teritis &an
Perkawbangan Perikiran, ( FH Unfam Press, Banjanmasin, 2008), hal. 10;
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scmakin Juss karcna gejala globalisasi dan pasar bebas. Hal semada juga
dikemukakan oleh Prof. A. Zen Umar Purba, yang menyatakan bahwa:™

“Perdindungan konsumen scbagai suatu konsep terpadu merupakan hal
bare, yang perkembangannya dimulai dani negara-negara maju. Nemun
demikian, saat sckarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain™

Sistem perckonomian yang scmakin kompleks tersehut. berdampak pada
perubaban konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsamen.
Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan
produsen dan konsumen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip
caveat empior” menjadi prinsip caveat venditor”. Suate prinsip hubungan yang
semula menckankan pada kesadaran konsumen sendini untuk melindungi dinnya
berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsvmen ™

Masyarakat Eropa, membag: gerakan perlindungan konsumeanya atas 2
tahap program. Program periama dimulai pada tahun 1973, sang memfohuskan
pada penggunaan kontrak standar, ketentuan perkrediman, dan penjualan yang
bersifat memaksa. perlindungan terhadap konsumen vang mengalarm kerugian
akibat menggunakan produk cacat, praktek iklan yang menyesatkan serta masalah
jaminan produk. Program kedua gerakan perlindungan komsumen Masyarakat
Eropa pada 1ahun 1581 yang menckankan pada hak-hak dasar konsumen, vang
kemudian dilanjutkan dengan langkah-iangkah Komisi Eropa mengetuarkan uga
kerangka acuan perindungan konsumen, yaitu perfama, produk vang dipasarkan
di Masyarakat Eropa haruslah memenuhi standar keschatan dan keselamatan
konsumen Kedwa, konsumen harus dapat menmkmati keuntungan dani pasar
bersama Masvarakat Eropa dan kefiga, bahwa kepentingan konsumen harus sefalu

95 bid:

* Caveat Empror yaitu suatu dokirin yane menyatakan babwa pembeli menencsung
resiko atas koadisi produk vang dibelinva. Denzan kata lain bahwa pendneli harus huati-tati amar
tidak dineoilan oleh produk yang dibelinys atau biasa juga dischut &t the boger hewore. Terdepat
dalam Inosentms Samsul, Perlindungan Xousamen: Kemungkinan Penceagpan Tangzuny Jawab
Mwrkok, op.cit., bal 4;

7 Caveat Venditor adalah doktrin yang menyatakan bahwa pihak penjual barus tati-hati,
karera jika tegadi sasuatu yang tidak dikehendaki dani produknya terseius, maka penguallah yang
bc:mmn% Jawab atau biasa discbut Lot the wllcr boware 1bid;

Thid.
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dipcshiitungkan dalam sctiap kebijakan-kebijakan yvang dikeluarkan Masyarakat
Empa”

Amcnka Senkat mcrupakan negama yang paling bamyak punya andit
terhadap perlindungan konsumen. Historis perlindungan Konsumen ini ditandai
dengrn munculnya gerakan-gerakan konsumen (consumen movemens) di akhir
ahad scmbilan belas'™ Amerika Serikat dalam awal gerakan perlindungan
konsumen™ ditandai dengan tujuan dan filosofi bahwa pengaturan dimaksudkan
untuk membenkan bantuan ataw perdindungan  terhadap konsumen  yang
beqpenghasilan rendah (Jow-income consumer), mempetbaiki cara distribusi dan
kealitas barang dan jasa, meningkatkan jumlah persedian barang dan jasa di pasar,
meningkatkan persaingan aniara produsen.'™

Pada mhun 1962 J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres
Amenka Sernkat mengemukakan 4 hak konsumen yang kemudian memadi
nspirasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi No.
397248 menpenai the Guidelines for Consumer Profection bagian 11 (General
Prusciples), angka 3.7

Guideiines jor Consumer Prolection tersebm beranzsur-angsur mulai
membuka mata pemerintah berbagai negara tentang praktik-praktik ketidakadilan
yang dialami konsumen sebagai salah satn pelaku ekonomi yang secara empiris
keberadaannyz dizkwi, namun secarz yuridis, dalam  penyelesaizn sengketa

konsumen sulit dilaksanakan '™

7 [bick, bal. 6,

39 Abdul Halim Barkatulah,_ op. cit., hat 13;

¥'Gerakan Perlindungan Koasumen adalah alih bahasa dari istilah consasaerion.
Geralan Pedindungan Konsumen adalah geralan masyarakat dan pemenorah untek medendunot
Jdan memperiahankan kepeatingan dan atau hak-hak konsumen Terdapat dalam AZ Namaion,
Keweecaemen dkwt Hudiwn, op.cit., bal 30-3 §;

%2 \Menurut Donald P. Rothschild dan David W Carroll dikutip dari Inaseatins Samsul,

. cir., bal 6;

” % Hak-hak konsumen yaog dissmpaikan oleh JF. Kennedy adalzh o right 2o K-
the right o be uformed, the right 10 chowse, the right o be heond. Dalam Resoluss PBB
ditzangkan 6 kepentingan konsumen, yaitu: Perfindunean konsumen dari behaya-bebaya terbdap
kesehatan dan keamanan, promos) dan pesfindungan dan kepentingan sosial ekonism komummen,
tersedianya informash yang memada baoi konsumen agar mercka mampn melakukan pilibes yang
tepai seseal hehendak dan kebatuban pribadi, pendidikan konsumen, tessedianya upaya ganti
kerogian yang efcktif, kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen 202 orgznisas iainnya
yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisas) toschut untuk  menyoarakan
pmdopam{a dalam mengambil kepmusan yang menyangkul kepentingan mercka Jhid, hal 6-7;

™ Smsanti Adi Nugrobo, Froses Peayelesuian Sengheta Xoruzsen Ditingou deri Bt
Acara Serta Kendala Implementas, (Jakarta: Kencana, 2008), bal. 3;
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Menurut resolusi terscbut, terdapat tiga agenda yang harus ditindak lapjuti
oleh pemenintah masing-masing negara, yaitu:

a. Pemerintah harus menetapkan perangkat hukum dan administrasi  yang
memungkinkan konsumen atau organisasi-organisasi terkait lainoya untuk
memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur format dan informal yang
ocpai, adil, murah, dan terjangkau untuk menampung, iesutama kebutuhan-
kebutuhan konsumen berpenghasiian rendah.

b. Pemerintab harus mendorong semua pelaku usaha umtuk menyelesaikan
sengketa-senpketa konsumen dengan adil, murah dan informal, termasuk jasa
koasultast dan prosedur penyelesaian secara informal yang dapat membantu
koisumen.

c. Tersedianya informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelesaian
sengketa lainnva bagi konsumen.

Namun, sebelum disabkannya Resolusi PBB pada tanzpal 16 April 1985
didinkanlak fnferautional Qrganizaiion of Consumer Union ((OCU) pada ahun
1980 oleh itma organisasi konsumen masing-masing dan Amerka Senkat,
Ingenis. Belanda. Belgia. dan Awustralia vang berkedudukan di Den Haag
{Belanda). Dalam Anggaran Darasnva 10CU berpegang pada prnsip bekerja
untuk kepentingan  konsumen, tidak untuk mencan keumtungan dan udak
berpoliik, tidak menerima ilan pada setiap publikasinya Jdan mandiri dalam
setiap kegiatannya. "™

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan wujud dari amanat
Undang-Undang Dasar 1945, Hak-hak konsumen melalui undang-undang
merupakan bagian dan implementasi scbagat wujud dan negara kessjahteraan,
karena Undang-Undang Dasar i1945 di samping scbagai konstitusi politik juga
dapat disebut sebagai konstitusi ekosiomi, yartu konstitusi yang mengandung ide
negara kescjahteraan vang tumbuh dan berkembang karena pengaruh sosisalisme
scjak abad 19."

0> A Z Nasution, Koresumen dan Hukum, op.cit., hal. 32;

" Joonraly Asstiddigie, LindkmgLlnckmg Dasar 1945: Konstinesi Negara Kescjobeeraon
ko Realitas 3 fexar Depews, Pidato Pengukuhan Jabatza Guru Besar Tetap Madya (Jakaxta: Fakultas
Hukuwn Univessitas Indonesia, 1998), hal. 1-2;
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Masalah perdindungan konsumen baru mulai terdengar pada tabun $970-
an Perkembangan tersebut ditandai dengan lahimya Yayasan Lembaga
Koasumen (YLK) bulan Met 1973. Sccara histonis, pada awalnya YLK tersebut
berdin  untuk mengimbangi kegiatan promosi dengan pengawasan  agar
masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin Keinginan dzn desakan
masyarakat untuk melindungi dirinya dani barang yang rendah mufunya memicu
untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk mercalisasikan cna-cita
tersebut, ¥
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan
masalab-masalah hukum antara pelaku usaha, penyedia barang dan/atau
peayelengeara jasa dengan konsumennya termuat dalam:"™
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Kedua, Ketiga,
dan Keewmpat;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kesatu, dan Kedua, dan;

¢. Berbagal peraluran perundang-undangan Jain yang memuat kaidah-kaidah
iknom bersifat perdata temang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan
masalah antara penyedia barmng atau penyelenggara jasa tertentu dan

konsumen.

Sekalipun penindungan konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan yang beriaku vmum, dalam prakteknya banyak kelemahan yang
menjadi kendala untuk penerapan pedindungan konsumen Kelemahan terscbut
antara lain: "

a. Masih asingnya istilah konsumen dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaky wmem. Hal ini mudsh dipahami Karena pada ssat undang-undang
terscbut  diterbitkan dan diberiakukan di Indonesia, tidak dikenal istilah
consumer atau consument (istilah Inggns dan Belanda) Walaspun dalam
undang-undang yang berlaku umum terscbut telah mengatur tentang pembeli,

%7 Abdol Hakim Barkatullah, op. cit., hal: 16

Y A Z. Nasution, Hukum Perlindungon Konsimen: Snotn Pempoonor, (Jakana: Diadit
Aedia, 2002), kal. 38,

' Ibid, hal. 43-52;
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penyewa, penitip barang, peminjam, dan scbagainya yang dapat dikatakan
sebagai konsumen, samun dalam undang-undang yang berlaku umom terscbut
tidak dinyatakan apakah mercka schagai konsumen akhur atau konsumen
antara

. Pencrapan asas hukum kebebasan berkontrak, sistem tertbuka dan hokum
pelengkap, memberkan kebebasan kepada seuap orang untuk mengadakan
perjanjian, termasuk perjanjian yang dipaksakan. Keadaan terscbut muncul,
karena kedudukan para pihak yang tidak scimbang. Dan konsumen adalah
pihak yang lemah karena kedudukan ckonomi, tingkat pendidikan, kemampuan
daya saingnya dan pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan
berada dibawah pelaku usaha.

. Pesamya perkembangan ilmu pengetabuan dan tcknofogi  menycbabkan
undang-undang yang berlaku umum diatas tertinggal jauh. Perkembangan itmu
pengetahuan dan teknologi menyehabkan munculnya berbagai produk, praktek
usaha dan praktek bisnis, serta munculnya perikatan yang berasal dan sSstem
hukum berbeda vang tidak dikenal ketika undang-undang yang berlaku wnum
tersebut diberiakukan di indonesia.

. Hukum acara yang dipergunakan dalam perkara konsumcen perdata tidak
membantu konsumen dalam mencari keadilan. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menenatukan pembuktian hak sescorang atau
kesetahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan gugatan. Beban
tersebut suint untuk dipenufu oieh konswumen, karena keterbatasan pemabaman
tethadap pembuatan produk. sistem pemasaran yang digumakan., dan
pemahaman tentang produk dan jasa lainnya. Selain itu lama dan baaya proses
peradilan menjadi balangan bag konsumen untuk menuntut hakmya meatalui
peradilan

. Berbedanya dasar filosofi yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan filosofi
pedindungan  konsumen. Filosofi yang dianut olch Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang scbagai undang-
undang yang berfaku umum adalah liberalisme (pemikiran polittknya adalah
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laisse= faire). Sedangkan doktrin, falsafah Indoncsia adalah kescjahisaraan
rakyat, dan dengan perikehidupan yang seimbang, serasi, dan sclaras.'"”

£ Penvelesaian masalah perdindungan konsumen dengan hukum publik yang
tidak efektif, karena putusan pengadilan dan/atau tindakan adminstratif tdak
serta merta membernikan ganti rugl atau suatu pemyelesaian tertentu bagi
konsumen, schingga konsumen masih harus menjalankan acara lainnya lebih
lamut. Selain itu tidak dijalankannya putusan yang bersifat admimstratf karena
melindungs  kepentingan mdustn vang baru berkembang saat itu, juga
merupakan suatu keterbatasan dari undang-undang yang berlaku umum.
Kemudian, adanya kondist peralihan pemilikan suatu badan usaha berkali-kali
tegadi anpa pemgawasan, memvebabkan konsumen sulit unfuk meminta
pertanggungjawaban.

Keinginan untuk melindungi konsumen dituangkan dalam Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 melalui Ketetapan Majelis Permusyaszratan
Rakyai (MPR) Nomor TI/MPR/1993, pada Bab IV, huruf F buiir 4a, vajiu:

“...pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperdancar arus barang
dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing,
meningkatkan pemdapatan produsen terutama produsen hasil pertamian

rakyat dan pedaganz, melindumin kepentingan konsumen...”

Namun ketentuan tersebut hanvalah law  the book. karena tidak jelas
peraturan  pelaksananya yang menunjang  untuk mewujudkan  perdindungan
konsumen.'” Kemudian pada tahun 1999 diundangkaniah Undang-Undong
Nomor 8 Tahun 1599 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut
iahir dalam masa transisi indonesia menuju negara yang demokratis. Dengan
adanva reformasi, menuntut untuk diciptakan peraturan perundang-undangan vang
lebih demokratis dan juga menyangkut dengan kcpentingan masyarakat Juas.

U Dasar filosofi tersebut tidak hanya dianut olch Indonesia, mamun filosofi terscbut
adalah filosofi yang beslaku vniversal.

" Yosof Shofie, Ferlindoge Xensonen dan Instrumen-dnstruomen Hulxemrya,
(Bandurg: PT. Aditya Bakti, 2003}, hal. 2;
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salab satu undang-undang
yang fahir dari hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat yang pada masa
scbelumnya tidak pemah digunakan.

Sebagai undang-undang hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-
Undang Perlindungan Konsumen muncul juga atas dukungzn dan kebaranian
pemeriniah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang besorientasi
kepada kepentngan konsumen.

Jadi dapat dissmpulkan bahwa, dari awal perkembangan perindungan
konsumen tidak terlepas dan masalah pemasacan yang dilakukan pelaku usaha
kepada konsumen. Dengan semakin banyaknya jenis-jenis barang yang muncul
dan diproduksi secara massal, akibat industrialisasi menimbulkan upava untuk
memperivas pemasaran produk. Konsumen yang keberadaannya sangat tidak
terbatas, dengan strata vang bervariasi mengharuskan produsen untuk melakuokan
kegiatan pemasaran dan distnbusi produk barang dan jasa dengan cara-cara vang
seefekuf mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut.
Umuk Hu semua cara pendekaian yang diupayakan schingga mumgkin
menimbuikan berbagatl dampak pada tindakan yang bersifat negatii, bahkan udak
terpuji. yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim tegjadi. antara
lain, menyangkut kualitas atan mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan
menyesatkan, pemalsuan, dan schagainya '™

Dalam era ckonomu global mengharuskan produsen untuk memikirkan
bentuk pemasaran yang tepat. Awainya pemasaran memfokuskan pada produk
vang lebih baik vang berdasarkan standar nilar intemnal. Pada dekade emam
puluhan, mengalihkan fokus pemasaran dan produk kepada pelangean, sa<aran
masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi lebih luas yanu dengan
bantuan 4P yaitu product, price, promotion, and place. Kemudian konsep ke tiga
sebazai konsep baru pemasaran dengan pembaharuan dan konsep pemasaran
menjadi konsep strategi.’”

Selain itu dengan fokus program utama Masyarakat Eropa pada tatum
1973 salah satunya terhadap iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen,
menpnjukkan bahwa dari awal perkembangannya masalah iklan merupakan

"3 pbid ;
"™ Jbid, hal. 12;
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masalah vang sangat terkait dengan perlindungan Konsumen. Karena ketika
informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang
diiklankan, maka akan banyak kerugian yang didenta oleh konsumen. Dan dengan
fokus program tersebut menunjukkan bahwa iklan sudah berkembang pada tabun
terscbut dan sudah diperhitungkan sebagai salah satu aspek yang pertu diatur
dalam bukum perlindungan konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentany Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak-hak
konsumen untuk mendapat informasi vang benar, dan jujur das pelalu usaha
Pengaturan-pengarturan  tersebut  menunjukkan  bahwa, aspek  periklanan
merupekan salah satu aspek yang penting untuk mewujudkan pedindurgan
terhadap konsumen

B. Bentuk Iklan Tarif Jasa Seloler yang Menyesatkan Masyarakat

Peranan pemasaran sangat besar dalam meningkatkzn penjualan produk
barang dan jasa Apalagi dalam ema persaingan bebas, kila diwnlul uniuk
memproduks: barang dan jasa vang kompetitif di pasaran nasional maupun
intermasional Tty berarti para pengusaha/produsen dituntut lebih bersifat kreatif
dalam meningkatkan penjualan produknya. Dalam mewujudkan produk yang
kompetitzf di pasaran tersebut, peran penklanan akan semakin besar dan berarti
dalam memasarkan produk barang dan jasa. Produk yang dikasilkan perusahaan
penkianan, berupa skian, diharapkan mampu memberikan kepoasan bagi
pengusaha pengiklan (produsen. distnbutor, supplier, retailer) sekaligus juga bagi
para konsumen (akhir) suatu produk barang/jasa yang diiklankan '"*

Dari segi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, idealnya iklan dipandang
sebagai sarana mewujudkan hak-hak Kkonsumen, khususnya hak watuk
mendapatkan informasi dan hak untuk memilth. ikian sebaga kegtatan pemasaran
vang dilakukan oleh pclaku usaha ditujukan untuk meningkatkan penjualan
produk meraka. Permasalahan muncul apabila hal-hal yang diiklankan

bertentangan dengan asas-asas umem kode etik penklanan.

b, hal. 39;
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Permasalahan kemudian sering muncul, karena iklan yang diinformasikan
kepada masyarakat tersebut temyata sering kali merugikan masyarakat. fklan yang
merugikan terscbut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:'**

a Pemakatan pemyataan vang secara jelas-jelas salah (false). Misaloya
menyebutkon adanya sesuatn yang sebenamya tidak ada, atan menycbutkan
tidak adanya sesuaiu yang scbenamnya ada dalam produk yang diiklankan;

b. Pemyataan-pernyataan yang menyesatkan (misiead). Misalnya menyatakan
suatu produk secara berichbihan dengan menggunakan opini subjektif.

Menurut N. H. T. Siahaan, keadaan seperti diatas dapat dikatokan scbagai
tindakan kriminal dalam pola penyuguhan informasi bisnis yang tidak benar yang
secara sengaja alau setidaknya disadani dampaknya sangat merugikan masyarakat
atau konsumen. Hal itu dilakukan demi memperolch keuntungan. Dan perbuatan
tersebut lazim disebut dengan fraudulent misinterpretation.”*

Iklan tertf seluler yang berkembang dimasyarakat seat imi adalah iklan
tanf scluler yvang menyatakan paling murah dan paling hemat Para operator
seiufer menyatakan bahwa produk merekalah yang paling murah, paling baik
kualitas janngan dan berbagai kelebihan lainnya. Namun, dalam kemvataan di
masvarakat luas schagai pengguna jasa seluler merasa dibohongi dan dirugskan
oleh 1klan yang beredar tersebut. Pengpunaan kata “paling”, “ter”, “nomor saw”,
dan sejenisnva iersebid melanggar kode etik periklanan vang terdapai dalam Tata
Krama dan Tata Cara Penklanan. Larangan penggunaan kata-kata “paling, “ter”,
“nomor satu”, dan kata-kata senada ditujukan untuk menciptakan persaingan yang
sehat.

Dalam beberapa media kita dapat melihat perang harga yang secara
transparan dan terang-terangan melemparkan sindiran dalam pengemasan iklan
vang ditampiikan, sampai-sampai ada yang menawarkan SMS gratis, percakapan
gratis, jasa pelayanan intemnct, bahkan akses 3G juga scmakin meningkat. Semua
itu untuk memanjakan konsumen.'"

'"SNHT. Siakaan, op. cit,, hal 128;
6 it bat 127

'" Scpti Menima, op.cit.;
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Sclain itu iklan tarif seluler yang berkembang di masyarakat sening teslihat
perang ikian antara ikian taaf seluler yang satu dengan yang fain. Sehingga sering
tcrjadi saling memojokkan antara iklan tanf satu operator dengan operator
lainnva. Keadaan int juga melanggar asas wmnum yang ingin diterapkan oleh Tata
Krama dan Tata Cara Periklanan yang ingin mewujudkan persaingan yang schat

Pclanggaran lain vang sering terjadi dalam iklan wanf seluler adalah
ketidakjelasan informas: yang disampaikan kepada konsumen. Dimana dan tanf
vang diklankan temyata terdapat syarat dan ketentuan yvang berlaku. Iklan tarif
seluler yang beredar ada yang tidak menyebutkan atau mencantumkan syarat dan
ketentuan yang berlaku tersebut kepadz konsumen dar ada juga yang
meavebutkan atau mencantumkan svarat dan ketentuan vamg berlaku tersebut,
namun dengan tulisan yang sangat kecil dan informasi yang disampaikan kwrang
Jelas atau kurang menyelursh. schingga konsumen scring kali dirumkan karena
ketidakjelasan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Substansi iklan tanf seluler yang juga menyesatkan konsumen adalah
terkant dengan adanva bonus vang dijanjikan oleh operator seluler. Bonus ini bisa
berupa tambahan jumiah puisa, game graiis, sms pratis, telpon gratis, dan
sebagainya.

Perang tanf diantara 10 operator terjadi setelah pemerintah melalui
Mentenn Komunikas: dan Informasi mengeluvarkan Peraturan Menteri Komumnikasi
dan Informasi (Permen Kominfo) No. S/PER/M. KOMINF(O/3/2008 tentang Tata
Cara Pencuapan Tanf Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melzini janingan
Bergerak Seluler vang diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal 7 Apnl 2008.
Peraturan ini dikeluarkan oleh pemenniah karena adanya desakan publik yang
mengatakan tanif seluler dt Indonesia termasuk yang termahal df dumz serta sadah
sejak tahun 1998 pemerintah tidak merevisi tarif."'* Sehingga para openator sefuler
mgin mengeambarkan pada konsumen dan pemenntah bahwa mercka wlah
menaati peraturan menteri terscbut melalui iklan-iklan di media massa.

Umtuk itu dapat kita lihat iklan tanf yang beredar dimasyacakat:

a. Simpati menyatakan bahnwa tanf Simpau Pe De dengan Ngobro! Sepuasnya
Se¢hanan Rp. 0,5/detik gak ada batas.

M¥ oanf Seluler Tunm, Konsumen Kecews, Industri Mati,” 26 Mez 2008
<hipzreww.detikinet Tarif Selder Turun, Xonsvmen Kecewa, Indusiri Adadi.mid -,

Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH Ul, 2008



69

Dari iklan yang diinformasikan terscbut tidak disampaikan secara rinci kepada
masyarakatr luas. Pada kenyataaonya Tanf Simapati Pe De temyata hanya
berlaku pada pukuol 00.00-05.59 Rp. 0,5/detik pertama sampai sepaasnya gak
ada batas, kemudian pukul 06.00-11.59 Rp. 15/detik untuk 20 detik pertama,
selanjutnya 0,5/detik sampai sepmasnya, pukul 12.00-17.59 Rp. 15/detik ontuk
60 deiik periama, selanjumnya Rp. 0,5/detik sampai puas.'”

b. AS, menyatakan tanif nelpon kemanapun dan kapan pun keseluruh operator Rp.
20/detik. Dan tanif sms Rp. 88.

. Mentan, dengan tanif saktinya menyatakan bahwa tarif berfaku Rp. 5/detik.
Dalam iklan yang diinformasikan pasa masyarakat, iklen tanf Mentari Sakti
tidak mencantumkan secara jelas waktu pemberlakuan Tanf Mentani Sakti
yaitu Rp.5/detk berfaku pukul 23.00-17.00 dan Rp. 20/detik berfaku pukul
17.00-23.00.

d. TM3, menginformasikan bahwa nelpon kemanapun, kapanpun Rp. 0,01/detik.
Dalam iklan yang diinformasikan pada masyarakat IM3 sdak menyampaikan
syarai dan keteniuan vang berlaku secara jelas dan sinci. Tanif TM3 Rp.
0,01/detik beriaku setelah 50 detik. au seteiah 1,5 menit percakapan. Sebelum
90 detik kesesama opcrator berlaku Rp.15/detik dan ke pengguna operator lain
Rp. 25/detik.

¢. XL, menyatakan bahwa Tanf semaumu Rp. 1000 untuk selpon berkali-kali
kesesama XL
Daiam ikiannya Xi tidak menyampaikan secara jelas wakm beriakunya tanf
semaumu XL. Tanf XL Semaumu Rp. 1000 pukul 00.00-17.00 WIB Sms Rp.
9/sms kesesama XL, Rp99 ke operator laimmya pada pukul 00.00-12.00
Wi, 20

f. Esta, dengan tarif sesama Esia Rp. 13{{/jam, SMS Rp. l/karskter.

¢ Fren, tanf Rp. 97 detik selanjutmya ngobrol sampe dower.

h. Flexi, meuginformasikan Paling Hemat pake flexi Rp. 49/menit, SMS Rp. 250

ke semua operator.

33 “Tanf Seluler,” 11 Oktober 2008 <http://scputarhp. wordpress conv2008/0 70 Ulsiati-
>
'3 “Tarif Murak XL” 11 Oktober 2008
<hitpJiwww agenpulsa info/mod php?mod=publishar&op=viewarticle&artid=187>;
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i. 3, mengiklankan Gratis sms dan nelpon kesesama 3.
j. Axis, dengaa ikian Nelpon Rp. i/nelpon kesesama Axis, SMS Rp. Usms

Dan hasil penghitungan Bisuis Indonesia, tanf jasa telekomunikasi seluler
sebagai bentkut

Tanf Percakapan Sesama Operator (Dalam Rupiah)

Menit X1. Bebas Simpati Pe De | IM3 Fsia
i 600 1.500 900 50
2 1.200 1.530 1.350 100
3 1.800 1.560 1.350 150
4 1.800 1.590 1.350 200
5 1.800 1.620 1.350 250
6 1.800 1.650 1.350 300
7 1.800 1.680 1.350 350
8 1.800 1.710 1350 400
9 1.800 1.740 1.350 450
10 1.800 1.770 1350 500

Tabei 3.i. Farif Perckapan Sesama Operar Sumber dari Bisms Indonesia Tanggal 3 Maret
2008

Pengenaan Tarnif Dengan Standar 3 Menit (Dalam Rupiah)
Kariu SIM Sesama Operator Antar Operator
Mentari 4.500 4.500
Simpati 1.560 4,500
V3 1.350 2.250
XL 1.200 3.000
3 495 3.300
Esia 165 2.640
Flexi i47 2 400
| Fren 114 2.100
Tahel 3. 2. Pengenaan Tarif Dengan Sy 3 Menit Sumber Dasi Bisnis indonesia Targed 27
Mares 208"

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tarif yang dikenakan kepada
konsumen pengguna jasa felekomunikasi seluler tidaklah seperti 1anf yang
ditldankan ksrena didalamnya adz ketentuan dan syarat berlaku. Ketentuan dan
svarat berlaku terscbut menimbulkan tngkatan (baik dalam waktu beslaku
maupun dan hitungan dettk yang digunakan) dalam tanf jasa telekomumkasi
seluler yang diiklankan.

' Swnber dari Mobile 8 dan berdasarkan data operator per 12 Maret 2008,
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Berdasarkan hasil survwey Jnformation and Communscation Technology
(ICT) Warch reshadap 4.888 responden pengakses DetikNet, 42,.37% memlai
perang iklan tanf murah operator scluler tenindikast membodot: publik.
Sementara itu 30, 43% responden menyebutkan iklan cukup membersikan sugesti
bagt mercka dalam memilth kartu scluler. Ironisnya, schbanyak 45, 62% atau
mayoritas responden mengaku perang tanif justru menurunkan kualitas layanan
operator.'2
Dan data pengaduan yang masuk ke YLKI schasyak 28 pengaduan
koasumen terhadap telekomunikasi seluler pada tahun 2006, kemudian tahun
2007 pengaduan konsumen terhadap telekomunikasi scluler sebanyak 23
pengaduan.'” Pengaduan tersebut bam pengaduan konsumen ke YLKI, namun
masib banyak pengaduan-pengaduan yang disampaikan konsumen kepada media
massa vang tidak disampaikan kepada YLKI.
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa iklan wrif seluler yang
berkembang dimasyarakat adalah:
a. fklan vang menyatakan paling murah dan paling hemat atau iklan dengan Laia-
kata vang beriebihan;
Misalnya saja, XL menyatakan bahwa tarif X1. yang paling murah dengan tarif
Rp. 600/jam, iklan IM3 yang menyatakan bahwa tarifnya paling murah yaitu
Rp. 0,000000000.. 1/detik jugza memupakan iklan yzng membobongi
masyvarakat, dan iklan-iklan operator lainnya yang serupa.
b. ikian yang menyatakan kuaiitas jayanan yang terbatk dengan jaringan ada
dimana-mana dan tidak putus-putus;
Misalnya XL yang menyatakan bahwa dengan tarif Rp. 600/jam tanpa padus-
putus, namun dalam kemyataanmya pengguna XL sering mengeluh karena
setiap 20 menit sekali sambungan terputus, dan penggona haras kembali
membayar ketika akan menghubungi kembali.
¢. Iklan vang tidak menyampaikan informasi sccara jelas (adanya syarat dan
ketentuan berlaku);

"2 Tulus Abadi, “ Waspadai “Perang™ Tklan Tacf Scluler™ Afedia Kornanen (Edist
O32DDV/2008);
'™ Data Pengaduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
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Misalnya iklan Tree yang tidak menyatakan bahwa tanf sms Rp. 99'sms,
namun pengguna dikenakan tanf Rp. 150/sms. Keadaan tersebut texjadi karena
tanf ferscbut adalah tanf sebelum pajak, dan pihak Tree  tdak
menginformasikannya pada masyarakat.

d Tklan yang menjanjikan adanya bonus;
Misalnya bonus vang dijanjikan olch Flexi alas setiap pembelian pesdana Flex,
pamun ada pengguna yang tidak mendapatkan bonus yang dijanjikan baik
berupa bonus sms ataupun ring back fone.

e fkian vang memojokkan operator yang lainnya.
Iklan seperti ini banyak terjadi misalnya dengan membandingkan satu operator
acagan operator yang Lain, namun tidak menggunakan ukuran yang jelas. Dan
juga dafam iklan tersebus ditandai dengan menampilkan warma, logo, amu
slogan yang digunakan oleh opcrator lain. Scmentara itu yang fezkast dengan
iklan tidak hanya masalah isinya saja, namun warna, loge, slogan, dan scgala
sesuatu yang menyangkut dengan iklan tersebut merupakan bagian dan ikdan
yang tidak dapat terpisahkan,

Berdasarkan iklan tanf seluler diatas, terdapat pelangzaran terthadap tak-
hak konsumen yang dilakukan oleh operator seluler. Pasal 4 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, hak-hak kensumen adalzh:

a. Hak aias kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang
dan‘atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan‘atau
Jasa tersebut sesuai dengan nilat tukar dan kondisi jaminan yang dyanjikan;

¢. Hak atas mformasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jamiman
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

¢. Hak uyntuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan wpaya penyclesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

£ Hak uniuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
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¢ Hak untuk diperfakukan atau dilayani sccara benar dan jujur sorta Gdak
disknminatif,

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila
barang dan‘atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau Gdak
schagaimana mestinya;

1. Hak-hak vang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, pelanggaran
bak-hak konsumen pengguna jasa seluler atas iklan tarif seluler secara yuridis
dapat dibagt dalam 4 hak:

a. Hak waiuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapaikan barang dan'aiaun
Jasa tersebur sesuai dengan jaminan yang dijanjikan.
Dalam iklan tanif seluler yang beredar di masvarakat, para operator sefuler
selalu menyatakan bahwa produknya adalah vang terbaik denzan kualitas
Janngan vang terbaik dan tidak putus-putus sebagai jaminanm kepada konsumen,
namun sening kali karena keierbaiasan space jaringan yang dimiliki oleh pelaku
usaha jaminan yang mereka berikan tidak terpenuhi.

b. Hak untuk memperoleh pelavanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan.
lan anf seluler yang beredar i masyarzkat saat i tidak memberzkan
informasi vang jelas fentang produk yang diiklankan. Misalnya saja adanya
sarat dan ketentuan yang berfaku yang diterapkan oleh operator seluler, tapi
savarat dan ketentuan vang berfaku tersebut ticak dibuat secara jelas dalam
iklan atau bahkan tidak disampaikan dalam iklan, sehingwa konsumen yang
menggunakan produk merak dirugikan oleh ketidak jelasan informasi tersebut.
Contoh lainnya adalah adanya layanan push SMS comtent provider atau
operator yang tidak diketahmi oleh konsumen bahwa layanan tersebut
merupakan layvanan berlangganan dan dikenakan tarif premium. Scmentara,
untuk menghentikan layanan terscbut tidak diinformasikan secara jelas cara
penghentian berlangganan.

¢. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang danatiu jasa vang
digunakan.
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Keluhan vang sering muncul dan Konsumen atas kcrugian vang mwacka
rasakan adalah kurangnya perbatian para pelaku usaha jasa telekomunikasi
terhadap keluhan vang dirasakan oleh konsumen Walaupun pada dasamya
setiap perusahaan jasa telekomumikasi seluler saat ini sudah memilik consimer
service, ramun teap saja konsumen sering diabaikan oleh pelaku wsaha
(conioh: keluhan atas pemotongan pulsa yang tidak semestinya, namun tidak
dikembalikan oleh operator seiuler).

d. Hak konsumen untuk diperfakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak
diskriminatif
Misalnya saja perbedaan tanif yang dikenakan berbeda terhedap masing-masing
dacrah. sepesti pencrapan tarif hemat yang dipromosikan oleh Simpati. Atau
panggiian yang suiit dilakukan terhadap sesama pengguna suatu jenis produk,
namun ketika dilakukan panggilan lain terhadap pengguna produk operator lain
panggilan tersebul terpenuhi. Hal tersebut merupakan pelayanan yang tidak
jujur, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan peda masyarakat atas
koneksi vang mudah dan tidak putus-putus.

Dalam Undang-Undang Penviaran, tidak terdapat ketestuan langsung vang
mengatur lemtang hak-hak konsumen dalam bidang penyiaran, pamun dalam
ketentan-ketentuan yang  mewajibkan dan melarang  pelaka  periklaman
memunculkan hak bagi masvarakat luas yang seluwruhnya merupakan konsummen.
Daiam pasai 36 ayat (3) huruf a Undang-Undang Penyiaran dinyatakan bahwa, isi
siaran dilarang bersifat fitnah. menghasut, menyesatkan dan/atau berbohong. Dan
ketentuan tersebut terdapat ketentwan bahwa isi siaran diarang membohongi
masyarakat, ketentuan tersebut sama dengan Undang-Umdang Perdindungan
Konsumen. Sclain itu dalam avat (6) pasal tersebut, menyatakan bahwa isi staran
dilarang merendahkan martabat manusia, dan juga daiam pasal 46 ayat (3) hwruf
d. Schingga masyarakat berhak untuk menyaksikan iklan yang tidak merendahkan
martabat manusia, namun dalam iklan anf seluler yang beredar di masyarakat
masth ditemukan siaran iklan yang merendahkan derajt manisia dengan
menikahi binalang sebagai taruhan atas ketidak percayaannya terhadap tanf mmrah
yang diberikan oieh operator seluler.

Univercitas Indonesia
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH Ul, 2008



75

Masalah terkait dengan iklan tanf scluler yang beredar dimasywrakat
muncul salah satunya karena belum adanya Undang-Undang tentang Periklaman
Belum adamyva Undong-Undang tentang Pcriklanan terscbut  sctidakmya
menimbulkan dva masalabh. Perfama, setiap terjadi perilaku periklanan vang
dizsakan olch konsumen dapat menycbabkan kerugian pada pitaknya, karus
dicari dulu pada ketentuan cabang hukum mana perbuatan tersebut dapat diajudan,
apar kerugian yang dialaminya dapat “diobati”. Bagian terbesar dan konsumcen
tidak akan mampu, atau tidak mempunyai waktu untuk menjalankan upaya
demikian itu. Kedua, kewenangan administratif instansi pemerintah teriambat atau
sama sekali tidak “turen tangan™ ualuk mengatasi perilaku periklanzn pengesaha
vang kemudian secara nyata menimbulkan kenugian pada konsumea Berbagai
informasi (ikian) yang menyesatkan dan telah terjadi di indonesia."*

Dengan diinformasikannya tarif murah oleh opcrator scluler tersebut
menimbulkan berbagai macam masalah, seperti menunmnya kualitas jasimean
akibat semakan banyak masyarakat yang tertarik dengan iklan yang disampaikan
ke masvarakat untuk menggunakan produk iersebut, namun tidak Jikuti dengan
periuasan a1au penambahan kapasitas jaringan.

C. Kontrak Operator Seluler dengan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konswmen diwujudkan dalam bemuk
penghargaan hak-hak dari konsumen, kewajiban pelaku usaha, pelarangan
pencantuman klausula baku tertentu, perwujudan tanggung jawab pelaku vsaha,
seria upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

Dalam  bisnis telekomunikasi  seluler, pengguna jasa seluler dxpat
menggunakan Kartu prabavar atau pascabayar. Jika pengguna menggunakan kartu
pra bayar, maka pefanggan tidak periu membuat perjanjian dengan operator
scluler cukup dengan membeli kartu perdana di tempat-tempat yang discdiakan,
wpeti grapani. Jika pelangean membeli kantu perdana tersebut, didatamnya sadah
tersedia SIM Card yang dibutuhkan oleh pengguna jasa telekomumikasi seluler,
sesndah itu pengguna jas telekomunikasi seluler akan dapat memanfasikan

WA Z Nasution, aprcit hal. 33;
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fasilitas yang ada dengan melakukan registrasi terlebibh dabulu. Jika konswmen

menggunakan kanu pascabayar, maka akan ada perjanjian berlangganan yang

diharus ditandatangani terlebih dahulu. Perjanjian terschut bemesi tentang hak dan
kewajiban pama pihak, dan pengatwran lainnya yang dibuat secara standar oleh
opcrator seluler.

Fasilitas pascabayar, hanya dimiliki oleh 3 operator GSM (Global System

of Adobile) di Indonesia yaitu Kartu Halo (Telkomsel), Matrix (Indosat), dan XL

Explor (PT. Excclcomindo). Dalam pasal 5.2. Perjanjian Berlangganan Jasa

Telekomunikasi Seluler GSM Telkomsel, pelanggan mempunyai hak sebagai

bertkut:

a Menggunokan layanan dasar, lavanan tambahan dan lavanan administratif
sesual dengan ketentuan perjanjian ini,

b. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Telkomsel untuk merubah
maupun menambah layanan tambahan sesuai dengan kemampean fasilitas
elekomunikasi yang dicperasikan oleh Telkomsel, pershaban mana hanya
dapai dibenikan berdasarkan pertimbangan mutlak dari Telkomsel.

¢. Mengajukan layanan administraui secara tertulis kepada Teikomsel

Sementara itu, kewajiban konsumen adalah:

a. Membayar biaya pengpunaan layanan dasar dan/atau layanan tambahan
dan/aiau Jayanan adminisiralif kepada Telkomsel pada wakiu dan dengan cara
sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang ada daiam perjanjian tersebut.

b. Pelanggan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul sehubungan

dengan penggunaan layanan tambahan dan‘atau Jayanan administratif fersebut

pada ayat 5.2.bdan5.2.c

Pelanggan menjamin bahwa scpala data dalam seluruh dokumen tertulis seperti

&

tetapi tidak terbatas pada formulir permohonan jayanan tambaban danvatau
lavanan administratif, surat permyvataan. surat kuasa, dan lain-lain vang
diberikan pelanggan atau kwasanya kepada Telkomsel adalah berar, schingea
segala hal yang timbul sehubungan dengan pembenian data-data paada dokumen
tertolis tersebut menjadi tanggung jawab penuh dan pelangsan
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d. Mcnggunakan sendini kartu halo scsuai dengan ketentuan-ketentuan perjangian
ini dan karenanya peianggan dilarang untuk memindahtangankan penguasaan
dan atan penggunaan kartu halo kepada pihak lain kecuali apabila telah
mendapatkan persetujuan tertulis terlebibh dahulu dan Telkomsel, persetojuan
mama tidak menghapuskan kewajiban pelanggan untuk tetap bertanggung
jawab atas segala resiko yang timbul scbagai akibat pemindahtanganan
tersebut.

Dalam Perjanjian Berlangeanan Jasa Telckomunikasi GSM Indosat, bak
pelangpan meliputi:
a Menggunakan Jasa Layanan Seluler GSM sesuai dengan ketenluan perjanjian
b. Mengajukan kepada indosat secara tertulis untuk merubah layanan/fasilitas
tambahan sepanjang sesuai dengan kemampnan fasilitas telekomunikasi yang
dioperastkan Indosat. Perubahan tersebut berlaku efekiif terhitunz sejak saat
disefujuinya permintaan tersebut oleh indosat.

Dan kewajiban pelangean adalah:

a. Membayar biaya aktifasi sesuai dengan program pemasaran vang berlaku pada
saxt mengajukan aplikast berdanyranan Jasa Layanan Seluler GSM Indosar;

b. Membayar biaya penggunaan jasa seluler GSM kepada Tndosat sesuai denszan
penggunzannya dan ketentuandani yang berlaku;

c. Menggunakan SIM Card untuk keperluan sendin sesuai dengan ketemtuan
perjanjian ni, untuk sehiap pengahhan (mutasi) hak penggunaan SIM Card
kepada pthak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persctuuan indosat
dengan mengikuti ketentuan vang berlaku di Indosat;

d. Pefanggan berkewajiban untuk membenkan ganti rugr kepada mdosat atas
sctiap gangguan, kerusakan, ataupun kerugian dalam bentuk apapun atas
fasilitas tekekomunikasi yang doperasikan oleh Indosat yang discbabkan olch
pelanppan atas peoaggunaan SIM Card yang tidak sesuai dengan ketermtuan

pegjanjian ini;
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¢. Pelanggan wajib melaporkan kchilangan SIM Cand atau  pemuiusan
beriangganan Jasa Layanan Seluler GSM ke bagian Layanman Pelanggan
Indosat Atas laporan terscbut indosat akan mcenomakfifkan SIM Card
pelanggan yang bersanghkutan;

£ Sampai dengan wakm penonaktifan terscbut (mengacu peda point dixas),
pelanggan tetap berlanggung jawab atas biaya-biaya vang umbul dan
pemakaian jasa layanan GSM indosat;

g. Sctiap perubahan alamat atau perubahan rekening bank/kartu krodit tenmasuk
tanggal berakhimya kartu kredit, wajib sepera diberitahukan secara tertulis
kepada Indosat.

Begitu juga dalam Perjanjian Berlangganan jasa GSM PT. Excelcomindo
Pratama, walaupun tidak menyatakan hak dan kewajiban komsumen dalam pasal
terientu namun ketentuan tersebut tertuang dalam bagian-bagian dalam peganjian
tersebut.

Untuk melihat kescimbanizan antara hak dan kewajiban konsumen denezan
operator sefufer untuk itu perlu difihar juga hak dan kewajiban operator sefufer
tersebut.

Dan pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen diatas, perlindungan
konsumen yang dibenkan melalur penjelasaan hak-hak konsumnen tersebut poda
dasarnya merupakan amanal dan Undang-Undang Perdindungan Konswmen,
namun jika kita cermati daiam hak-hak yang dibenkan kepada konsumen medalui
pegajian berlangganan diatas terdapat ketidakseimbangan antara hak dan
kewajiban konsumen. Hak Telkomsel, yaitu:

a. Menerima pambayaran atas layanan dasar dan/atau layanan tambehen dan ‘atau
layanan adminisiratif sesuai ketentuan Pasal 7 Penjanjian Berlangganan Jasa
Sefufer GSM Telkomsel, dan

b. Mcmcriksa perangkat telekomunikasi dani waktu ke waktu.

Sementaa Wy kewajiban Telkomsel hanya menyediakan layanan dasar dan
layanan tambahan scsum dengan kemampuan fasilitas telekomumikas: yang
divperasikannya dengan keienioan bahwa tidak dapat disediakannva lavanan
dasar dan‘atau layanan tambahan tersebut karena sebab apapun untuk dapat
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digunakan oleh pelanggan akan merupakan tanggungan dan resiko pelanggan
itn sendin dan karenanya Pelanggan melepaskan Telkomsel dan segala
turulan apapun.

Hak dan kewajiban Indosat, adalah:

a. Meacrima atau menolak permohonan yang diajukan oleh pelanggan;

b. Menenma pembayaran sesuai dengan program pemasaran yang berlaku, atas
pengajuan aphikasi berlangganan Jasa Layanan Scluler GSM Indosat yang
diajukan calon pelanggan atan wakilnya dan biaya-biaya tersebut tidak dapat
ditznik  kembali denpan alasan apapun apabila permohonan  aplikasi
besiangganannya ditolak atau pelanggan berhenti uniuk berlangganan jasa
Layanan Seluier GSM indosat;

¢. Sewaktu-waktu meninjau kembali Jasa Layanan Scluler GSM vang diberikan
beserta tarif-1anf yang bersangkutan;

d. Melzkukan pemutusan GPRS secara sepihak tanpa pemberitahuan terkebih
dahulu kepada pelanggan apabila GPRS dimaksud digunakan untuk keperiuan
yang persifar umum;

¢. Melakukan pemblokiran sepihak apabila pemakaian pelangean sudah melebihi
seyumlab nilai tertentu yang ditetapkan oleh indosat selama proses verifikasi
belum selesai dilakukan,

Sedangkan kewajiban indosat adalah menyediakan Jasa Layanan setuler
GSM sesuai dengan fasilitas telekomunikasi vang dioperasikanmya.

Untuk Perjanjian Berlangganan Jasa Seluler GSM Excelmoemindo scperti
vang dinyatzkan diatas bahwa ketentuan tentang bk dan  kewajiban
Excekomindo tidak dinvatakan dalam pasal tertentu, tetaps dituangkan dafam
setiap bagian dan perjanjian beriangganan tersebut yang pada dasamya isi hak dan
kewajiban Excelcomindo hampir sama dengan hak dan kewajiban Telkomsel dan
Indosat

Dant kewajiban pelanggan yang tertuang dalam Pegjamjian Berlanggaman
Jasa Seluler diatas, pelanggan berkewajiban untuk membayar sesual demgan
penggunaannya dan tanf yang berlaku. Klausula tersebut akan terkait demgan
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biava-biaya vang harus dibayar oleh pelanggan kepada operator scluler tessebut.
Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pasang sambungan, biaya bulanman, dan
biava pemakaian (meliputi air time, roaming (jclajah), pulsa lokal, pulsa
wunterlokal, dan pulsa internasional).

Terkart dengan besarnya tarif yang dikenakan tidak dicantumkan dalam
perjanjian, karena tarif vang dikenakan operator dapat berubab-ubah, dan
pelanggan harus tunduk pada tanf yang ditentukan operator wrsebut Di
masyvarakat perubahan tarif vang diberlakukan biasanya diinformasikan mclalui
iklan, begitu juga ketika operator tersebut memberiakukan tanf promo.

Kelemahan lain dz2lam Perjanjian Berlangganan Jasa Seluler mengandung
pembaiasan dan penghapusan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
konsumen. Yainy, jika operator sefuler telah melaksanakan kewajiban menurut
penanjian secara wajar, maka operator fidak bertanggung jawab atas tuntufan,
biaya-bwaya, kerusakan, kerugian atau tanggung jawab atas kenssakan atau
kerupan atay hilangnya harta benda karena atau sehubungan #engan layanan yang
diberikan. Dan operator hanya akan berlanggung jawab atas kerugian langsung
vang disebabkan oieh kegapalan memberikan layanan sebesar raz<ama
penggunaan pelanggan selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Keadaan itn tentunya tidak adi! bagi pelanggan, karena selain beban
tangrung jawab operator sehuler dialihkan kepadanys, juga terjadi panbatasan dan
pefushapusan tanggung jawab atas kerugian yang didenita oleh konsumen. Dalam
Pasal 18 ayat (1)) huruf a Undang-Undang Perfindungan Konsumen menyatakan
bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat danfatau penjanjian vang
menyatakaa peagatihan tanggung jawab pelaku usaha. Akibat hukum yang timbul
akibat adamya klausula baku yang meagandung pengalihan tangrung jawab pelaku
asaha adalah batal demi hukom sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18
ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Klausula lain yang merugikan pelanggan adalah klausula yang menyatakan
ketundukan pelanggan tcrhadap setiap dan seluruh perubahan, tambahan dan
pembahanan yang dilaksanakan olch operator seluler tersebut. Ketentuan terscbut
bertentangan dengan Pasal 18 awat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, yang menyatakan jarangan pelaku usaha mencantumkan kiausula

lintversitas ndonesia
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH Ul, 2008



81

baku berupa permyaiaan tunduknya konsumen kepada peraturan yang besupa
aturan baru, tambahan, lanjutan danfatau pengubahan lanjutan yang dibuat sepibak
olch pelakn usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Dan
akibat hukum yang timbul dengan adanya klausula baku yang melanggar Pasal 18
ayat {1) Undang-Undang Perdindungan Konsumen tersebut adalah batal demi
hukuwm, schingga konsumen tetap dapat menggugat haknya yang dirugikan atas
perubahan, tambahan dan pembaharuan yang dilaksanakan olch operator seluler.

Masalah beban pembuktian dalam Perjanjian Berlangganan fasa Scluler,
yang menyatakan bahwa “Biaya-biaya yang terhutang olch pelangpan kepada
operator seluler akan dihitung berdasarkan catatan, data yang dibuat dan dimidiki
oleh operator seluler dan perhitungan tersebut mengikat pelanggan sepenuhbnyva,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pelanggan™

Hal 1m berarti apabila fcrdapat kesalahan penghitungan, maka berdasarkan
klausula tersebut pelanggan harus membuktikan hal tersebut. Ketentuan tersebut
tdak melindungi pelanpgpan, karena akan sangat sulit bagi pelanpgan untuk
membukiikan kesalahan penghitungan tersebut.

Sementara itn umuk pelanggan yang menggunakan karn prabavar, demgan
membeli kartu perdana, menggunakannya dan meregistrasi nomor tersebut berarti
telah mengadakan peganjian dengan operator seluler tersebui walaupun tidak
dengan adanya sebuzh perjanjian tertulis. Dan terkait dengan tanif yang berlzku,
seperii vang tertuang dalam kartu perdana yang dibeli oleh pelanggan tersebut.
Jika kemudian terjadi pergantian tanf, maka pelanggan mengesahuinya fewar ikian
vang disampaikan pada masvarakat.

P. Pibak-Pihzk yang Bertanggung Jawab terhadap tklap Tarif Selaler

Membahas norma enk, hukum dan ranggung jawab dalam penkiaman,
bukanlah hal vang mudah dengan dasar dua pertimbangan. Pertama, kegiatan
peviklanan melibatkan banyak pelaku ekonomi, dalam hal i pengwsaha
pengiklan  (produsen, distnbutor, supplier, rctailer), pengusaha  periklaman,
organisasi profesi penklanan (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) dan

media perikianan. Di samping itu, juga melibatkan konsumen seiaku penerima
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informasi yang disajikan melalui iklan. dan pemerintah, Kedia, tmpat pesikianan
sendini dalam pembidangan hukum di Indonesia lebih banyak dikelompokkan
dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya kelompok hukum pers. Olch
karena tidak adanya Undang-Undang Periklanan , maka acuan singkat undang-
undang yang bisa digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966
ientang Keieniuan-Keteniuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-Undany Nomeor 2]
Tahun 1982 (disebut Undang-Undang Pokok Pers). '>

Pada penjelasan pasal 1 angka (2) undang-undang tersebut menyatakan,
bahwa-

“Penkianan merupakan usaha jasa yang di satu pibak merghubunskan
produscn barang dan jasa dengan konsumen di lain pihak menghubungkan
pencetus gagasan dengan penerima gagasan.”

Yang sering dipentingkan melalui praktek periklanan, vaitu oufpuwmu
berupe sefimg effecrmya. Artinya melalui ikian diharapkan adanya peningkaran
pemjualan produk barang dan jasa. Meskipun idealnya iklan it dirancang untuk
menyajikan informasi jujur dan bertangeung jawab, kreativitas yang disagikan
dirancany sedemikian rupa untuk “menembak” sist psikologis konsumen, bukan
rasionva. Dalam keadaan demikian, iklan tidak lagi scbagai  sazana
menjual’mempromostkan “milai (vaiue)” produk barang/jasa, meiainkan lebih
ditekankan pada kegunaan sekundemya berupa harspan. prestise, dan
kekhawatiran konsumen dalam kehidupannya sehari-hari '*

Karena iklan dikemas dalam berbagat wujud menank, seperti poster, film,
atau fagu (ingle), maka karva tersebut juga mengandung unsur sem. Hal inilah
vang terkadang membuat suiit menijai karena ada perbedaan sudut pandang agtara
ctika dan cstetika. Hanya saja keodali estetika dapt dijadikan alasan, tidak berarti
kreativitas pelaku usaha periklanan akan ditoleransi tanpa batas '?’

2 Yusuf Shofie, Perfindungun Koasumen dan insmumen-instamen Hudummya, ap.cit.,
hat 148;
'® fhid, hal. 149,
Y Shidacta Hidbum Perlindasgan Konsumen Indonesia, Cet. 3, (Jakarts, PT. Grasindo,
2006), hal 340
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Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konswmen
dikatakan bahwa pelaku usaha penklanan dilarang untuk memproduksi ikian
yang
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuvantitas, babhan, kegunaan, dan
hargn barang dan‘atau tarif jasa serta ketepatan waktn pencrimaan barang
dan/aiau jasa;

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;,

¢. Memuat mformasi yang keliny, salah, atau tidak tcpat mengenai barang
dan/atau jasa;

d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barany/atau jasa;

e Mengeksploitasi kejadian dan/aiau sescorang 1anpa izin yang berwenang aiau
persetujuan yang bersangkmnan;

£ Melanggar ctika dan/atau ketentuan peraturan undang-undang mengenai
penklanan.

Dan dalam Pasal 17 ayal (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha perikianan
diiarang meianjutkan peredaran ikian yang teiah melangpar ketentvan diaas. Dan
Pasal 17 ayat (2) tersebut juga dapat dilihat bahwa tanggung jawab wmuk
mehndungt konsumen dan iklan yang menyesatkan berada pada pelaku wsaha
peniklanan sehingga pelaku usaha periklanan tidzk boleh melanjutkan peredaran
tkfan vang tclah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1).

Dafam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Komsumen mengatur
bahwa pelaku usaha penklanan bertanggung jawab atas iklan vang diprodukss dan
segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal tersebut hanya
memberikan tanppung jawab kepada pelakv usaha periklaman jika iklan yang
diproduksinva menimbulkan akibat vang buruk bagi konsumen

Dalam Undang-Undang Perfindungan Konsumen tidzk dinyatakan secara
jelas siapa pelaku usasha penkdanan yang dimaksud Menurut Numadjito
mengatakan bahwa iklan scbagar media promosi yang menggambarkan produk
secarz auwdio visual atau melala media cetak yang diproduksi dan diperdagangkan
olels pemesan 1klan. Olch karena iklan merupakan media positif bagi konsumen
untuk memperofeh informasi yang dapat membedakan dengan produk fam, maka
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bisa dimintakan tanggung jawab kepada perusabaan pengiklan serta parusahaan
perikianan danfatau media penkianan.
Terkant dengan kreativitas praktisi peniklanan hendakmya memperhatikan
1uga asas-asas umum kode etik penklanan sebagai berikut:
a. klan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketertan
hudam vang berdaku;
b. iikdan wdak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat,
agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan;
¢. iklan harus dijiwai oleh asas persainpan yang schat.

Self-regudation ini memang kewcnangan masyarakaf profesi periklanan
sendii untuk melakukan tindakan ams berbagai prakiek perikianan yang
bertentangan dengan kode etk '*

Di tengah-tengah kekosongan Undang-Undang Periklanan, akan kebih
werhormat kiranya bila kaidahnorma itu ditegakkan melalis orpamisasi profesi
perikianan. Organisasi profesi lebih tahu, apakah suais klan menupakan
kreauvnas kompetitif ataw semu belaka. Diharapkan produk ikian yang dihastikan
peauh muatan kreativitas vang menjunjung tinggi asas-asas umum kode etik
penklanan.  Kreativitas iklan yang kompetitif, tidak lain kreafivitas yang
berorientasi Lonsumerisme.

Dari segi pemenuhan kebuiuhan barang dan jasa konsemen, idealnya iklan
dipandang scbagal sarana mewujikikan hak-hak Konsumen, kivususnya hak wotuk
mendapatkan informas) dan hak untuk memilih. Dikatakan pula perkianan
{advertising) merupakan bagian dan kegiatan pemasaran (marketing). Dani
kepiatan pemasaran produk, konsumen memperoleh informast mengenat manfaat
barang atan jasa bagl konsumen serta keuntungannya dibandingkan prodok-
produk sejenis lainnya. Dan sisi perusahaan pengiklan, terdapat kepentingan
peningkatan kuantitas pembcli barang atau jasa konsumen tanpa mempersoalkan
pembelian terscbut bersifat konsumtif atau tidak.

Karenz iklan merupakan hasil kera kolektf yang melibatkan bamyak
prhak, schingga merupakan tanggung jawab bersama. Iklan tidak akan permah

= riid %al. §50;
' Mbad, bak. 151;
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sampai pada masyarakat tanpa media, untuk 1tu media harus selektif dalam
memiih tkian yang akan dimuat atau ditayangkan. Media mempunyai hak wmuk
melakukan cck dan ncek, memilih dan memilah. Apar sesuai dengan profil
khalayaknya bahkan kalau perlu menolak pemuatan suatu iklan yang dianggap tak
sesuai dengan kode etik. Panmslah kalau media disebut sebagai saringan terakhir
{the last fdier) dari sebuah iklan. Kalau disini tidak terdetekss, terjadilah
pelanpgaran. Karena itu pengiklan, biro iklan, dan media secara bersama-sama
maupun sendin-sendin tkut memikul tanggung jawab terjadinya pelanggaan ctika
petikianan '
Senap pelaku usaha mempunyai tanggung jawab menunut peran dan

bobot keterlibaian masing-masing dan penyebaran pesan-pesan iklan, yaitu:'
a Tanggung jawab pengikian

* Memberikan informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai

produk yang diberikan kepada perusahazan periklanan.
¢ Termasuk ikut memberi arah, batasan dan masukan pada pesan iklan,
sehingga tidak terjadi janji yang beriebihan atas kemamporan nyata produk.

b Taaggung jawab perusahaan penklanan

Ketetapan wnsur persuast yang dimaksudkan dalam pesan iklan, melalui

pemilihan dan pemilihan informasi yang diberikan pengikian, maupun dalam

upava menggali dan mendayagunakan aktivitas.
¢ Tanggung jawab media penkianan

Kescpakatan antara pesan iklan yang disiarkan dengan nilai-nilai sostal budava

dan profil khalayak sasarannya.

Di negara maju, tanggung jawab dan segala akibat periklaman ada pada
pengikian. Dua aiasan utama yang melatarbelakangi ketentuan tersebea adalah:"™
a Pengiklan/produsen adalah pihak yang membiayai (menspomsori) pesan

periklanan. Dalam kasus penklanan pun pihak yang membiayai dianggap
memiliki motf paling tingg terhadap suatu perbuatan;

L fbid, ha) 118;

"Chwisthophorus Banmv, Perfindumean Komsumen Dolom  Proktek Ilan  Produk
Komeraia, (Tesis Magister Univessitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal. 115;

" Ied, bat. 120,
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b. Pengiklan juga dianggap mcrupakan ahli, atau pihak yang paling memahami
tentang suatu produk/atau jasa yang mereka pasarkan. Sehingga tanggung
jawab terbesar atas akibat penklanan dan produkfjasa terscbut swdah
sepantasnya berada di pundak mereka

Dengan demikian, maka terkait dengan iklan yang disampaikan kepada
masyarakat mutiak menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Setiap pelaku usaha
harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau dipcrdagangkan.
Tangguny jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tangsung gugat peaduk
sebagat tegemahan dan  kata  “preducls) lishility”, “product  fen)
aansprakelijkheid”, atan “prodicenten-hafiung™. Tanggung gugai produk ini
umbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dani “produk
yang cacat”, bisa dikarcnakan kekurangcermatan dalam memprodoksi, tidak
sesual dengan vang diperjanjikanjaminan, atau kesalahan yang difakukan oleh
pelaku usaha Dengan demikdan mnppung gugat produk imi bisa dikarenakan
pelaka usaha ingkar janji aiau melakukan perbuatan melawan hukum.”

E. Efektifitas Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Pada abun 1972 dikenal suatu konsep baru dalam dumia periklanan yang
discbul dengan  self regulation. Pada Kongres [mtermssimal  Adveriising
Association di Teheran tahun 1974, self regulation mencapai momentum yang
baik untuk menyebar ke selurvh dunia. Pada dasamya konsep self regidation ini
mencakup hal penting, vaitw: 1
a. Melindung konsumen secara efekuf dan iklan yang menyesatkan (misleadmy:

advertisementy,

b. Melindungi produsen secara efekuf dani persaingan curang.

¥ Rackmadi Usman, Hukwmn Ekonomi dalam Dinamika, (Jakasta: Diambatan, 2002),
hal 217,

" Oeger Maissa, “Porlindwgun Konsumen Terhadop Jefermas JHan Vg
Memyesatkan™, (Tests Magister Universitas Endonesta, Jakarta, 2006), hal. 26;
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Di Indoncsia self regulation ini ditsangkan dalam bentuk suatu Kode
Etik Perikiapan Kode Etik im1 dimaksudkan untuk menciptakan persamaan sikap
vang merata dikalangan scmua prhak vang berkepentingan dengan tklan. Kode
etik int menentukan hal-hal yang boleh atau dilarang untuk dilakukan dalam dunia
periklanan Dengan kode ctik periklanan ini, maka semua pthak yang
berkepeniingan dengan periklanan secara suka rela dan aias inisatif sendin
membangun semacam “pagar” yang membatasi tindakan bisnisnya.

Tata krama dan tata cama periklanan merupakan kode ctik dalam
penklanan Dimana tata krama dan tata cara periklanan merupakan self regulation
(regulast sendiri) dalam bidang periklanan Sarana yang tngin dicapai dengan
adanya regulasi sendiri tersebut adalah untuk menjaga citra usaha aiau profesi
mercka yang rerlibat dalam suam usaha atau profesi tersebut ™ Begitu juga
halnva dengan Tata Krama dan Tata Cara Perilanan sclain untuk menjaga citra
usaha dan profesi dalam bidang perikianan sehingga tanggung jawab sosial dan
perlindungan terhadap nilai-nilai budaya bangsa dapat terlindungi.

Tala Krama dan Taia Cara Perklanan yang menjadi acuan bagi
perikianan di indonesia pada dasarmva mengandung substanst yane cukup baik,
dengan mengatur dari segi substansi periklanan sampai dengan mengatur
hubungan-hubungan antara vnsur-unsur yang berkepentingan dalam periklanan
dan juga komist yang bekerja untuk menampung masalah-masalah yang timbul
dalam pelaksanaan Tata Krama dan Tata Cara Perikianan.

Namun saat ini Tata Krama dan Tata Cara Periklanan rersebut tidak dapat
berjalan dengan baik. Karena bisa kita lihat iklan yang dimformasikan kepada
masyarakal scmakin banyak yang menyalahi Tata Krama dan Tata Cam
Periklanan yang berlaku

Pada dasamya secara substansi Tata Krama dan Tata Cara Penklanan
cukup batk dan juga merupakan penegasan dari undang-undang vang tevkait,
namun kelemahan darn Tata Krama dan Tata Cara Peniklanman terscbut terdetak
pada tidak adanya kejelasan sanksi yang akan diberikan olch orgamisasi profesi
terhadap pihak-pihak yang melanggar Tata Krama dan Tata Cara Pexzklanan dan

™ A. Z. Nasusion, op.cit hal. 203;
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lemahnya instumen-instrumcn  yang mencgakkan Tata Krama dan Tata
Penkianan Cara.

Scharusnva dengan adanya Kode Etik Periklanan schagai self-regulatoon,
organisasi profesi penklanan seyogyanya tidak hanya mengoatrol saja, melainkan
juga mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode
etik. Tampaknya pelanggaran terhadap kode etik ini jarang terdengar adanya
tndakan pelanggamya dipublikasikan, schingga masyarakat bertanya-tanya
tindakan apa yang diambil akibat pelanggaran terscbut.’” Schingga Tata Cara dan
Tata Krama Penklanan menjadi kurang efektif

G. Usaba-Usaha vang Dapat di Tempuh Konsumen atas Iklan Tarif Sefaler
yang Merugikan

Kemugian yang dialami oleh konsumen merupakan alasan untuk terjadinya
senghketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Sengketa konsumen terjadi
karena adanva ketidakpuasan konsumen ierhadap barang Jan/alas jasa aiau
kerugman yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang ztau
fasa.

Sebelum Undang-Undang Pedinduncan Konsumen lahir, satu-satunya
lembaga yany discdiakan untuk menyelesatkan sengketa konsumen adslah metalui
guggian di pengadilan tidak akomodaiif dalam menampung sengheia konsumen,
karena mahai, lama, dan terialu birokratis."

Dalam hal keluhan yang terjadi oleh konsumen pengguna jasa
telekomunikasi seluler, operator seluler menyediakan layanan conswmer service
untuk menampung dan mentndaklanjutt keluban konsumen. Masalah zkan timbul
ketika konsumen masih merasa tidak puas terhadap penyelessian kerugian vang
diaiamni ofeh konsumen.

Konsumen yvang mcrasa bak-haknya telah dilanggar temscbut perlu
mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal terkan dengan
telekomunikasi seluler, maka konsumen dapat mengadukan ketidakpuasammya
kepada costumer service yang dimiliki oleh masing-masing operator. Jika

YT Yuauf Shofie, ap.cit.;
" Abdul Halim Barkatulah, op.cit, hal. 119;
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konsumen tctap merasa tidak puas, maka konsumen dapat meminta bamtan
kepada Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk meminta
bantuan hukum atas bisa langsung menyclesaikan masalahnya ke Badan
Penyelesatan Konsumen (BPSK).

Sclain itn konsumen juga dapat mendatangi Sub Direkiorat (subdit)
Pclayanan Pengaduan di Dircktorat Perlindungan Konsumen, Departemen
Perdagangan. Sebagaimana dijelaskan dalam websife resminya, konsumen yang
akan mengadukan masalahnya bisa melalui fasilitas scbagai berikut:*?

a Melalui tefepon
Xonsumen dapat mengadukan masalahnya melalui telepon kepada Direktorat
Periindungan Konsumen Dan selanjutnya Dircktorat Pedindungan Konsumen
akan menangani segala pengaduan konsumen yang sepenuhmya menjadi
tanggung jawabnva.

b. Datang langsung
KXonsumen bisa membawa pemmaselahannya langsung ke subdit pelayznan
pengaduan di Direkioral Perdindungan Konsumen dengan iesiebih dabulu
mengtsi iormuiir dan mengueratkan kronologis singkat permasaiahan yang
dihadapi.

¢. Media massa
Pengaduan melalu media massa, khususaya surat pembeca bisa diterima oleh
Subdit Pelavanan Pengaduan Direkiorai Perlindungan Konswmen. Sarat
pembaca itn harus memthki identitas, masalah yang diajukan mengandang
gejolak sosial, apa vang dilakukan berdampak pada keamanan, kenvamaman,
dan keselamatan konsumen, swrat pembaca tersebut dikumpelkan dalam
bentuk kliping sebagat data awal yang akurat, dan perls mengamdang kedua
belah pihak baik konsunxn maupun pelaku usaha.

d. Intemnet
Peagaduan lewat internet juga dipetbolehkan. Pengaduan melalui imernetakan
daindaklaniuti  dengan caa  mengklasifikasikan apa  permmsalahaomya,
dilakukan pengecckan identitas agar jelas siapa yang menpadukan, atan bisa
Jjuga langsung ditanggapi melatoi infernet.

" Yappy Susanto, Hak-Hek Kowsamen Jika Dirugikan, (Jakata: Vist Media, 2008),
al. 57-59;
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¢. Beniuk Pengaduan
Konsumen bisa mengadukan haknya ke Subdit Pelayanan Penpaduan di
dircktorat Perdindungan Konsumen, baik dalam bentuk pengaduan tertulis

maupun pengaduan secara lisan.

Dalam bidang telekomunikasi scluler, biasanya kerugian yang dialami olch
konsumen bukanlah jumlah yang besar schingga sangat udak cfekuf mka
konsumen mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kecuali
Jika gugatan yang diajukan tersebut dilakukan oleh sckelompok masyarakat
karena biayz dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengadean
konsumen icrscbut Schingga Keberadaan consumer service masing-masing
operator seluler sangatlah penting untuk menindaklanjuti dan memyelesatkan
kerugian yang dialami olch konsumen.

Selain dengan keberadaan consumer service masing-masing perusahaan
jasa welekomunikasi seluler tersebug, pada dasamya penyelesaian sengketa sang
dapai ditempuh oleh konsumen dapai dibagi menjadi dua, yaitu'*

a. Penyelesaian sengketa secara damat.

b. Penvelesatan melalui lembaga atau instanst vang berwenang.

Dengan demikian, penyelesaan senghketa yang timbul antama konsumen
dengan pelaku usaha jasa ielckomumikasi seluler vang diselesatkan melalu
consumer service masing-masing perusahaan merupakan wpaya penyelesaian
sengketa secara damai. Namun jika cara tersebut konsumen masih merasa
dirugikan, maka konsumen dapat mencmpuh cara yang kedua, yaitu depgan
menyelesatkan melalui lembaga ataw instansi yang berwenang, dalam hal ini bisa
ke Subdit Pelavanan Pengaduan di direktorat Perlindungan Konsumxen, BPSK,
ataupun Pengadifan.

'8 A Z Nasution, ap.cit,, hal Z32;
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BADB IV
PENGAWASAN TERHADAP IKLAN TARIF JASA SELULER D1
INDONESIA

A Pihak-Pikzk yang Mceaogawast Iklan Tarif Jasa Seloler di Irdoncsts dan

Seatuk Pengawasinnva

Pembenaran ekonomi secara positif terhadap periklaman yang berakibat
pada kecendenumpan tingkat kemakmuran dan standar hidup suatu pepara, tida
sepeauhnyz begalan mules. Banyak pihak, terutama kalangza prakiistintelektual
peodidikan menganggap institusi dan kegiatan periklanan sebagai sesuatu yang
ndak bermoral, parasit, mengagungkan nilai-nifai yang sesungguhnya ndak benar
dan mcmpengaroh orang untuk membeli barang-barang yang schemamya tidak
wmereka  butubkan atas yang tdak teqanckau harganya. Nanwm, kalangan
pengknuk penkiaman cenderumy membuat suatu kesalahem besar yamg amnat
fundamenial, mercka menyalahikan alatnya (vakni periklanan), bukan pembuatnya
{yakni orang-orang vang membuat dan memanfaatkan ikian). Karena
sesungguhnya tidak ada yang salah dengan iklannya (sebagai snatu institusi. &klan
sepenuhnya bersifal netral; ia bisa positif atanpun negatif berzantung dani orang-
omang yang menyentuhnyz), tetapi para pembuat ikiznizh yang  sening
mensalahpgunakan ikian, baik secara sengaja maupun tidak sengajam

Pengawasan terhadap penklanan melalun perangkat hukum nonmanf dalam
rangka perwujudan perlindungan konsumen merupakan media  dalam
mengakomxdasi kepentingan konssmen dalam owlindungt dini dadi iklan atau
informasi yang dapat merugikan konsumen. Karakienstik-karaktenistik wiama dan
pengawasan hukum, melalui penciapan berbagai undang-undang dan atoran
tercermin dari:**

a Pasal bukum atau peraturan fertulis yang menyatakan secara fegas babwa
pemasang  iklan harus tunduk pada alau mengutamakan kcpentingan
masyurzkat, Jdengan sankst demda atzu kurungm pemarg jika  terbukti
mlakukan pelanggaran;

T

Yaufik H. Simampang, op.cil, bl 29,
2 M
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b Peraturan hukum diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal ilegal vang samula
tersembunyi;

¢ Makna dan paling tidak scbagian, pasal dan undang-undang sangat bergamong
pada interpwetass pengadilan dan baru efektif sampai timbal kasos solid umtuk
dijadikan preseden.

Berdasarkan Kketentuan dalam pasal 30 ayat (i) Undang-Undang
Pefindungan  Konsumen  dinyatakan bahwa  pengawasan  terhadap
peayelenggaraan perlindunzan konsumen serta pencrapan peraturan perundang-
undengannga  discleaggarakan oleh pemerintah, masyarzkat, dan  lembaga
pertindungan konsumen swadayva masvarakat. Dengan demikian ada 3 pihak vang
dapat mengawasi penyelengzaraan perfindungan konsumen, yaitu:

a Pemenntah;
b Masyarakat, dan;
¢ Lembapa Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Seiain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketenan
tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konswmen
juza diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200! tentang
Pembinaan dap Pengawasan Penyelenggrazn Perlindungin Konswman

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan  penyelengsaraan  perdindingan  konsumen, maka  pemeniomah,
masvarakat, dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Nasayarakat
{LPKSM) juga harus mclakukan pengawasan dalam hal penklanan, datam hal ini
juga termasuk 1kian tanf jasa seluler yang dunformastkan pada masywrakat.

Selain ketiga pihak diatas, tenfumya dalam melakokan pengawasan
terhadap ikian juga dilakukan oleh Komisi Tata Krama Perikianan Indonesia vang
dibentuk berdasarkan Tata Krama dan Tata Cara Penklanan.

Uniwersitae indonesia
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f. Pemenniah

Adanya keterlibatan pemenntah  dalam pembinzan  penyelenggaraan
pedlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal tersebut, didasarkan pada
kepentingaa yang dramatican oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 baliwa
kehadiran megara antara lain wntuk mensejahierakan mkyalnya.m Selain
diamatkan oieh Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan yang dilakukan oleh
pemenntah  juga merupakan amamat dan Undang-Undang  Perlindongzn
Koosumen

Berdasarkan  teon  goveremment reguloted murket  pluce,  paaman
pemeniniah sangat dibutubkan untuk melakukan fungsi kontrol alas pencrapan
periindungan konsumen dan menjaga ikiim berusaha.

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdindungan Konsumen
menyatakan  bahwa - pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan
peayelenggaraan  pedindungzn Koasumen yang menjamin diperolehnya  kak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban kossumen dan
pelaku usaha.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindimean
Kaonsumen tersebut, dalam Penjelasan Umum  Undang-Undang  Perdindungan
Koasumen menentukan, fakior utama yang menjadi kelemakmn komsumen yaitu
tingkat kesadaran akan haknva masih resdah, yang ulama disebabkan oleh
pendidikan vang masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Pedindonsan
Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan
Lombaga Porlindungan Xonsumcen Swadaya Masyarakat (LPKSM)  wmtuk
melakukan  pemberdayaan konsumen melaln pembinaan dan pendidikan
konsumen.**?

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Perimdungan Konsumen
terschwt, moka adanya tanggung jawab pemenntah  atas  pembtnaan
penyelenggaran  pordindungan  konsumien tidak  lain  domaksidkan  wsuk
memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran, pelaku usaha
dengan pnnsip ekonominya, menjadikan konsumen mendenta kerogian

8 Almadi Miru daa Sutarmaz Yodo, opcit, hal. 180;
VS Thid,
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karenanya. Pemberdayaan konsumen terscbut, sesuai asas keadilan dan
kescimbangan, tidak boleh merugikan kepentingan pelako uwsaba Hal ni
dinyvatakan wmea dalam Penjclasan Umpm  Undang-Undang  Pedindvmgan
Koansumen bahwa, piraati hukum yang melinclungi konsumen tidak dimaksadkan
untuk meratikan usaha para pelaku usaha) te1api sebaliknya melalui pedindunsan
xonsumen tersebui dapat mendorong iklim berusaha yang schat, dan lahumya
perusahaan yang tangpuh dalam menghadapi persaingan melalw penyediaan
barang dan/atau jasa vang berkualitas.

Jadi dengan demikian peran pemerintah dalam mebkukan pembimaan
techadap penyelenggaraan pedidungan konsumen tidak kamya ditujukan wituk
melindungi kepentingan konsumen semata, namun juga untuk melindungi pelaku
usaha dan persaingan. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan
petlindunean konsumen tersebut dilaksanakan oleh menten dan atau menten
teknis teskait

Pembanaan penyelenpgaraan perlindungan konsumen meliputs upyz "’

a Terciplanya ikiim usaha dan twnbuhnya hubungan yang sehai aniara peiaku
usaha dengzn konsumen:

b Rerkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

¢ Meningkainya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan
penchitizn dan pengembangan & bideng perlindimgan konsiemen

Adapun upaya-upava tersebut secara ieknis diatur dalam Pasal 4, Pasal 3,
dan Pasal 6 Peraturan Pemermtah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyclenggaraan Pertindungan Konsumicn. Dalam Pasal 4 poraturan
pearetiniah tersebut dimyatakan bahwa upaya untuk menciptakan ikiim usaba dan
menumbuhkan bubungan vang schat antara pelaku usaha dan Konsomen.
Pemenntah harus melakukan:

a peoyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
b. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang borkaitan
dengan perlindungan konsumen;

" fndonesiala), Penjelasan alincake 7;
Y IBid, Pasal 29 ayat (2),
itsd, Pasal 29 ayat (4);
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¢. peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kuahtas sumber
daya manusia dan lembaga,

d. peningkaton pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terbadap
bak dan kewajiban masing-masing,

¢ peningkatan  pemberdayaan  konsumen melalui  pendidikan, pelatihan,
Keicrampiian;

f penclitian terhadap barang danjatau jasa beredar yang menyanpkut
perlindungan konsumen;

& peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;

b peningkzlan kesadaran sikap jujur dan langgung jawab pelaku wsaha dalam
Mmemprodukst, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan meajual
barang dan- atau jasa; dan:

1. pemngkatan pemberdavaan usaba kecil dan mencngah dalam memenuhi

standar muty produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan
Klausula baku

Sementara 1w uwpava umuok mengembangkan Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadava Masyarakat harus dilakukan:

a. pemasyarakalan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan
demgan perlindingan konsianen;

b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM metalui
pendidikan, pelatthan, dan keterampilan;

¢. memnghkatkan kegiatan peneliian dan pengembangan di bidang perlindunean
konsumcn yang dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta
meningkatkan kegtatan penelitian dan pengembangan di bidang pedindencan
konsumen, pemerintah harus melakukan:

a. poningkatan kualitas aperat peayidik pegawar ncgen sipd & bidang
perlindungzn konsumern;

b. peningkatan kualitas tenaga penchiti dan penguji barang danatau jasa;

c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan

Universitas ndonesia
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d peaclitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang
davatau jasa scrta penerapanmnya

Fungsi dan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam bidang
pestklanan adalah sebagas berikut:
a Pemeriniah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan periklanan
b. Pembinaan penyelenggaraan perikianan dimaksud untuk:
¢ Melindungt konsumen dari dampak negatif yang disebabkan penviaran ikian
yang tdak batk dan tidak benar;
» Miengembangkan perikianan yang berbudaya, jujur, dan bertangzungjawab;
¢ Mengembangkan profesionalisme bagi para pelaku usaha perikianan;
» Terciptanya iklim usaha yang sehat dibidang periklanan.
¢. Dewan Pers dan Xomisi Periklanan Indonesia turut membantu Pemerintah
dalam mengembangkan perikianan vang baik, efisien, dan efektif,

Dalam penjelasan Peraturan Pemerniniah terschut pembinaan terhadap
pelake usaba dan pengawasan terhadap bamag dan/atau jasa vang beredar di pasar
udok semata-mata ditujukan untuk melindungl kepentingza konsomen fetapi
sckaligus bermaniaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkaikan daya saing
barang dan’atau jasa di pasar global. Disamping itu, diharapkan puia tumbubmya
hubungan usaha yang schat antara pelaku usaha dengan komsumen, yang pada
gilirannya dapat menciptakan iklim usaba yang kondusif

Sclain sebagar menuliki tugas pembinaan terhadap penyelengearazan
peilindungan komsumcn, pemeriniah juga memiliki tugas sebagai pengawas
terhadap penyelenggaraan periindungan konsumen Ketentvan tersebut terdapat
dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan
babws pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan kefeptuan peraiwan perundang-undangannya diselenggarakan oleh
pemernintah, masvarakat, dan Jembaga perlindungan Xoasumen swadaya
masyarakat.
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Isi pasal terscbut membenkan tugas kepada pemerintah untuk melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pedindungan konsumen serta pencrapan
ketenfuan peraturan perundang-undangannya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam pa<al 8
ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 temang Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Perlindungan Konsumen yang menyaiakan babwa
pengawasan oleh pemenntah dilakukan terhadap pelaku usaba daiam memenuhi
standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku,
serta pelayanan pumna jual barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) pasal tersebut
meayatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakekan
dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang
danvatau jasa.

Jadi bentuk pengawasan vang dilakukan oleh pemenmah adalah
mesyangkut standar mutu produkss barang dan/atau jasa, pencantuman label dan
klausula baku, serta pelayanm pumna jual barang dan/atau jasa yang dilakukan
dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang
danvaiau jasa.

Sebagaimana tugas pemenntah untuk  melakukan  pembinaan
penyelenggaraan  perlindungan konsumen dalam  bidang periklanan, maka
pemenntah juga mempunyar tugas untuk melakukan pengawasan dalom bickmg
penikianan, agar tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bidang penikianan tidak
merugikan konsumen.

Namun terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemenntzh dalam hal
tarif jasa baik dan scgi penctapan ataupun klan yang dimformasikan kepada
masyarakat ©1dak ditentukan secara langsung.

Pasal-pasal yang mengatur tentang tugas pembinaan dan pengawasan dari
pemerimtah dalam periindungan konsumen didasarkan pada asas keseimbangan
kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan pegara terhadap
kcgiatan ckonomi."*

Jika itz lhat sast im, tklm tanf seluler yang dimformaskan kepada
masyarakat, sudah sampa) pada titk membingungkan masyarakat selungga sangat

¥ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cit., hal. 190;
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dipcriukan peran pemernintah. Dalam hal peran pemerintah scbagai pembina, maka
pemerintah sudah selayaknya untuk menyusun kebijakan yang terkait denmgan
iklan tanf seluler. Karcna dengan menyusun kebijakan yang terkan dengan iklan
tanif seluler dapat melindungs konsumen pengguna jasa seluler atas iklan tanf jasa
seluler yang menyesatkan Schingga dengan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah dapat menciptakan siandar bagi iklan tanif seluler vang diinformasikan
kepada masvarakat.

Keterlibatan pemerintab  dalam  hal pembinaan  dan  pengawasan
penyelenggaraan perlindungan kossumen, dalam hal ini jupa termasuk funpsi
pemerintah membina dan mengawasi infonnasi yang disampaikan pelaku esaha
melatui ikian kepada masyarakat merupakan perwujudan dari asas keseimbangan
kepentingan dan terutama asas campur mngan negara ferhadap kegiatan
ckonomi. ***

Tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dari
aspek 1kian f2mnf jasa telekomunikas seluler akan melibatkan kembaga atau badan
yang dibeniuk oleh pemenniab sendin, yanu Badan Reguiasi Telekomummkasi
(BRTI) dan juga Komisi Penviaran indonesia (KPI).

a. Badan Regulasi dag Telekomaaikasi Indonesia (BRTY)

Dalam hal pcmbinaan dan pengawasan terhadap ikdan tanf jasa sciuler
yang beredar di masyarakat, adak dagat difepaskan dan pengawasan pewenniah
terthadap 1arif jasa selufer yang diterapkan oleh operator seiuler. Untuk
menjalankan tugas pengawasan atas penvelenggaraan  telekomunikast  di
Indomesia, pemerintab melalui Keputusan Menten Perhubungza Nomor 31 Tabun
2003 tcntang Penctapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indoncesia (BRTI)
dibenfuklah Badan Regulast Telckomunikasi Indonesia (BRTI) scbagai badan

regulasi mandiri vang datharapkan dapat melindungi kepentingan poblik dalam

" Asas kesstmbangan kepentingan dan tentama asas camprr tanuan mewara teckadap
begisian ekovoar, dalam sefarsh hulmn ekocom, telah dipeditiatkan weindaya ol Peaserintali
Perancis dan pemenniah di negara-tegara tropa lamnya, berkensan demgan masuknya koasep
nepara kesejafweraan (walfare state), yanmg mewapbkan negara secara ainf mwsyelengearakan
kepentingan wausm schingea paradigma liberal yang menyerahkan kepada kepentingan individu-
wdivids sendint untuk wengurus kebutubankebutuhan dan kepentinganaya, diwbah welalui
berbaga: peraturan di bidang hukum asministrasi negara terdapat dolam Absmadi Miuw dan
Sutarman Yodo,oncit, hal. 190;
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hal ini konsumen telekomunikasi dan juga mendukung serta melindungi kompetisi
bisnis relekomunikast. Badan Regulasi Telekomunikasi Indomesia (BRTT) tersebut
cibentvk  pada tangpal 11 juhi 2003 yang diharapkan dapat menciptakan khm
berusaha yang sehat dan kondusif dalam bidang telekomunikasi.

Adapun vist BRT! adalsh untuk menjamin adenya wanspesansi,
independensi dan prinsip keadilan dalam penvelenggaraan teiekomunikasi mentiiju
peningkatan kesejahteraan masyarakat " Sedangkan misinya adalah:

a Menciptakan pasar penvelenggara telekomunikasi di Indonesia berdasarkan
petsaingan yang schat, berlanjut, dan setama;

b. Meaciplakan tklim usaha yang kondusif serta mencegah teradinya peakick
persaingan vsaha tidak sehat;

¢. Mewujudkan prasarana dan pefayanan telekomunikasi yang handal bagi upaya
peningkatan kemakmuran rakyat dan daya saing ckonomi nasional dalam cra
masyarakat informasi, dan;

4. Melindung kepentingan konsumen dalam hal jasa iefekomumkasi yang
ditenma, harga yang harus dibavar.

Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa tujuan dad diberguknya BRT1
adalah untuk melindungi konsumen dalam hal jasa telekomunikasi yang diterima
dun harga yang harus dibayar.

Didatam Keputusan Menten Perhubungan Nomor 31 Tahun 2083 jo
Peraturan Menten Komunikasi dan infomatika Nomor
24/Per!M.Kominfo/11/2005 didefinisikasn  BRT! adalah Digen Pos dan
Telckomunikast dan Komite Regulasi Telckomunikast Komge Regulasi
Telekomunikasi merupakan sckelompok omang yang memenuhi syarat yang
ditetapkan dJengan  fugas bersama-sama  Direktorat  Jendral Pos  dan
Telekomunikasi menjalankan wgas BRTL. Anggota Komite Regulasi
Telckomunikasi (BRTI) begumlab ganjil sekurang-Kurangnya S orang dan
schanyak-banyaknya 7 orang, dengan 2 orang diantaranya dan unsur pemcerinizh.

Adapun maksud dibentuknya badsn ini adalah untuk lebth menjamin
adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan

Y Badan Regulasi Teliekomunikasi Indonesia (BRTY), 8 Desernlber 2008
<http frevww bt or id>;
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jaringan tckekomunikasi dan penyelenggaraan jasa tclckomunikasi baik dalam

fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pemyelenggaraan janngan

telckomumikasi dan penyclenggaraan jasa telckomunikasi *** Scdangkan tujuannya
adalsh untuk meningkatkan kinesja pelayanan dalam penyelenggarsan janisgan

telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 2

Fungsi dan wewenang BRT1 berdasarkan Keputusan Menteri Peshubungan

Nomor 31 Tahun 2003 (stbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten

Komunikasi dan Informatika No. 25/P/M.Kominfo/1 1/2005), adalah:

a. Penpgaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketenhmn penvelenggaraan
janingan ielekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomanikasi, yang zatara
lain melipti:

* Penzinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan
1asa telekomunikast;
+ Standar kiresja operast,
* Siandar kualiias layanan;
e Biaya mterkoneksi;
Standar alat dan pengakat telekomunikasi.
b. Pemgawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekommaikasi dan

penyelenggaraan jasa lelekomunikasi, yang anatara lain mefiputi:
e Kinena operasi;
o DPersatngan usaha;
» Penggunaan aiat dan peranghat telekomunikasi.
¢. Pengendahian terhadap penyelenggaraan  jaringan  telekomumikasi  dan
penyelenggaman jasa telekomuntkast, antara lain:
» Penyclesaian persclisthan antara penyclenggara jaringan telckamunikas dan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
e Pengadaan alat dan perangkat telekomuntkast;
» Pencrapan standar kualttas layanan.

'Depariemen Komunikasi dan Informatika, Peraturan Memeri Konmnikas dan
Infosmnatika Nomor 25/P/A Kominfo/) 5372005, Pasal 2;
2bid, Pasal 3;
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Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, anggota BRTI bebas dari
segaia kepentingan dan putusanmya semata-mata untuk kepentingan publik
Keputwsan BRTI ditwangkan dalam Keputusan Dircldorat Jendral dan harus
melaparkan basil pelaksanasn tugasnya kepada Menteri Kommnikass dan
Informatika setiap tiga bulan atan setiap saat apabila memang dibutohkan

Fungsi dan wewenang BRTI dalam Keputusan Menteri Perhubumgan
Nomor 67 Tahun 2003 adajah:

a. Fungsi pengaturan

¢ Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa
teickomunikasi vang dikompetisikan sesuai dengan Kebijakan Mesten
Perhubungan;

* Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasional
penggunaan janngan dan jasa telekomunikasi.

¢ Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkonekst;

e Menyusun dan menetapkan ketentuan temtang standardisasi alat dan
perangkat telekomunikasi

b. Fungst peagawasan

» Mengawast kinerja operasional penyelenggaraan jaringan dan  jasa
telekomunikasi vang dikompetsikan;

e Mengawast persaingan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasy dan
penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan;

e Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelesggarzan jaringan
telekomunikasi  dan  penyelenggaraan  jasa  telekomumbkasi  yang
dikompenstkan.

¢. Fungst pengendahian
s Memfasilitast penyelesaian perselisthan;
e Memantau penerapan standar kualitas layanan.

Berdasarkan Keputusan Menten Perhubungan Nomor 67 Tahun 2003
terscbut dapat dilihat bahwa BRTI berwenang untuk menyusun dan menctapkan
ketentuan teatang biaya interkoneksi. Dengan demikian maka BRTI harus melihat
apakah operator seluler dalam hal ini telah menerapkan tanf jasa seluler sesuai
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dengan yang ditentukan, dan juga apakah biaya yang tctapkan olch oparator
sefufer yang disetujui oleh BRTI tersebut sesuai dengan apa yang ditklankan pada
masyarakat.

Iklao yang diinformasikan kepada masyarakat atas iklan tanf sclaler
tersebut sangat berkaitan dengan persaingan yang akan tercipta andara opetator
seluler dan juga menyangkut hak-hak konsumen untuk mendapatkan harga yang
lavak.

b. Komisi Penyiaran Indoacsia (KPI)

Komisis Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga negara yang
independen. Komisi Penyiaran indonesia (KPI), berfungsi untuk mewadahai serta
mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya
tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPT), berwenang untuk melakukan:'>
a meaelapkan stamdar prozram siagan;

b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

¢. mengawasi pelaksanaan peransan dan pedoman perifaku penylaran erma
standar program staran;

d  memberkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedasman perslaku
payiaran seria standar program siaran,

€. melakukan koordinasi dan/alau kerjasama dengan pemerniniah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, adaiah:
a. menjamin masyarakat uniuk memperoleh mformasi yang layak dan benar
sesuai dengan hak asasi manusia;
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
¢. ikut membangun iklim persaingan yang schat antarlembaga penyiaran dan
industri terkait;
d. memelibara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan sembany;

2 Indonesia (c), o cit, Pasal. 8 ayat (1),
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c. menampung, mencliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, sarta kntik
dan apresiast masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan

f menyusum perencanaan pengembangan sumber daya mamrsia yang menjamin
profesionalitas di bidang penyiaran.

- -- Dan pasal diatas, dapat dilihat bahwa salah satu tugas dari Komisis
Penytaran Indonesia adalah untuk menjamin informasi yang diperoleh masyarakat
merspakan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
Dengan amanat tersebut, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat mengawasi
iklan wanf jasa seluler yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media
penyiaran. Karena dengan tedindunginya masyarakat dari iklan yang menyesatkan
berarti melindungi masyarakat dari informasi yang tidak layak dan benar. Ketidak
layakan iklan tersebut berupa iklan yang melanggar Pedoman Perilaka Penyiaran
dan Standar Program Siaran, sementara itu iklan yang tidak beaar adalah iklan
yang memboioht masvarakai

Komisi Penyiaran Indonesia menjadi sangat penting untuk melakukan
pengawasan terhadap iklan tanf jasa seluler, karena lembegz siaran merupzkan
kuncs bags informasi yang didapat oleh masyarakat. Jika lembaga siaran tersebut
mematuhi Pedoman Perilaku Penyviaran dan Standar Program Siaran serta
peraturan-pesaiuran ierkail, maka mionnasi vang sampai pada masvarakal Ldak
akan mungkin informasi yang tidak layak dan tidak benar. Sehingga fungsi
control Komisi Penyiaran Indonesia sangat penting untuk mewujodian hak-hak
konsurnen atas informasi yang layak dan benar.

Dan gambaran tentang peranan pemenntah diatas serta keterkaitannya
dengan pemenntah dalam peran pemenntah untuk menentukan formula tanf dan
menjadi pihak yang mengawasi dan mendapatkan faporan berkala atas tanf yang
digunzkan olch operator scluler, seharusnya pemerintah adalah tombak vang
paling ampuh untuk mewyjudkan perfindungan terhadsp pengsuna  jasa
tcickomunikasi sciuicr. Dengan adanya kewcenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan akan menjadikan pemenntah lebih ditaah olch
operator seluter.
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1. Masyarakat

Dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga
meogamanatkan  masyarakat  unfuk  melakukan  pengawasan  tedadap
penyelenggaraan  perdindungan  konswnen. Dalam ayat (3) pesal tessebut
menvaiakan bahwa pengawasan yvang dilakukan oleh masvaraka: dilakukan
terhadap barang dansatau jasa yang beredar dimasyarakat.

Pasal 9 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumes mengatur bahwa
pengawasan yang yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara
penclitian, pengujian, dan atau swrvei. Aspek pengawasan ilersebul meliputi
pemuatan informasi temang resiko penggunaan barang jika diharuskan,
pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam prakiek duonia
usaha

Dengan kewenangan vang diberikan oleh undang-undang dan peraturan
pemerintah rersebur, maka masyarakat berwenang untuk mejakukan pcr;gawm
terthadap iklan vang diinformasikan. Dan hasil pengawasan masvarakat tersebut
dapat discbarluaskan kegpada masyarakat dan dapat disampaskan  kepada
pemenintah.

Namun keberadaan masyarakat sebagai pengawas ierhadap iklan vang
diinformasikan oleh pelaku usaha kepada khalayk ramat, tidaklah begitu efekif,

hal ini dikarenskan pendidikan masyarakat masih sendah dan kemampoan
masyarakat untuk mclakukan pengwgian tcrhadap iklan yang diinformasikan juga
sogat terbatas.

Seharusnyva vang lebih peduli atas hak-hak konsumen adalah masyarakat
sendir, karena setiap anggota masyarakat adalah konsumen. Dengan terciptanya
masyarakat vang terdidik dar terbina dengan baik terkan denger hak-heknya
scbagat konswmnen, maka hak-hak konsumen akan terjamin. Begitu juga hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jugur, jika masyarakat
telah menyadan hak-haknya sebagai konsumen atas informasi yang disampaikan
olch pelaku usaha baik daiam bentuk iklan mauvpun promosi, maka peranan
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masyvarakat scbagai pengawas penyelenggaraan pedindungan Konswmen dengan
sendirinya akan berjalan dengan efektif, karena masyarakat sadar akan lakaya
schagm konsumen.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Dalam Undang-Undang Periindungan Konsumen dinyatakan bahwa
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lombaga non
pemenntah yang terdaflar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan
wenangan:  perlinduagan konsumen.” Pemerintah mengakui  lembaga
pettindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan wntuk
berperan akal dalam mewwjudkkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 44
Undang-Undemg Pahindungan Konsumen dinyatakan fentmg tugas Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakai, yaitu:

a. Menyebariuaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran awas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsemsi barang
dan/atau jasa;,

b. Membenkan nasehat kepada konsumen yang memerlukanmya;

c. Bekerjasama dengan insiansi terkail dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

d. Membantn konsumen dalam memperjuangkan haknya termasok mensrima
kcluhan atau pengaduan konsumen;

¢ Melukukan pengawasan bersuma pomenintzh dun masyarakat  tebmdap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

Peogaturan lebth lanpnt tentang Lembaga Pedindungen Konsumen
Swadaya Masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001
tentzny Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyamkat, Pasal 4
Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Penyebaran informasi yang

¢ Indonesia (2), op. cit,, Pasal § angka 7,
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dilakukan okch Lembaga Pegdindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, meliputi
penyebarivasan  berbagai  pengetahuan mengenai  perlindungan  konsumen
termasuk  peraturan  perundang-wndangan  yang berkanan dengan  masalah
perlindungan konsumen. Selain it Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat juga mempunyai tugas untuk memberikan nasihat kepada konsumen
vang memeriukan, baik secara lisan maupun tulisan agar konsumen dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. '

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat melakukan advokasi atau
pembenlayaan konsumen agar mampy memperjuangkan hakaya secars maadiri,
baik secara perorangan maupun kelompok.

Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen
swadaya Masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa vang beredar di pasar
desigan cara penelitian, pengujian danfatau survei, '™

Dalam melaksanakan fugasnya, Lembaga Perlindungan Konsuoen
Swadaya WMasyarakai dapal bekerjasama dengan instansi-instansi  1erkait
Kerjasama tersebut meliputi perwkaran informasi mengenai perlindunean
konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, daa penyutohan
serta pendidikan konsumen. Selain dapat bekerjasama dengan instansi-instansi
terkait Lembage  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyzrakat  dapat
bekerjasama dengan lembaga lainnya, baik yang bemsifai nasional maupun
intermasional.’”  Dan  dalam melaksanakan tugasnya tersebut  Lembaea
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus melaporkan kepada
pomerintab "™

{embaga Perhindungan Konsumen Swadaya Masyarakat imiah yang
sangat diharapkan wvnfuk dapat melakukan perlindungan yang lebih efektif
terhadap ikian yang diinformasikan kepada masyarakat.

B* indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Perinduugsn Kowarmen
Swadaya Masyarakat , PP No. 59 Tahun 2001, Pasal 5;

'% fbid, Pasal 8;

V5T p8id Pasal 9 ayat (1);

VX Jhid, Pasal 9 ayat (2).
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4. Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia

Berdasarkan Taia Krama dan Tata Cara Periklanan diatur temtang Komisi
Tata Krama Periklasan Indonesiz. Dalam Bab 1V Tata Krama das Tata Carm
Periklanan dinyatakan bahwa Komisi Tata Krama Periklanan yang bertugas untuk
menampung masalah-masalah vang timbul dalam pelaksanaan Tala Krama
Perikianan. Selain bertugas menampung masalah-masalah yang timbul daiam
pelaksanaan Tata Krama Periklanan, komisi terscbut juga bertugas untuk memben
saran mengenal penerapan Tata Krama Periklanan.

Komisi Tata Krama Perikiznan Indonesia merupakan satu lembagz yang
wmelaknkan pengawasan terhadap iklan yang lahir dari self regulaion. Sebagai
sebuah fembaga yang lfahir dan self regulation dibarapkan dapat Iebib efekuf
untuk menanggulangi iklan yang tidak sesuai dengan Tata Krama dan Tata Cara
Periklanan, karena aturan tersebut dibuat sendiri oleh Asostass Pertklanan. Dan
dengan fugas menampung dan memben saran mengenai procrapan Tata Kyaona
dan Taia Cara Periklanan dapat menciptakan iklan vang santun dan informatif
bagi masvarakat seria dapat menciptakan kesadaran Asosiasi Periklapan.

Namun jika ditihat iklan vang disampaikan kepada masyarakat saat ini,
banyak sckali yang menyalahi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan. Hal tersebut
bisa erjact karena tugas dart Komist Tatz Krama Periklaran Indonesia hznyz
scbagai penampung masalah dan memberikan saran. Sehingza, komisi tersebut
menjadi kurang berfumgsi.

B. Apaliss terhadsp Potusam Pengadilan Negeri Medss Nomor
206P4LG2O06/PN.MDN tentang PT. Exceicomindo Pratama Mcolawan
Jbon Parlys H. Sinaga

1. Kasus Posisi
PT. Excclcomindo adaliah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa

telekomunikasi GSM yang berdiri sejak tahun 1998 dan berkantor pasat di Jakarta
Selatan serta mempunyai perwakilan disebagaian besar wilayah indonesia dengan
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produk utama layanan komunikasi GSM prabayar (bebas dan jempol) dan pasca
bayar (Xplor). Pada tanggal 30 Maret 2006 perusahaan tersebut mendistribusikan
tentang Program Tanf Ngint Malam (Program Tarif Ngirt XL Bcbas) wntuk
pelanggan yang berlaku tanggal 1 april sampai dengan 30 Juni 2006.

Pada tanggal 31 Maret 2006, perusahaan tersebut mengetahui bahwa
brosur vang telah didistribusikan terscbut telah terjadi kesalahan cetak, dimana
seharusnya program tersebut berlaku mulai 6 April 2006, namun brosur yang telah
didistrybusikan terscbut baru dapat ditarik olch perusahaan tersebut pada tanggal 2
Apnil 2006 karena terkendala hari libur.

Bahwa Jhon Parlyn Sinaga telah membeli produk perusahaan tersebut pada
tangeal | April 2008, karena melihat brosur tentang Tarif Ngirit Malam XL bebas
tersebut dengan nomor 08197205894. Dan Jhon Parlyn Sinaga merasa bahwa tanf
ngint malam terscbut tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada brosur yang
diperolehnya. Kemudian dia melaporkan pada perusahaan tessebat Dan pada
tanggal 2 Apnji 2006 pelaku usaha merespons dan menyelesaikan keluhan yang
dialami oleh pelanggan pada tanggal 2 april 2006 malam dengan mengadakan
pertemuan bertempat dikantor penggugat. Dalam pertemuan tersebumt perusahaan
tersebut memyampaikan permohonan maaf dan memberikan penawamn keya
sama pemasangan iklan di perusahaan tersebul, namun tersugal meminta agar
penyelesasian masalah im diselesaikan meladut mekanisme penyelesaian yang
berlaku di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan,

Pengousat dan tergugat telah berulang kali memusyawarahkan untuk
menvelesaikan keluhan pelanggan tersebut, begitu juga dalam proses hcarmmg di
kantor BPSK Kota Mcedan

Pada tangal 3 Apnl 2006 dan 11 Apni 2006 dimama pada sctiap
kesempatan musyawarah tersebut, penggugat tetap menyampaikan permohonan
maaf serta menjelaskan kesalahan pencetakaw/penulisan tanggal berlakunya
program tasif pgint malam vang bukan merupakan kescngajaan pesggugat dan
schagai bentuk perdamaian afas adanya kesalahan terscbut, dengan menawarkan
kompensast pemasangan iklan diparusahaan XL ditumbab dengan stikad batk
untuk membayar tagihan Xplor 0819616010 milik Shon Parlyn untuk penggunaan
buian january, februani, dan maret 2006.

Uhniversitas indonesia
Analisis yuridis..., Dayu Medina, FH Ul, 2008



110

Namun, Jhon Parlyn tetap tidak mencrima tawaran perdamaian tessebut
dan mengadukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota
Medan tangeal 16 Aprl 2006. Kemudian BPSK mcmanggil tergugat dan
pengeugat ustuk acara Konsiliasi yang dilanjutkan dengan asbitrase dalam nomor
perkara No. 7PenBPSK/2006/Mdn. Tanggal | juni 2006 BPSK memutuskan
bahwa:

Pihak PT. Excclcomindo berkeberatan atas keputusan BPSK terscbut,
kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan
bahwa BPSK telzh salah datam menerapkan hukum dan/alau menerapkan hukum
tidak scbagaimana mestimva seria memutuskan perkara melebihi dan atau
melampauw batas kewenangannya. Kesalahan pencrapan hukum tersebut, menurut
pelaku usaha dikarenakan BPSK Medan menyatakan bahwa adanya kerugian yang
diderita konsumen akibat perbuatan pelaku usaha menurut keyakinan Majelis dan
rasa keadilan adafah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jula rupzah) &k tepai dan
tidak sesual alau tidak benar secara hukum dan jelas Majelis BPSK ielah
meilampaw kewenangan vang diberikan oleh Undang-Undang, karema putusan
tersebut bertentangan’tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-
Undang Perdindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Keputusan Menten
Penndustrian dar Perdsgangzn Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanzan
Tugas dan Wewenang BPSK dalam pasal {2 ayat (2) huruf a dan b. Selain itu
alasan dan PT. Excelcomindo adalah kerugian yang sebemamya diderita oleh
konsumen dalam surat pengaduzannva adalah sebesar Rp. 9.054 - (sembilan ribu
lima puluh cmpat rupiah), scmentara Majclis menghukum pelaku usaha uatuk
membayar ganti rug sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bertentangan
dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsomen dan pasal 12
avat (2) huruf a dan b Surat Keputusan Menteri Penindustrian dan Perdagangan
Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dan
pertimbangan Majclis BPSK tidak logis atas kesctaraan mlai kcrugian yang
dicderita dengan gant rug yang harus dibayarkan oleh pelake ssaha

Keberatan pelaku usaha juga dikarenakan adanya keputusan BPSK yang
menyatakan bahwa pelaku usaha tefah melakukan perbuatan mefawan hukum,
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namun majclis BPSK tidak pemah membuktikan bahwa pelaku usaha sclah
melakukan perbuatan melawan hukum, dan keputusan tersebut hanya didasarkan
pada pengakuan dan penafsimn pasal-pasal secara apa adanya yang tertulis dalam
undang-undang

Karema itn pelaku usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Wegeni Medan untuk:

a Menenma dan mengabulkan gugatannya secara keseluruhan;

o]

Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Medan Nomeor: 7/Pen/BPSK22006/Mdn
tanpgal 1 Juni 2006 batal dan tidak berkekuatan hukum;
Meaolak permohonan eksekusi {fzat eksekusi) konsumen terhadap pelaksanaan
pritusan arbitrase tersebut.

Pengadijan Negen Medan memutuskan bahwa:

a Mengabulkan keberatan penggneat (pelaku usaha) untuk sebagian;
b Menyatakan penggugat (pelaku usaha) bersalah karena mengedarkan beosur

dan iklannya yaitu Tanf Ngint Malam yang tidak sesua dengan yang
diperjanjikan schagaimana dalam pasal 8 avat | butir §, pasal 9 ayal | budir k,
dan pasai 10 butir a dan undang-undang perlindungan konsumen;

¢ Menchukum pengougat untuk tidak memberlakukannya kepada konsumen;

d Menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh tergugat (konsomen) akibat

perbuatzn penggugat (pelaku wuszha) sebesar Rp. 9.054,- {sembilan nbu 1mma
puluh empat rupiah);

Menghukum penggugat (pelaku usaha) untuk membayar ganti yugi kepada
tergugat (konsumen) sebesar Rp. 9.054,- (sembilan nbu lma puluh empat
rupiah);

Menolak kebematan penggugat (pelaku usaha) selain dan selebibmya.

Selain itu Pengadilan Negen Medan membebankan ongkos perkara yang

timbul kepada penggugat (pelaku usaha) sebesar Rp. 129.000,- (seratur dua putuh
scrbilan rupah). Kcputusan terscbut ditctapkan pada han rabu tanggal 2 agustus
2006.
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Namun Jhon Parlyn Sinaga berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negen
Medan tersebut, sehingga dia mengajukan kasisi ke Mahkamah Agung Dalam
putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan termohon dalam bal ini
Jhon Parlyn Sinaga, menganulir Putusan Pengadilan Negesi Kota Medan, dan
menyatakan sah keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan
Nomor : T/PEN/BPSK/2006/MDN tanggal 01 Juni 2006 tentang Avbitrase, seria
menghukum PT. Excelcomindo untuk membayar biya perkara sebesar Rp.
500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Anafsa Kasus

Berdasarkan kasus posisi diatas dapat dilihat bahwa kesalahan kecil vang
dilakukan olch pelaku usaha dalam periklanan akan berdampak besar bagi
konsumen dan juga bagi perusahaan ita sendiri.

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat disekesaikan dengan cara
damai atau penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang Dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen secara damai memburuhkan
kamuan dan kemampuan berunding agar sengketa tersebut dapat diselesaikan
secara damai, schinggea kedua belah pihak sama-sma diuntungkan.

Dalam kasus Shon Parlyn Sinaga dengan PT. Excelcomindo diatas, dapat
dilihal bahwa sebelom senghkela tersbut sampai pada lembaga alau mstansi yang
benvenang untuk menyeiesaikan sengketa konsumen, pihak PT. Excelcomindo
telsh mengusahakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dengan
mengundang konsumen untuk menyclesaikan sengketa terschut dan mombcerikan
Lkompensasi atas kerugian yang didenita oleh konsumen. Namun konsumen dalam
hal ini Shon Pariyn Sinaga menolak untuk menyelasaikan sengketa tersbeut secara
damai. Sehingga usaha untuk menyeiesaikan sengketa secara damai tidak bisa
diwujudkan karera salah satu pihak berkeberatan untuk disclesaikan dengan cara
damai, dan menginginkan umtuk menyclesaikan sengketa melatui tombaga atau
instans: yang berwenany dalam bal ini konsumen menginginkan penytiesaian
sengkela tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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Badan Penyelesaian Sengheta Konsumen merupakan suatu badan yang
dibenruk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar peogadilan yang diben
tugas untuk:

a. Menyelesatkan sengketa konsumen melalui mediasi, ashitrase atas konsdiasi;

b. Membenkan konsultasi perlindungan konsumen,

¢. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. Melaporkan pada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

¢. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dani konsumen teatang
tegadinyz pelanggaran lerhadap perlindungan konsumen,

£ Melakukan penclitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan komsumen;

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terfiadap

perhindungan konsumen;

us

h. Memanggi! dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atas setiap orang yang
dianggap mengetabui pelangpzman terhadap Undang-Urednag Pexlindumgan
Konsumen;

L Memima banuan penyidik umuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahii,
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf b, yang tidak
bersedia memenuhi  panggilan pengadilan badan penyelesaian sengketa
konsumen;

j. Mendapatkan, menelitt dan‘atau menilai surat, dokumen, atau alai bukti fain
ouna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k Memutuskan dan menetapkan adz atau tidaknya kerugian di pihak konsumen:

L Memberitshukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
wrbadap perlindungan konsumen, dan;

m. Menjatuhkan sanksi adminisiratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasackan  tugas dan wowenang  Badan  Penyelesaian  Scmgketa
Konsumen diatas, maka kasus Jhon Parlyn Sinaga dengan PT. Excelcommdo
dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen {BPSK) dan menjadi
witayah kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
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a Menerima pengaduan/gugatan konsumen scbagian;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha bersalah karena mengedarkan brosur dan
iklannya vaitu Tanf Ngirit Malam yang tidak seswai dengan yang
diperjanjikanaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 twatir £, pasal 9
ayat { butir k dan pasal 10 butir a dari undang-undang nomor 8 Tahun 1999,

¢. Menghukum pelaku usaha untuk tidak memberlakukannya lagi kepada
konsumen tersebut;

d. Menyatakan adanva kerugian yang diderita olch konsumen akibat perbuatan
pelakn usaha yang menunit keyakinan majelis dan rasa keadilan adalah sebesar
Rp. 4.000.000,- (empal juta rupiah);

. Menghukum pelaku usaha vnivk membayar ganti rugi terscbut kepada
konsumen;

f. Mcnghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.-
(satu juta rupiah) sctiap hasinya apabila lalai/tidak mau melaksanakan
kepuiusan pada pom 4 dan S tersebut, sejak keputusan i berkekwatan bukum
1eiap;

[¢]

Menolak sugatan iain dan seiebihnya.

2

Asnggapan babwa BPSK Medan telah salah dalam mencrapkan bukum
karcna telah mepafsirkan undapg-undang secam tidak bemar tenfama dalam
mengaitkan Pasal 1565 KUHPerdata oleh pelaku usaha tidaklah beralasan. Karena
perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata
sepatutmya memenuhi unsur-unsur, yvaita sebagai benikut :

a. adanya suatu pcrbuatan

b. perbuatan tersebut melawan hukum

¢. adanva Kesalahan dan pihak pelaku ;

d. adanya kerugian bagi pihak korban ;

e. adanva hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

BPSK Medan tidak  membuktikan  unsur  terscbut, BPSK
mendasarkannya hanya berdasarkan pengakuan dan penafsiran pasal-pasal secara
apa adanya yang tertulis dalam undang-undang. Hal itu tegadi karena dalam
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencrapkan pnnsip kesalahn
dalam mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menyampaikan
informast.

Berdasarkan gambaran diatas, berdasarkan Pasal 52 angka k Undang-
Undang Perlindungan Konsumen memberikan tugas dan kewenangan kepada
BPSK untuk menctapkan dan memutuskan ada atau tidaknya ganti kerugian vang
drderia oleh konsumen. Sehingga BPSK harus membuktikan bahwa konsumen
telah dimugskan. Jika dikaitkan dengan kasus Jhon Parlyn Sinaga dengan PT.
Excelcomindo diatas, maka kerugian yanp diderita oleh konsmen dapat
dibukitkan sebesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima puluh empal rupizh).

Pada prnsipnva Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya
mensyaratkan  adanya kerugian olech konsumen sehingga komsumen dapat
mengzueat pelaku usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 Undang-
Undang Perdindungan Konsumen. Dan dengan alasan terdapatnya kesugian yang
didemita oleh konsumen fersebut maka konmsumen dapat mengajukan gusaian
kepada lembaga vang beriugas umiuk menyelesaikan sengkeia anmara konswnen
dengan peiaku usaha. Dan jika pun dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata,
maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasos PT. Excelcomindo
denzan Jhon Parlyn tersebut jusa terpenuhi. Adanya swatu perbmatan, unsur
tersebut sudah terpenuhi karena adanya perbuastan menyebarkan brosur Tanf
Ngint Malam yang seharusayva belum diinformasikan kepada pubhik, kemudian
adanya unsur melawan hukum juga sudah terpenuhi karena adanya byosur tensebut
menvebablan informast yang tidak benar kepada masyarakat, terkait dengan
wnsuy kesalahian dan pelaku usaha juga terpenuhi karena pelaku usaba telah salah
menycbarkan informasi kepada masyarakat, dengan adanya kesalaban informasi
tersebut memimbulkan kerugian bagi konsumen dan tentunya terdapat hubungan
kansal antara perbuatan menyebarkan brosur yang tidak sesmai dengan kenyataan
dengan kerugian vang diderita oleb konsumen akibat informas yang disampaskan
dalam broswr torscbut  Jadi mcnurut hemat penulis dikaitkan ataupun @dak
dengan Pasal 1365 KUHPerdats, dengan adimya kerugian keotunya unsur-unsur
datam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut otomatis akan terpenufu.
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Berkaitan  dengan alasan PT. Excelcomindo babwa ganti rugi yang
ditetapkan oleh BPSK tidak sesuat dengan Pasal 12 ayat (2) luruf a dan b Surat
Keputusan Meoteni Penindusinan Dan Perdagangan No.350 Tahun 2001 tcatang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa:

"Ganti rugi aias kerugian schagaimana dimaksud dalam avat (1) dapat
berupa (a) pengembalian uang dan (b) penggantian barang dan/atau jasa
yang scjenis atau sctara nilainya dan (c) perawatan keschatan dan atau
pemberian santunan”.

Dan keitentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b Surat Xcputusan
Menten Penndustnan dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 temang
Pelaksanaan Tueas dan Wewenang BPSK terscbut memang sejalan dengan Pasal
19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun berdasarkan Pasal
12 ayat (2) bucuf ¢ Surat Kepuiusan Menleri Perndusirizn dan Perdagangan
Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenag BPSK dan
juga Pasal 19 ayar (2) Undang-Undnag Periindungan Konsumen juza meneatur
tentang gantt kerugian berupa pembenian santunan. Dan Keputusan BPSK Medan
tersebut yang memutuskan pemberian ganti kerugian schesar Rp. 4.000.000,-
{cmpat juta rupiah) bisa dirasukkan dafam ganti kerugian berupa santunan akibat
1ekanan psikis vang munghin diterima olch Jhon Parlyn Sinaga dan juea keletihan
psikis akibat masalah yang timbul karena diinformasikannya brosur yang pada
kenvataannya tidak sesnai dengan apa yang diinformasikan

Pcnulis dalam hal ini juga mclihat bahwa scsunggubmya kcsalahan yang
dilzkukan olch PT. Excelcomundo swdah dapat diberikan sunkg pidirz yanyg diatur
dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undnag Perlindungan Konsumen, karena telah
melanggar Pasal 12 Undang-Undang Perfindungan Konsumen, yaitu:

“Pclaku usaha dilarang mcnawarkan, mempromosikan atau mengiklankan
suatu barang dan’atau jasa dengm harga atau tanf khusees dalam waktu dan
jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud  unmtuk
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mclaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlab yang dntawarkan,
dipromosikan, atau ditkiankan~

Dan pelangearan terhadap Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dapat diajukan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62
avat {2) Undang-Undang Perdindungan Konsumcn, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat
(1) buruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {(dua)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah)”.

Schingga scharusnyva PT. Excelcomindo juga dihukum dengan pemberian sapksi

pidans sebagzsimana yang dikemnukakan diatas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tcntang Tekkomwikasi scrta
peraturan pelaksapanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahua 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, mengikuti prinsip tanggung jawab
vang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah lzhir
sebelumnya, yaitu modifikasi terhadap tanggung jawab berdasarkan kesalahan
dengan beban pembukiian terbalik.”® Dimana ketentuan ganti kerugian dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Bab V Pasal 68 dinmmuskan bahwa:

a. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomumkasi yang
menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan
ganii ragt kepeda penyelenggara telekomunikasi.

b. Pemyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi scbagaimana
dimaksud dalam ayat (i), kecuali penyeienggara (elckomumkasi dapat
membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleb kesalaban dan
atan kelalztannya.

* [nasentius Samsul, op. cit., hal. 149.
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c. Ganti rugi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kesugian
Ilangsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian peayclenggaraan
tclekomunikast.

Putusan Pengadilan Negert Medan bahwa:

Mengabulkan keberatan penggugat (pelaku usaha) untuk sebagian;

b. Menyatakan penggugat (pelaku usaha) bersalah karena mengedarkan brosur
dan iklannva yaite Tanf Ngirit Malam yang tidak scsuai dengan yang
diperjanjikan sehagaimana dalam pasal 8 ayat 1 butir f, pasal 9 ayat 1 batis k,
dan pasal 10 butir a dari undang-undang perlindungan konsumen;,

¢. Menghukum penggugat untuk tidak memberlakukannya kepada konsumen;

d. Menyaakan adanya keruman yang diderita oleh terpugat (konsumen) akibat
perbuatan penggugat (pelaku usaha) scbesar Rp. 9.054,- (sembslan ribus lima
puluh emapat rupiah),

e. Menghukum pengpupat (pelaku usaha) untuk membayar ganti rugm kepada
tergugal (konsumen) sehesar Rp. 9.054,- (sembilan ribu lima pulub empat
rupiah);

£ Menolak keberatan penggugat {pelaku usaha) selain dan selebihava

P

Sika dihhat Kepuinsan Penpadifan Negen Kota MMedan dizas pada
dasamiva juga memuiuskan adanva unsur kesalahan dan P7. Excelcomindo
terhadap konsumen atas ikiar yang disampaikan melalui brosur, vang teravata
tidak ditepati oleh pelaku wsaha Namun, jika dilihat kepotpsan tersebut tidak
mempertimbangkan rasa keadilan atas jumlah ganti rugi yang barus dibayar oleh
PT> Excelcopnndo scbesar Rp. 9054. Menurut penudis, gunt nug terscbut sengat
kecil, sementara itu konsumen untuk menuntut haknya telah berusaha dengan
susah payah dan mengalami kerugian wakty, vang, dan juga tekanan psikiogis.
Danr hakim Pengadilan Negent Kota Medan tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Kasus diatas, merupakan satu kasus kerugian konsumwen yang diakibatkan
oich informas: yang disampaikan sccara tidak benar kepada komsumen. Bisa
terithat bahwa, untuk menunfut kerugian yang sangat kecil, konsumen harus
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mclakukan usaha-usaha yang maksimal, schingga dipcrlukan suatu mckanisine
yang baik dalam menyelesaikan gugatan-gugatan konsumen tersebut.

Dan akibal vang dirasakan oleh pelaku usaha sendin, atasgpeatan
konsumen yang diketahui oleh khalayak umum akan menciptakan stigma bagi
perusahaan tersebut, yang akan menimbulkan kerugian bagi pelaku vsaha sendini.

Dan, masalah kerugian konsumen atas iklan tarif sciuler i tidak akan
tenad jika Pemerimtah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pengawasan
terhadap iklan yang diinformasikan pada masyarakat.

Mekanisme penyelesaian  sengkela  konsumen  peagguna  jasa
iclekomunikasi seluler akan dapai diselesaikan dengan baik, jika perusahaan
penyedia jasa telckomunikasi seluler memberikan informasi yang benar dan jelas
kepada masyarakat Sementara itn Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat juga berperan aktif dalam melindungi masyarakat

Selain 1tu dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak pada Pelaku
Usaha, maka akan mencipiakan prinsip kehati-hatian bagi pelaku usaha. Dan
karena peiaku usaha adalah pihak vang sangat berkepentingan terhadap ikian dan
informasi yang disampaikan kepada masyarakat, disamping ito juga karena pelaku
usaha adalah pihak yang mcmbiayai dan mengetahui akan menjadikan dunia

-pentklanan di Indonesia lebih batk.
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BABYV
PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan umian babdab diatas, maka dapat dismpulkan scixasai
beril:

Periama, bahwa peagaturan tenfang iklan tarif jasa telckomunikasi seluler
tunduk terhadap beberapa undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang 36 Tabun 1999 temtang
Telekomuntkast, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 teatang Perlindnngan
Konsumen dan beberapa peraturan pefaksana dan masing-masing uncang-undang,
Selain it masalah iklan tanf jasa teickomunikasi seluler juga tunduk pada Tata
Krama dan Tata Cara Periklanan sebagai self regulation.

Kedua, bahwa berbagai bentuk iklan tarif jasa telekomunikast setuler
vang diinformasikan kepada masyamakat dapat berupa iklan yang menyesatkan
dan jugza iklap yang salah Selain itu iklan tarf seluler yanz diinformzsikan
menjadi ajang bag operator seluler sclaku penyelenggara jasa telekosnumikasi
untuk menank konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga tegadi perang ikian
antar operator scluler. Namun, perang iklan tersebut menimbulkan persaingan
vang tidak schat antar operator. Disisi lain, iklan tadf seluler vang mengadi
ifonmasi bagi masyarakat tersebut juga sering melanggar Tata Krama dan Tata
Cara Perikianan. Dan keadaan tersebut banyak menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, membagi tangoumg
jawab kepada pelaku usaha pemesan iklan dan juga kepada pelake wusaha
periklanan. Pelaku usaha pemesan iklan dapat dimintai tanggung jawab atas
pelanggearan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementars itu
pelaku usaha perklanan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas
kreativitasniya bukan atas informasinya. Dan atas kerugian tersebut, kopsumen
dopat menunint kergiannya melalui cara damai ataupun melalui lembaga atau
tastitust vang berwenang,

Ketiga, bahwa pengawasan yang terhadap iklan tanf seluler dapat
diiakukan olch pemerintah, masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen
120
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Swadaya Masyarakat (1 PKSM), serta Komisi Tata Krama Periklanan Indonesia
(TKPI). Pengawasan yang dilakukan oleh pemenintah dilakukan oleh Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komisi Penyiaran. BRT],
melakukan pengawasan terhadap tanf yang diterapkan oleh operator seluler dan
Komisi Penyiaran mengawasi siaran iklan yang juga termasuk iklan tanf jasa
telekomunikasi  seluler. Dan pihak-pithak yang berwenang untuk melakukan
pengawasan terhadap iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan
pada masyarakal, yang paling efekiif dan tepal menjadi uwjung tombak atas
pengawasan tersebut ada di tangan pemerintah, karena pemcenintahlah yang
menetapkan formula tanf dan melakukan efaluasi berkala atas anf fersebut, sexia
kewajiban operator seluler untuk meminta persetujuan pemenntah atas tarif yang
akan dikenakan pada pengeuna jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Salah
saty kasus yang terkait dengan iklan tanif jasa telekomunikasi seluler adalah kasus
PT. Excelcomindo dengan Jhon Pardyn Sinaga. Dalam kasus tersebut texiihat
bahwa untuk menuntut kerugian konsumen yang sangat kexal, namun akinmya
harus diselesatkan dengan waktu dan biaya yang cukup besar. Dan putosan
Mahkamah Agung tcdihat bahwa peradilan di Indonesia massh melibat hak-hak
Yonsummen, karena memenangkan konsumen dan perusahazn yang cukup besar
dan berpengaruti.

B. SARAN

Dari pembaliasan dan kesumpulan diatas, dapat direkomendasikan tatl-hal
schagai benkut
1. Diperlukannya scbuah Undang-Undang Penklanan yang dapat mengatur
secara lebih rinci dan tegas tentang periklanan. Hal tersebhut dikarenakan dari
scbuah iklan dapat merugikan masyarakat banyak dan juga tergangmmya dim
berusaha di Indonesia (adanya persaingan curang).
2. Diberiakukannya tanggung jawab mutlak atas iklan yang mcrugikan konswancn
dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku kepada pelaku wsaha, karena
pelaku usaha yang mengiklankan produknya adalah pihak yang membiayat
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dan mempunyai kepentingan paling tingg atas iklan yang dipesannya serta
mengetzhu seluk beluk vang dipasarkan.

. Peslu dilakukan perbaikan teshadap kinerja Badan Regufasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI) dan Komisi Penyiaran, karena saat imi banyak ikian tanf jasa
teichomunikasi seluler vang menyimpang dari kelentuan yang besdaku. Serta,
periu perhaikan terhadap self regulation dalm bidang periklanan, tidak hanya
membenkan tugas kepada Komisi Tata Krama Perklanan Indonesia sebatas
menampung masalah penklanan dan juga hanya memberi saran alas masalah
penklanan tersebut, tapi juga memberikan sanksi bagi pelanggaran atas Tata

Krama dan ‘tata Cara Penklanan tersebul
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